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VISI MISI  

INSTITUSI 

 

A. VISI 

Menjadi lembaga pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan 

sumber daya manusia yang kompeten, berjiwa pancasila dan berwawasan global pada 

bidang kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 2031 

B. MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang kesehatan yang 

berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kesehatan yang 

berakhlak mulia. 

2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kesehatan. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kesehatan 

dalam rangka menyejahterakan masyarakat. 

4. Menyelenggarakan tata kelola prodi yang sehat dengan terus memperhatikan 

pengembangan Sumber Daya Manusia yang menunjang keunggulan institusi. 

5. Menyelenggarakan kerja sama dengan stakeholders dan institusi di tingkat 

nasional dan internasional dalam rangka mendukung kegiatan akademik dan non 

akademik. 
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VISI MISI  

PROGRAM STUDI 

 

A. VISI 

Menjadi Progaram Studi D-III Keperawatan yang menghasilkan perawat vokasional 

yang berakhalak mulia, kompeten, dan unggul di bidang home care serta mampu 

bersaing secara nasional dan berwawasan global pada tahun 2031. 

 

B. MISI 

1. Menyelenggarakan Pendidikan keperawatan yang menghasilkan lulusan ahli 

madya keperawatan yang berorientasi pada pelayanan homecare dengan 

mengedepankan sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawabserta berwawasan 

global. 

2. Menyelenggarakan Penelitian kesehatan yang sesuai dengan perkembangan 

IPTEKKES dengan mengedepankan sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab. 

3. Menyelenggarakan Pengabdian masyarakat sesuai dengan perkembangan 

IPTEKKES dengan mengedepankan sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab. 

4. Menyelenggarakan tata kelola prodi yang sehat dengan terus memperhatikan 

pengembangan SDM dan sarana prasaran yang menunjang keunggulan program 

studi. 

5. Menyelenggarakan kerjasama dan memanfaatkan teknologi informasi terkini 

untuk mendukung pengembangan program studi. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya 

pembuatan buku pedoman yang berisikan Dokumen standar operasional prosedur 

Akper Pemkab Ngawi dapat tersusun.  Dokumen standar operasional prosedur  

merupakan dokumen yang berisi formulir setiap kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan untuk mewujudkan visi dan misi Akper Pemkab Ngawi. Dokumen 

standar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi semua pihak yang 

terkait serta dijadikan pedoman bagi seluruh unit kerja ataupun unit pendukung 

yang berada di lingkungan Akper Pemkab Ngawi dalam melaksanakan pekerjaan 

sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Dokumen standar operasional prosedur ini dibuat dengan tujuan sebagai 

alat ukur dalam pelaksanaan setiap prosedur yang ada sehingga terdapat 

transparasi, ketertiban administrasi dan pelaksanaan tugas di berbagai unit bidang 

dapat dicapai. Penyusunan dukumen standar operasional prosedur dilakukan oleh 

Unit Penjaminan Mutu Akper Pemkab Ngawi sehingga diharapkan isi yang ada 

dalam formulir sesuai dengan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan tugas 

yang terintegrasi. 

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu 

menyusun  buku panduan ini. Semoga buku ini dapat memenuhi sasarannya dan 

bermanfaat dalam memperlancar penyelanggaraan pendidikan di Akper Pemkab 

Ngawi. 

 

 

                  Ngawi,  April 2021 

                                Direktur 

 

       SITI MAIMUNAH, S.Kep.Ns., M.Kes 
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Tujuan Berdasarkan standar kompetensi lulusan program diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

Penyusunan Kompetensi Lulusan. Tujuan dari SOP ini adalah 

memberikan penjelasan tentang penyusunan pedoman umum 

kompetensi lulusan di Akper Pemkab Ngawi. Kompetensi lulusan 

yang dihasilkan akan menjadi dasar penetapan profil lulusan D3 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi. Profil lulusan yang ditetapkan 

menjadi dasar penentuan Capaian Pembelajaran (CP) setiap prodi D3 

yang menjadi rujukan dalam penyusunan kurikulum pada masing-

masing Prodi. 

Ruang 

Lingkup 

SOP Penyusunan Kompetensi Lulusan digunakan oleh seluruh Prodi 

D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi. 

Definisi 1. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan adalah suatu kegiatan 

menyusun setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap dengan 

menggunakan rumus Audience, behaviour, Competence dan 

degree (ABCD) atau KPI. 

2. Menetapkan standar adalah suatu tindakan persetujuan dan 

pengesahan standar kompetensi lulusan sehingga standar 

kompetensi lulusan dinyatakan berlaku.  

3. Melaksanakan Standar kompetensi lulusan adalah ukuran, 

spesifikasi, patokan dan sebagaimana dinyatakan dalam 

pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi 

pencapaiannya 

4. Dosen adalah Pendidik professional dan ilmuan AKPER Pemkab 

Ngawi dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan 

teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau 

dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan 

6. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) adalah rumusan kompetensi 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan 

7. Kerangka kualifikasi nasional indonesia (KKNI) adalah kerangka 

penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, 

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan 

dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka 

pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan diberbagai sektor. 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP Penyusunan 

Kompetensi Lulusan ini adalah 

1. Pembantu direktur I (Pudir 1) /Kaprodi 

2. Sub Bidang Kurikulum  

3. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 

4. Dosen dan stakeholder 

Pengguna Lulusan Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Koordinasi dilakukan antara Pudir I dengan direktur serta ketua 

program studi dengan difasilitasi oleh UPM dalam perumusan 

standar kompetensi lulusan Akper Pemkab Ngawi 

2. Identifikasi tuntutan kompetensi pada  program studi dengan 

melibatkan semua dosen 

3. Menjaring masukan dari stakeholders tentang kompetensi sesuai 

tuntutan dunia kerja 

4. Pembentukan tim perumus pedoman umum kompetensi di tingkat 

program studi 
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.  

 

5. Laporan hasil penyusunan pedoman umum kompetensi mutu 

lulusan 

6. Sosialisasi pedoman umum kompetensi mutu lulusan 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik  

8. Buku Pedoman Kurikulum  
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Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Program studi Pudir I UPM Kelengkapan  Waktu  Output  

Perumusan kompetensi 

dilakukan oleh Pudir I dengan 

difasilitasi oleh UPM 

   Draft perumusan 

kompetensi  

3 hari  Perumusan 

kompetensi  

Identifikasi kompetensi 

keilmuan dengan melibatkan 

dosen di program studi 

 
  

Formulir usulan  1 hari  Draft usulan  

Menjaring masukan 

stakeholders sesuai dengan 

tuntutan dunia kerja 

 
  

Draft usulan  2 hari   

Kaprodi membuat tim 

perumusan kompetensi lulusan 

di prodi 

   Draft usulan 

kompetensi  

2 hari  SK tim perumus  

Laporan hasil penyusunan 
   Draft usulan 

kompetensi 

1 hari  Draft usulan 

kompetensi  

Sosialisasi hasil penyusunan 

kompetensi 

 
  

Undangan , 

dokumentasi  

1 hari  Dokumentasi 

sosialisasi 

 

 

1 1 

1 

2 

3 

4 

5 5 

6 
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Tujuan Berdasarkan standar kompetensi lulusan program diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penyusunan capaian pembelajaran lulusan. Tujuan dari SOP ini 

adalah memberikan penjelasan tentang penyusunan capaian 

pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran  lulusan yang 

dihasilkan akan menjadi dasar penetapan profil lulusan D3 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi. Profil lulusan yang ditetapkan 

menjadi dasar penentuan Capaian Pembelajaran (CP) setiap prodi 

D3 yang menjadi rujukan dalam penyusunan kurikulum pada 

masing-masing Prodi. 

Ruang 

Lingkup 

SOP Penyusunan capaian pembelajaran lulusan digunakan oleh 

seluruh Prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi. 

Definisi 1. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan adalah suatu kegiatan 

menyusun setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap dengan 

menggunakan rumus Audience, behaviour, Competence dan 

degree (ABCD) atau KPI. 

2. Menetapkan standar adalah suatu tindakan persetujuan dan 

pengesahan standar kompetensi lulusan sehingga standar 

kompetensi lulusan dinyatakan berlaku.  

3. Melaksanakan Standar kompetensi lulusan adalah ukuran, 

spesifikasi, patokan dan sebagaimana dinyatakan dalam 

pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi 

pencapaiannya 

4. Dosen adalah Pendidik professional dan ilmuan AKPER Pemkab 

Ngawi dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan 

teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru 

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

6. CP merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi 

pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi 

pengalaman kerja. 

7. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) adalah rumusan 

kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan 

keterampilan 

8. Kerangka kualifikasi nasional indonesia (KKNI) adalah 

kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara 

bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman 

kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja 

sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP 

Penyusunan Kompetensi Lulusan ini adalah 

1. Pudir I / Kaprodi 

2. Sub bidang kurikulum 

3. Unit penjaminan Mutu 

4. Dosen dan stakeholder 

Pengguna Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi  

Prosedur 1. Menentukan Profil dari Program Studi  

2. Menuliskan Deskripsi dari Profil 

3. Menurunkan CP dengan rujukan SNDikti, Deskriptor KKNI, dan 

Deskripsi Profil 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi  

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi 

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Sub Bidang 

Kurikulum  
Pudir  I Direktur 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Menentukan profil dari 

program studi 
 

  Draft rumusan profil  1 hari SK rumusan profil  

Menuliskan deskripsi  dari 

profil 
 

 

 

Naskah deskripsi  1 hari  Deskripsi profil  

Menurunkan CP dengan 

rujukan 
 

 

 

Draft nomor CP 

yang akan 

digunakan  

1 hari  CP yang digunakan 

 

 

 

 

1 1 

2 

1 

2 

3 
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Tujuan  Berdasarkan standar isi pembelajaran program diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran. Untuk mencapai visi, 

misi, dan tujuan Akper Pemkab Ngawi dalam menyediakan pelayanan 

pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan 

ketersediaan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang 

dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran 

lulusan dari KKNI yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari 

kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. 

Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan 

dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat 

Ruang 

Lingkup 

SOP Kedalaman dan Keluasaan materi pembelajaran digunakan oleh 

seluruh Prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat 

kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.  

2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada 

capaian pembelajaran lulusan.  

3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program 

profesi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian 

kepada masyarakat  

4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap 

program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi 

capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.  

5. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep 

teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara 

umum.  

6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat 

kumulatif dan/atau integratif.  

7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan 

dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. 

Pelaksana 1. Pembantu direktur I / Kaprodi 

2. Sub bidang kurikulum 

3. Unit penjaminan Mutu 

4. Dosen dan stakeholder 

Pengguna Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Koordinasi dilakukan antara pembantu direktur I dengan direktur 

dengan difasilitasi oleh unit penjamin mutu dalam kedalaman dan 

keluasaan materi pembelajaran Akper Pemkab Ngawi 

2. Identifikasi tuntutan kompetensi pada program studi dengan 

melipatkan semua dosen 

3. Menjaring masukan dari stakeholders tentang kompetensi sesuai 

tuntutan dunia kerja 

4. Pembentukan tim perumus pedoman umum kompetensi di tingkat 

program studi 

5. Tim perumus membuat dokumen tertulis prosedur pelasanaan 

kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran sesuai dengan 

capaian pembelajaran 

6. Laporan hasil penyusunan pedoman umum pelaksanaan dan 

keluasaan materi pembelajaran 

7. Sosialisasi pedoman umum pelaksanaan dan keluasaan materi 

pembelajaran 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 



11 

 

 
 

 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2015 tentang Statuta Akper 

Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi  

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 



12 

 

Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Direktur Pudir I Dosen UPM 
Stake 

holder 
Kurikulum 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Koordinasi materi 

pembelajaran  

  

 

   Materi pembelajaran  1 hari  Materi 

pembelajaran  

Identifikasi 

tuntutan 

kompetensi  

program studi 

 

     Draft kompetensi  1 hari  Rekapitulasi 

kompetensi 

program studi  

Menjaring 

masukan dari 

stakeholders 

   

   Draft kompetensi  1 hari  Rekapitulasi hasil 

masukan dari 

stakeholders  

Pembentukan tim 

perumus 

pedoman umum 

kompetensi 

 

 

 

   Draft tim perumus  1 hari  SK Tim perumus 

pedoman umum 

kompetensi  

Tim perumus 

membuat 

dokumen 

 

 

 

    4 hari Draft Dokumen 

Laporan hasil 

penyusunan 

pedoman umum 

 

 

 

   Materi pembelajaran 

dan hasil 

penyusunan 

1 hari  Draft materi 

pembelajaran dan 

hasil penyusunan  

Sosialisasi 

pedoman umum 

      Materi pembelajaran 

dan hasil 

penyusunan  

1 hari  Draft dan 

dokumentasi  

 

2 

1 1 

3 

2 

3 

2 

1 

4 4 

7 

6 

7 7 

6 

7 

5 5 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran program diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penyusunan metode pembelajaran berbasis praktika. Tujuan dari SOP 

ini adalah menjamin pelaksanaan perkuliahan secara baik dan benar. 

Pembelajaran berbasis praktikum merupakan cara penyampaian bahan 

pelajaran dengan memberikan kesempatan berlatih kepada mahasiswa 

untuk meningkatkan ketrampilan sebagai penerapan bahan/pengetahuan 

yang telah mereka pelajari sebelumnya mencapai tujuan pengajaran 

meliputi ketrampilan kognitif, ketrampilan afektif dan ketrampilan 

psikomotorik. 

Ruang 

Lingkup 

SOP Penyususnan metode pembelajaran berbasis praktika digunakan 

oleh seluruh Prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Perkuliahan adalah kegiatan (tatap muka) antara dosen dengan 

mahasiswa sesuai dengan pokok bahasan mata-kuliah tertentu 

meliputi persiapan materi perkuliahan, proses pembelajaran, 

pemberian tugas terstruktur dan evaluasi pembelajaran. 

2. Metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian kepada 

peserta didik yang dilakukan sescara sistematis dan teratur 

3. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar 

mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan 

mengaplikasikan teori dan pembuktian ilmiah mata kuliah tertentu 

yang dilakukan dilaboratorium 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP Penyusunan 

metode pembelajaran berbasis praktika ini adalah 

1. Direktur 

2. Pudir 1 

3. Sub.bid kurikulum 

Pengguna Seluruh dosen pengajar di Akper Pemkab Ngawi 

Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Ketersediaan kontrak belajar, RPS, modul praktikum, media, sarana 

dan prasaran 

2. Kontrak belajar dan RPS dibagikan ke mahasiswa 

3. Dosen membuat kesepakatan kontrak perkuliahan dalam satu 

semester 

4. Proses pembelajaran mahasiswa bisa dibagi perkelompok-kelompok 

5. Dosen akan memberikan contoh dalam mendemonstrasikan , 

memperagakan dan mempertunjukkan ke mahasiswa tentang suatu 

proses, situasi atau benda tertentu baik seharusnya atau hanya 

sekedar tiruan. 

6. Kemudian mahasiswa mendemonstrasikan dan memperagakan 

sendiri 

7. Menggali potensi mahasiswa dalam memecahkan permasalahan, 

maka dosen memberikan suatu permasalahan yang harus dicari 

pemecahannya. 

8. Mahasiswa mendemonstrasikan atau memperagakan suatu 

keterampilan dalam pemecahan masalah tersebut. 

9. Tanda tangan presensi dan laporan kegiatan perkuliahan oleh dosen 

dan mahasiswa 

10. Mengarsipkan presensi dan laporan kegiatan perkuliahan 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 
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5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Kurikulum Dosen UPM Mahasiswa 
Kelengkapan  Waktu  Output  

Ketersediaan kontrak 

belajar, RPS, modul 

praktikum, media, sarana 

dan prasaran 

    Kontrak belajar, 

RPS, modul 

praktikum, media, 

sarana dan 

prasarana 

3 hari  KRS 

Pembagian kontrak belajar 

dan RPS 
 

 
 

 Draft kontrak 

belajar dan RPS 

1 hari  Kontrak belajar dan 

RPS 

Membuat kesepakatan 

kontrak perkuliahan dalam 

satu semester 

 

 

 

 Susunan RPS 2 hari  RPS 

Pembagian kelompok untuk 

proses belajar 
 

 
 

 Daftar mahasiswa  1 hari  Kelompok dalam 

proses belajar  

Memberikan demonstrasi 

tentang suatu proses 
 

 

 

 Alat 

pembelajaran dan 

video 

pembelajaran  

1 hari  Pembelajaran  

Memperagakan demonstrasi 

yang telah diberikan 
 

 
 

 Alat 

pembelajaran  

1 hari Mahasiswa paham 

Menggali potensi 

mahasiswa 
 

 

 

 alat pembelajaran 

dan materi/video 

pembelajaran  

1 hari  Potensi mahasiswa 

terbentuk  

Mendemonstrasikan atau 

memperagakan suatu 

keterampilan 

   

 Alat pemblajaran  1 hari Mahasiswa 

memiliki bekal 

keterampilan 

1 1 

4 

3 

2 

1 

2 

6 

3 

4 

5 

6 

7 8 



17 

 

Tanda tangan presensi dan 

laporan kegiatan 

perkuliahan 

 

 

 

 Daftar presensi 

dan laporan 

kegiatan 

perkuliahan 

1 hari  Draft presensi dan 

laporan kegiatan  

Mengarsipkan presensi dan 

laporan kegiatan 

perkuliahan 

 

 

 

 Draft presensi dan 

laporan kegiatan 

perkuliahan  

1 hari  Dokumentasi  

9 9 

10 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penyusunan metode pembelajaran berbasis praktik klinik. Tujuan dari 

SOP ini adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menerapkan pengetahuan teori ke dalam pembelajaran dengan 

menerapkan beberapa ketrampilan intelektual dan psikomotor yang 

diperlukan untuk memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas 

pada pasien. 

Ruang 

Lingkup 

SOP penyusunan metode pembelajaran berbasis praktek klinik 

digunakan oleh seluruh Prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Pengalaman belajar klinik dalam keperawatan merupakan 

rangkaian kegiatan pembelajaran, dimana peserta didik sebelum 

menjalani praktik klinik keperawatan terlebih dahulu telah 

memperoleh bekal pengetahuan atau teori di kelas dan pernah 

mensimulasikan keterampilan di laboratorium 

2. Praktik Klinik adalah tindakan mandiri yang dilakukan mahasiswa 

di lahan praktik (rumah sakit, Puskesmas, BPM dsb.) dalam 

mengaplikasikan berbagai keterampilan yang didapat melalui 

pembelajaran di kelas maupun laboratorium melalui kerjasama 

berbentuk kolaburasi dengan klien dan tenaga kesehatan lain 

dalam memberikan asuhan atau sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawabnya 

3. Keterampilan intelektual adalah kemampuan menggunakan 

pengetahuan untuk memecahkan masalah. Dalam proses 

pembelajaran, pengetahuan bersumber dari materi subyek 

4. Keterampilan Psikomotor berhubungan erat dengan kerja otot 

sehingga menyebabkan geraknya tubuh atau bagian-bagiannya. 

Maksud dari gerak (motor) di sini ialah gerak, stimulus dan 

respons 

5. Asuhan keperawatan adalah suatu bentuk 

pelayanan keperawatanyang merupakan bagian integral dari 

pelayanan kesehatan meliputi kebutuhan biologis, psikologis, 

sosial dan spiritual yang diberikan langsung pada klien 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penyusunan 

metode pembelajaran berbasis praktek klinik ini adalah 

1. PUDIR 1 

2. Sub bidang kurikulum 

3. Dosen 

4. Koordinator mata kuliah 

Pengguna Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Kepala Ruangan/CI ruangan 

Prosedur 1. Koordinator mata kuliah melakukan rapat koordinasi dengan 

pihak rumah sakit tempat diadakannya praktik klinik 

2. Koordinator mata kuliah dan mahasiswa mengikuti penerimaan 

oleh pihak rumah sakit 

3. Koordinator mata kuliah mempersiapkan format bimbingan 

praktik klinik mahasiswa. 

4. Koordinator mata kuliah mempersiapkan format penilaian. 

5. Dosen pembimbing institusi melakukan pembimbingan minimal 

1x tatap muka setiap minggu dengan mahasiswa (atau disesuaikan 

dengan perencanaan bimbingan). 

6. Mahasiswa melakukan praktik di rumah sakit sesuai ketentuan 

yang berlaku. 
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7. Mahasiswa melakukan pendidikan kesehatan kepada 

pasien/keluarga pasien 

8. Dosen pembimbing institusi mencatat seluruh kegiatan bimbingan 

pada format yang disediakan dan ditandatangani oleh mahasiswa 

dan perwakilan institusi tempat praktik klinik dilaksanakan 

(Kepala Ruangan, Clinical Instructor, dsb). 

9. Mahasiswa melakukan ujian praktik klinik berdasar modul praktik 

klinik. 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Mahasiswa Dosen  
Kepala 

Ruang/CI 

Sub Bid 

Kurikulum 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Mempersiapkan 

pembelajaran  
 

  
 

Materi pembelajaran  1 hari  Pembelajaran  

Melakukan ujian 

prepraktik 
 

  
 

Materi pembelajaran  1 hari  Ujian prepraktik 

Melakukan rapat 

koordinasi dengan RS 
 

   Proposal Praktik 

Klinik/RS 

1 hari   

Pembagian dosbing  
   Daftar dosen 

pembimbing  

1 hari  Jadwal dosen 

pembimbing  

Bimbingan mahasiswa  

  

 

Laporan 

pendahuluan dan 

Asuhan 

Keperawatan 

1 hari  Perkembangan 

mahasiswa 

Ujian praktek klinik 
   

 
Pemahaman materi 

dan keterampilan 

1 hari  Penilaian mahasiswa  

4 

6 

5 

3 
3 

2 

1 

6 

3 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penyusunan metode pembelajaran tutorial. Tujuan dari SOP ini 

adalah memberikan kesempatan pada setiap peserta didik untuk 

mengembangkan kemamapuan memecahkan masalah secara rasional, 

mengembangkan sikap sosial dan semangat gotong royong dalam 

kehidupan, mendinamiskan kegiatan kelompok dalam belajar 

sehingga tiap anggota merasa dirinya sebagai bagian kelompok yang 

bertanggungjawab, mengembangkan kemampuan kepemimpinan, 

keterampilan pada setiap anggota kelompok dalam pemecahan 

masalah kelompok. 

Ruang 

Lingkup 

SOP Penyusunan metode pembelajaran tutorial digunakan oleh 

seluruh Prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Pembelajaran tutorial adalah pembimbingan kelas oleh seorang 

pengajar (tutor) untuk seorang peserta didik. 

2. Metode tutorial adalah metode pembelajaran dengan mana 

seorang pendidik memberikan bimbingan belajar kepada peserta 

didik secara individual. 

3. RPS adalah rencana pembelajaran semester berupa mata kuliah 

yang akan dijalani selama satu semester 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP Penyusunan 

metode pemebelajaran tutorial ini adalah 

1. Pudir 1 

2. Sub bidang kurikulum 

3. Dosen dan tutor 

Pengguna Dosen dan Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Sub.bid. kurikulum melakukan ketersediaan kontrak belajar, RPS, 

bahan pembelajaran, media, sarana dan prasarana 

2. Kontrak belajar dan RPS dibagikan ke mahasiswa 

3. Dosen membuat kesepakatan kontrak perkuliahan dalam 1 

semester 

4. Pembagian kelompok dalam proses pembelajaran 

5. Tutor menyusun jadwal diskusi untuk memecahkan permasalahan 

yang sedang dihadapi 

6. Tanda tangan presensi dan laporan kegiatan perkuliahan oleh 

dosen dan mahasiswa 

7. Mengarsipkan presensi dan laporan kegiatan perkuliahan 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Kurikulum  Dosen  Mahasiswa  
Kelengkapan  Waktu  Output 

Ketersediaan kontrak 

belajar 

  
 

RPS, materi, media 

pembelajaran  

1 hari  Absensi  

Pembagian kontrak 

belajar dan RPS 

    1 hari  RPS  

membuat kesepakatan 

kontrak perkuliahan 

dalam 1 semester 

 
 

 
RPS  1 hari  Kontrak perkuliahan 

selama 1 semester  

Pembagian kelompok 

dalam proses 

pembelajaran 

 

 

 

Daftar nama 

mahasiswa 

1 hari  Pembentukan 

kelompok 

pembelajaran  

menyusun jadwal 

diskusi 
 

 

 

Jadwal 

pembelajaran dan 

daftar mahasiswa  

2 hari Jadwal diskusi  

Tanda tangan presensi 

dan laporan kegiatan 

perkuliahan oleh dosen 

dan mahasiswa 

 

 

 

Lembar presensi 

dan laporan 

kegiatan  

1 hari  Draft presensi dan 

laporan kegiatan 

perkuliahan  

Mengarsipkan presensi 

dan laporan kegiatan 

perkuliahan 

  

 

Draft presensi dan 

laporan kegiatan 

perkuliahan  

1 hari  Dokumentasi  
7 

4 

3 

2 2 2 

1 1 

5 

6 

7 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penyusunan jadwal praktikum. Tujuan dari SOP ini adalahuntuk 

Peminjaman Alat / Barang / Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh 

Laboratorium Akper Pemkab Ngawi dalam hal 

pertanggungjawabannya di pegang oleh Kepala Laboratorium dan 

dibantu oleh Masing-masing Penanggungjawab Laboratorium.  

Ruang 

Lingkup 

SOP Penyusunan Jadwal Praktikum digunakan oleh seluruh Prodi D3 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Jadwal adalah pengaturan waktu dan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran praktikum, bimbingan, tugas akhir, penelitian dan 

riset dosen. 

2. Laboratorium Keperawatan merupakan laboratorium terpadu yang 

merupakan tempat praktikum yang memberikan gambaran tentang 

hospital image sehingga bias diakses oleh keperawatan maupun 

kedokteran, bahkan bila mungkin bidang keilmuan yan lain. 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penyusunan 

jadwal praktikum adalah 

1. Pudir 1 

2. Sub bidang kurikulum 

3. Ka UPT  

4. Petugas Laboratorium 

Pengguna Dosen atau mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Sub Bagian kurikulum memberikan kalender akademik ke kepala 

laboratorium 

2. Kepala laboratorium memberikan kalender akademik kepada 

laborat 

3. Laboran memeriksa Daftar Peserta Praktikum 

4. Laboran menyusun Jadwal Praktikum sesuai dengan banyaknya 

peserta dan kesediaan asisten 

5. Laboran berdiskusi dengan Kepala Laboratorium untuk 

menyesuaikan keadaan 

6. Laboran dan Kepala Laboratoium mengarsip Jadwal Praktikum 

beserta penganggungjawabnya 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Kurikulum  
Ka UPT 

Laborat 
Petugas laboratorium 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Sub Bagian kurikulum 

memberikan kalender 

akademik ke kepala 

laboratorium 

 

  

Kalender akademik  1 hari  Kegiatan sesuai 

yang ada di 

kalender akademik 

Kepala laboratorium 

memberikan kalender 

akademik kepada laborat 

  
 

Kalender akademik  1 hari   

Laboran memeriksa Daftar 

Peserta Praktikum 
 

  Daftar peserta 

praktikum  

1 hari  Jadwal sesuai 

dengan banyak 

pesera dan 

ketersediaan asisten  

Laboran menyusun Jadwal 

Praktikum sesuai dengan 

banyaknya peserta dan 

kesediaan asisten 

  

 Daftar peserta 

praktikum dan 

daftar jumlah staf 

2 hari  Jadwal praktikum  

Laboran berdiskusi dengan 

Kepala Laboratorium untuk 

menyesuaikan keadaan 

 
  Jadwal praktikum  1 hari  Jadwal sesuai 

dengan keadaan  

Laboran dan Kepala 

Laboratoium mengarsip 

Jadwal Praktikum beserta 

penganggungjawabnya 

 

  Draft jadwal 

praktikum  

1 hari  Dokumentasi  

2 

3 

4 

5 

1 

5 

6 6 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

pelaksanaan praktik mandiri. Tujuan dari SOP ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswa Akper Pemkab Ngawi dalam 

melakukan tindakankeperawatan. Serta menjamin terselenggaranya 

kegiatan belajar mandiri di laboratorium dengan tertib guna 

kelancaran kegiatan belajar mengajar. 

Ruang 

Lingkup 

SOP Pelaksanaan Praktik Mandiridigunakan oleh seluruh Prodi D3 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka 

antara dosen (dapat dibantu asisten) dan mahasiswa, yang 

menekankan pada aspek psikomotorik (ketrampilan), kognitif 

(pengetahuan) dan afektif (sikap) dengan mengunakan peralatan di 

laboratorium (studio, kebun percobaan, RS, bengkel) yang 

dijadwalkan. Termasuk dalam kategori ini adalah responsi 

Praktikum mandiri adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

mahasiswa di luar jadwal atau jam perkuliahan dengan atau tanpa 

pengawasan dari Dosen atau Instruktur 

Laboran adalah seorang tenaga fungsional yang berdasarkan 

persyaratan pendidikan dan keahliannya bertugas memfasilitasi dosen 

dan asisten dalam kegiatan praktikum 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP Pelaksanaan 

praktik madiri 

1. Ka UPT 

2. Staff laboratorium 

Pengguna Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Mahasiswa membagi kelompok besar menjadi kelompok kecil 

2. Mahasiswa menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di laboratorium 

3. Mahasiswa melakukan presensi sebelum melakukan kegiatan 

praktik mandiri 

4. Mahasiswa membawa modul praktikum sesuai dengan praktik 

5. Mahasiswa mendokumentasikan kegiatan selama proses praktik 

mandiri 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Mahasiswa  Laboratorium  
Kelengkapan  Waktu  Output  

Mahasiswa membagi kelompok 

besar menjadi kelompok kecil 

 
 

Daftar nama mahasiswa  1 hari  Terbagi kelompok kecil 

Mahasiswa menggunakan pakaian 

sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di laboratorium 

 

 

Menggunakan pakaian 

sesuai dengan ketentuan 

1 hari  Pakaian sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di 

laboratorium  

Mahasiswa melakukan presensi 

sebelum melakukan kegiatan 

praktik mandiri 

 

 

Lembar presensi  1 hari  Draft presensi sebelum 

melakukan kegiatan 

praktik mandiri  

Mahasiswa mendokumentasikan 

kegiatan selama proses praktik 

mandiri 

 

 

Laporan praktik mandiri  1 hari  Dokumentasi praktik 

mandiri 

Mahasiswa mengkonfirmasi 

setelah penggunaan laboratorium 

  Lembar presensi 1 hari  Dokumentasi  

2 

1 

5 

3 

4 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

pembimbingan. Tujuan dari SOP ini adalah untuk membimbing 

mahasiswa dalam mempersiapkan kemampuan, keterampilan serta 

melatih mahasiswa Akper Pemkab Ngawi dalam melakukan tindakan 

keperawatan. 

Ruang 

Lingkup 

SOP Pembibingan dan pelatihandigunakan oleh seluruh Prodi D3 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar 

mampu memahami diri dan lingkungannya 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP 

Pembimbingan dan pelatihan 

1. Sub Bidang Kurikulum  

2. Dosen  

Pengguna Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Mahasiswa membuat kontrak waktu dengan dosen mata kuliah 

yang bersangkutan  

2. Mahasiswa dan dosen menyepakati waktu dan tempat untuk 

memberikan bimbingan  

3. Dosen memberikan bimbingan kepada mahasiswa di lab 

4. Mahasiswa menerima bimbingan  

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  33   

 

 

Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

Kurikulum  Dosen  Mahasiswa kelengkapan Waktu  Output  

Membuat kontrak 

waktu 
 

   Surat kontrak 

waktu 

1 hari  Kontrak waktu  

Menyepakati 

waktu dan tempat 

untuk 

memberikan 

bimbingan dan 

pelatihan 

 

  Surat kontrak 

waktu  

1 hari  Kesepakatan 

waktu dan tempat 

untuk memberikan 

bimbingan dan 

pelatihan 

Dosen 

memberikan 

bimbingan 

 
  Materi 

pmbelajaran 

1 hari Penilaian 

mahasiswa 

Mahasiswa 

menerima 

bimbingan 

 

  Materi, soft 

skill 

1 hari  Laporan kegiatan 

mahasiswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 

1 

4 4 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penggunaan APD di laboratorium.Tujuan dari SOP ini adalah sebagai 

acuan penerapan langkah-langkah petugas maupun mahasiswa  untuk 

menggunakan alat pelindung diri agar tidak tertular penyakit dan 

terhindar dari kecelakaan kerja 

Ruang 

Lingkup 

SOP penggunaan APD di laboratorium digunakan oleh seluruh Prodi 

D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat 

yangdigunakan oleh petugas laboratorium untuk melindungi 

seluruhatau sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya 

potensi bahaya atau kecelakaan kerja. 

2. Penggunaan alat pelindung diri adalah cara untuk 

menggunakanalat pelindung diri sesuai standar sehingga petugas 

dapatterlindungi dari bahaya dan keselamatan kerja. 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penggunaan 

APD di laboratorium adalah 

1. Dosen  

2. Petugas Laboratorium 

Pengguna 1. Petugas laboratorium Akper Pemkab Ngawi 

2. Dosen Akper Pemkab Ngawi 

3. Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Petugas laboratorium menyiapkan alat pelindung diri(APD). 

2. Semua pengguna laboratorium mencuci tangan terlebih 

dahulusebelum menggunakan menggunakan APD. 

3. Semua pengguna laboratorium memakai jas laboratorium 

yangterstandar. 

4. Semua pengguna laboratorium memakai masker sesuai standar. 

5. Semua pengguna laboratorium memakai sarung tangan 

saat pemeriksaan. 

6. Semua pengguna laboratorium melepas semua APD sesuai 

dengan prosedur. Bila petugas memakai ketiga APD (jas 

laboratorium, masker, sarung tangan) maka urutan melepaskan 

APD yang pertama adalah sarung tangan,kedua masker dan yang 

terakhir jas laboratorium7. 

7. Semua pengguna laboratorium melakukan cuci tangan dengan 

sabun sesuai ketentuan cuci tangan 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

 

 

 

 

 



  36   

 

Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Dosen 
Petugas 

Laboratorium 
Mahasiswa 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Menyiapkan alat 

pelindung diri (APD) 

   Alat Pelindung Diri 

(APD) 

1 hari  Tersedia Alat 

Pelindung Diri (APD)  

Cuci tangan sebelum 

menggunakan APD 

  

 

Sabun cuci tangan  1 hari  Teknik aseptik 

sebelum menggunakan 

APD  

Memakai jas 

laboratorium 
 

 
 

Jas laboratorium  1 hari  Menggunakan APD 

Memakai masker  
 

 
Masker  1 hari  Menggunakan APD  

Memakai sarung 

tangan 
 

 
 

Sarung tangan/ 

handscoon  

1 hari  Menggunakan APD  

Melepas APD sesuai 

SOP 
 

 
 

APD 1 hari  Melepas APD  

Mencuci tangan setelah 

menggunakan APD 
 

 
 

Sabun cuci tangan 1 hari  Teknik aseptik setelah 

menggunakan APD  

 

 

  

 

1 1 

2 

3 

4 

6 

7 

5 

1 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

persiapan mahasiswa dan dosen sebelum praktik klinik Rumah Sakit. 

Tujuan dari SOP ini adalah sebagai acuan persiapan bagi mahasiswa 

dan dosen sebelum pelaksanaan praktik klinik di Rumah Sakit 

Ruang 

Lingkup 

SOP persiapan mahasiswa dan dosen sebelum praktik klinik 

digunakan oleh seluruh Prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Praktik  Klinik  adalah tindakan  mandiri  yang  dilakukan  

mahasiswa  di  lahan praktik  dalam  mengaplikasikan  berbagai  

keterampilan  yang  didapat  melalui pembelajaran  di  kelas  maupun  

laboratoriumsesuai  dengan  wewenang  dantanggung jawabnya. 

Rumah  Sakit  adalah  institusi  pelayanan  kesehatan  yang  

menyelenggarakan pelayanan   kesehatan   perorangan   secara   

paripurna    yang   menyediakanpelayanan rawat inap, rawat jalan dan 

gawat darurat 

Kepala Ruang 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP persiapan 

mahasiswa dan dosen sebelum praktek klinik Rumah Sakit adalah 

Koordinator mata kuliah  

Pengguna 1. Dosen Akper Pemkab Ngawi 

2. Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Koordinator mata kuliah melakukan pembelajaran persiapan/pra 

praktik klinik sebelum dilakukan pembelajaran mahasiswa di 

rumah sakit 

2. Koordinator mata kuliah melakukan ujian pra praktik klinik 

sebelum dilakukan pembelajaran mahasiswa di rumah sakit 

3. Koordinator mata kuliah melakukan remidi/perbaikanbagi 

mahasiswa yang belum lulus pada ujian pra praktik klinik 

4. Koordinator mata kuliah memberikan pengarahan kepada 

mahasiswa mengenai persiapan sebelum praktek klinik di Rumah 

Sakit 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

Koordinator  Dosen Mahasiswa Kelengkapan  Waktu  Output  

pembelajaran 

persiapan/pra praktik 

klinik 

 
  Materi  5 hari  Kemampuan softskill 

melakukan ujian pra 

praktik klinik 
 

  Materi dan alat praktik  5 hari  Kemampuan softskill 

Melakukan 

remidi/perbaikan 

   Materi  2 hari  Perbaikan nilai  

memberikan 

pengarahan  

   Materi  1 hari  Pengarahan  

1 

4 4 

3 

2 

1 

2 

3 

4 
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KLINIKRUMAH SAKIT 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penyususnan modul praktik klinik Rumah Sakit. Tujuan dari SOP ini 

adalah sebagai acuan penyusunan modul praktik klinik di Rumah 

Sakit 

Ruang 

Lingkup 

SOP penyusunan modul praktik klinik digunakan oleh seluruh Prodi 

D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Modul adalahbuku yang berisi uraian dan sistematika modul yang 

terinci, integratif, dan relevan dengan kompetensi yang akan 

dicapai 

2. Praktik  Klinik  adalah tindakan  mandiri  yang  dilakukan  

mahasiswa  di  lahan praktik  dalam  mengaplikasikan  berbagai  

keterampilan  yang  didapat  melalui pembelajaran  di  kelas  

maupun  laboratorium sesuai  dengan  wewenang  dan tanggung 

jawabnya. 

3. Rumah  Sakit  adalah  institusi  pelayanan  kesehatan  yang  

menyelenggarakan pelayanan   kesehatan   perorangan   secara   

paripurna    yang   menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan 

dan gawat darurat 

4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturanmengenai 

tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi yang telah ditetapkan 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penyusunan 

modul praktik klinik adalah 

1. Pudir 1 

2. Sub Bidang kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

3. Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna a. Bidang kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

b. Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Koordinator sub.bid.kurikulum berkoordinasi dengan tim pengajar 

untuk menyusun modul.  

2. Koordinator kurikulum dan tim pengajar menentukan topik-topik 

yang terdapat pada modul yang akan disusun. 

3. Tim pengajar menyusun draft substansi setiap topik yang terdapat 

pada modul 

4. Melakukan sosialisasi dan evaluasi draf modul yang telah disusun 

dan memperbaiki modul sesuai masukan yang diberikan tim 

dosen. 

5. Memperbaiki modul sesuai dengan masukan tim dosen.  

6. Mendistribusikan modul kepada tim pengajar yang terlibat dalam 

blok terkait 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku  

Tim Pengajar Dosen Kurikulum 
Kelengkapan  Waktu  Output  

Koordinasi menyusun modul. 
   Materi modul  4 hari  Modul  

menentukan topik-topik yang 

terdapat pada modul 

   Daftar topik  1 hari  Topik modul yang 

ditentukan  

menyusun draft substansi 

setiap topik yang terdapat pada 

modul 

   Topik dan modul  1 hari  Modul  

Melakukan sosialisasi dan 

evaluasi draf modul 

   Materi dan draft 

modul  

1 hari  Rekapitulasi 

sosialisasi dan 

evaluasi modul  

Memperbaiki modul sesuai 

dengan masukan tim dosen. 

   Draft modul  3hari  Revisi modul  

Pendistribusian modul 
 

 
 Modul  1 hari  Dokumentasi  

2 

1 

2 

4 

1 

3 

5 

4 

1 

3 

5 

3 

5 

2 

6 

4 

6 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PERSIAPAN PELAKSANAAN  

PRAKTIK LABORATORIUM 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

persiapan pelaksanaan praktik laboratorium. Tujuan dari SOP ini 

adalah sebagai acuan pelaksanaan praktik laboratorium yang 

digunakan oleh mahasiswa seta dosen Akper Pemkab Ngawi. 

Ruang 

Lingkup 

SOP persiapan pelaksanaan praktik laboratoriumdigunakan oleh 

seluruh Prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Praktik laboratorium adalah kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan di dalam suatu tempat tersendiri dengan berisi alat-alat 

yang ada di dalam ruangan. 

2. Petugas laboratorium adalah seorang yang bertanggung jawab 

terhadap sarana dan prasaran laboratorium 

3. Staff laboratorium adalah petugas yang bertugas untuk 

menyiapkan segala persiapan ataupun kebutuhan yang akan 

digunakan mahasiswa ataupun dosen dalam pelaksaaan praktek 

laboratorium. 

4. Laboratorium Keperawatan merupakan laboratorium terpadu 

yang merupakan tempat praktikum yang memberikan 

gambaran tentang hospital image sehingga bias diakses oleh 

keperawatan maupun kedokteran, bahkan bila mungkin 

bidang keilmuan yang lain 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP persiapan 

pelaksanaan praktik laboratorium adalah 

1. Ka UPT 

2. Staff laboratorium 

Pengguna 1. Petugas laboratorium Akper Pemkab Ngawi 

2. Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Dosen dan Mahasiswa berkoordinasi dengan petugas laboratorium 

mengenai penggunaan alat serta tempat laboratorium 

2. Dosen dan mahasiswa mengajukan permohonan penggunaan 

laboratorium 1 hari sebelum pelaksanaan praktik laboratorium 

3. Penanggung Jawab Laboratorium menelah usulan peminjaman 

laboratorium untuk praktik laboratorium 

4. Mahasiswa melakukan peminjaman alat dan bahan untuk kegiatan 

Praktikum Mandiri  

5. Petugas laboratorium menyiapkan tempat serta alat-alat yang akan 

digunakan untuk praktik laboratorium 

6. Mahasiswa mempersiapkan materi skill lab yang telah diberikan 

oleh dosen  sebelum sebelum praktik laboratorium dilaksanakan 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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 Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku  

Laboratorium Mahasiswa 
Kelengkapan  Waktu  Output  

Koordinasi penggunaan tempat 

dan alat 

  Tempat dan alat  1 hari  Ketersediaan tempat 

dan alat  

Mengajukan permohonan 

penggunaan tempat dan alat 

  Surat izin  1 hari  Penggunaan tempat dan 

alat  

Menelah usulan peminjaman 

laboratorium  

 
 

Surat izin  1 hari Peminjaman 

laboratorium  

peminjaman alat dan BHP 

untuk kegiatan Praktikum 

Mandiri  

  Surat izin dan tanda 

tangan di buku 

absensi 

laboratorium 

1 hari  Peminjaman alat dan 

BHP 

Menyiapkan tempat serta alat-

alat yang akan digunakan 

 
 

Tempat dan alat 1 hari  Penggunaan alat untuk 

praktikum mandiri  

Mahasiswa mempersiapkan 

materi skill lab yang telah 

diberikan oleh dosen  sebelum 

praktik laboratorium 

dilaksanakan 

 

 Materi dan skill 1 hari  Penilaian softskill 

mahasiswa  

1 1 

2 

3 

5 

4 

6 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENGAMBILAN KASUS PRAKTIK  

DIRUMAH SAKIT DAN LAPANGAN 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

Pengambilan kasus praktik klinik di Rumah Sakit dan lapangan. 

Tujuan dari SOP ini adalah sebagai acuan dalam pengambilan kasus 

saat peraktik klinik dan lapangan 

Ruang 

Lingkup 

SOP pengambilan kasus praktik klinik di Rumah Sakit dan lapangan 

digunakan oleh seluruh Prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Praktik klinik merupakan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan secara langsung di rumah sakit maupun di 

lapangandengan menerapkan materi yang telah didapatkan di 

perkuliahan. 

2. Kasus praktik klinik adalah suatu kasus nyata yang diambil 

oleh praktikan untuk dilakukan asuhan keperawatan 

3. Kepala Ruang adalah seseorang yang bertugas untuk 

memberi petunjuk dan bimbingan serta mengawasi, mengendali 

dan menilai pendayagunaan tenaga keperawatan, peralatan dan 

mutu asuhan keperawatan diruang rawat 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP pengambilan 

kasus praktik klinik adalah 

1. Sub Bidang kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

2. Dosen Akper Pemkab Ngawi 

3. Kepala ruang / CI 

Pengguna a. Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Melakukan koordinasi antara kampus dengan pihak rumah sakit 

mengenai syarat dan ketentuan yang telah di sepakati 

2. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa mengenai ketentuan 

ketentuan yang belaku dalam proses pengambilan kasus 

3. Mahasiswa melakukan koordinasi langsung dengan dosen 

mengenai kasus yang akan dilakukan asuhan keperawatan 

4. Mahasiswa melakukan koordinasi serta konfirmasi langsung 

kepada pihak rumah sakit mengenai kasus yang akan dilakukan 

asuhan keperawatan 

5. Mahasiswa menyiapkan segala keperluan untuk pengambilan 

kasus 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Mahasiswa  
Dosen/pembimbing 

akademik 
Kepala ruang/CI 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Koordinasi antara 

kampus dan rumah 

sakit 

 

  Susunan proposal  3 hari  Kerjasama dengan pihak 

rumah sakit  

Memberikan 

pengarahan kepada 

mahasiswa 

  

 

Materi dan modul  1 hari  Arahan praktik rumah 

sakit  

Koordinasi antara 

mahasiswa dan 

pembimbing klinik 

 

 

 Daftar nama 

mahasiswa dan 

nama pembimbing 

klinik 

1 hari Kelompok dan 

pembagian pembimbing 

tiap kelompok  

Korrdinasi mahasiswa  

dengan pembimbing 

akademik 

  

 

Daftar nama 

mahasiswa dan 

pembimbing 

akademik  

1 hari  Kelompok dan 

pembagian pembimbing 

akademik sesuai jadwal 

Mahasiswa 

menyiapkan segala 

keperluan untuk 

pengambilan kasus 

 

  

Daftar kasus  1 hari  Kasus dibagikan ke 

mahasiswa  

1 

5 

4 

3 3 

1 

2 

4 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTIK  

KLINIK RUMAH SAKIT 

 DAN LAPANGAN 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penyusunan laporan praktik klinik Rumah sakit dan lapangan. Tujuan 

dari SOP ini adalah sebagai acuan dalam proses pembuatan laporan 

hasil dari praktik klinik rumah sakit dan lapangan.  

Ruang 

Lingkup 

SOP penyusunan laporan kasus praktik klinik di Rumah Sakit dan 

lapangan digunakan oleh seluruh Prodi D3 Keperawatan Akper 

Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Laporan Praktik klinik adalah Merupakan laporan hasil kegiatan 

yang dilakukan setelah pembelajaran praktik untuk membahas 

hal-hal yang telah dilaksanakan, meliputi tingkat keberhasilan 

pencapaian tujuan pembelajaran Praktik klinik, kendala yang 

dihadapi dan cara mengatasi masalah, membandingkan masalah 

dan bertukar pengalaman didalam kelompok. 

2. Praktik klinik merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

secara langsung di rumah sakit maupun di lapangan dengan 

menerapkan materi yang telah didapatkan di perkuliahan 

3. Kasus praktik klinik adalah suatu kasus nyata yang diambil oleh 

praktikan untuk dilakuka asuhan keperawatan. 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penyusunan 

laporan praktik klinik Rumah Sakit dan lapangan adalah 

1. Sub Bidang kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

2. Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna 1. Pembimbing Klinik 

2. Pembimbing Akademik 

3. Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Koordinasi dengan pembing klinik mengenai kasus yang sudah di 

ambil di praktek klinik 

2. Membuat laporan pendahuluan yang sama dengan kasus yang 

diambil 

3. Konsultasi hasil laporan pendahuluan dengan pembimbing klinik 

dan akademik 

4. Membuat asuhan keprawatan pada kasus yang telah di tetapkan 

pembimbing klinik 

5. Konsultasi hasil asuhan keperawatan dengan pembimbing klinik 

dan akademik. 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 



  51   

 

 

 

 

Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Mahasiswa  Dosen CI/KARU 
Kelengkapan  Waktu  Output  

Koordinasi dengan 

pembing klinik  

 
 

 Kontrak waktu   1 hari  Bimbingan dengan 

pembimbing klinik  

Membuat laporan 

pendahuluan  

 
  

Kasus  3hari Laporan pendahuluan 

sesuai kasus 

Konsultasi hasil 

laporan pendahuluan  

   Laporan 

pendahuluan  

1 hari  Penilaiaan akademik 

mahasiswa   

Membuat asuhan 

keprawatan  

 

  

Status pasien dan 

wawancara kepada 

pasien  

3 hari  Asuhan keperawatan  

Konsultasi hasil 

asuhan keperawatan  

   Asuhan keperawatan  1 hari  Penilaian akademik 

mahasiswa 

1 1 

5 

4 

3 

2 

3 

5 
5 

3 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENETAPAN SK PEMBIMBING INSTITUSI 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penetapan SK pembimbing klinik. Tujuan dari SOP ini adalah 

sebagai acuan dalam penentuan pembimbing saat mahasiswa 

melakukan praktik klinik. 

Ruang 

Lingkup 

SOP penetapan SK pembimbing klinik digunakan oleh seluruh Prodi 

D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Praktik klinik merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

secara langsung di rumah sakit maupun di lapangan dengan 

menerapkan materi yang telah didapatkan di perkuliahan 

Pembimbing adalah Dosen mata kuliah keahlian yang bekerja pada 

institusi pendidikan keperawatan dan memiliki tugas dan tanggung 

jawab memfasilitasi dan membimbing peserta didik dalam 

melaksanakan praktik klinik 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penyusunan 

laporan praktik klinik Rumah Sakit dan lapangan adalah 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi 

2. Pudir 1 

3. Koordinator mata kuliah 

Pengguna Pembimbing Institusi / Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Pudir 1 menentukan nama – nama Dosen sebagai pembimbing 

institusi dan dikonsulkan ke Direktur 

2. Direktur menetapkan nama – nama dosen sebagai pembimbing 

institusi 

3. Koordinator mata kuliah meminta salinan surat tugas pembimbing 

institusi 

4. Sosialisasi surat tugas pembimbing institusi 

5. Persiapan surat tugas pembimbing institusi 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Pudir 1 Direktur 
Koordinator 

mata kuliah 

Kelengkapan  Waktu  Output  

 

Pudir 1 menentukan nama – nama 

Dosen sebagai pembimbing institusi 

dan dikonsulkan ke Direktur 

  

 

Daftar nama dosen  1 hari  Dosen pembimbing 

institusi  

Direktur menetapkan nama – nama 

dosen sebagai pembimbing institusi 

  
 

Daftar nama dosen 1 hari  Dosen pembimbing 

institusi  

Koordinator mata kuliah meminta 

salinan surat tugas pembimbing 

institusi 

 

  Draft surat tugas  1 hari  Surat tugas 

pembimbing institusi  

Sosialisasi surat tugas pembimbing 

institusi 
  

 Materi dan Surat tugas  1 hari  sosialisasi  

Persiapan surat tugas pembimbing 

institusi 
  

 Surat tugas  1 hari  Surat tugas 

pembimbing institusi 

1 

5 

2 

1 

3 

4 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENENTUAN LAHAN PRAKTEK 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP penentuan 

lahan praktek. Tujuan dari SOP ini adalah sebagai acuan dalam proses 

pembagian tempat lahan praktek mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Ruang 

Lingkup 

SOP penentuan lahan praktik nantinya digunakan oleh seluruh Prodi D3 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Praktek Lapangan diharapkan mahasiswa mampu untuk 

melaksanakan asuhan keperawatan komprehensif di komunitas 

sebagai kandidat perawat mahir yang meliputi asuhan keperawatan 

sepanjang daur kehidupan, neonatus, bayi dan balita, melakukan 

pelayanan pengobatan secara sederhana, penanganan 

kegawatdaruratan di komunitas dan mempraktekkan sistem informasi 

dan manajemen kesehatan dalam pelayanan kebidanan komunitas, 

serta meningkatkan peran serta masyarakat. 

2. Lahan Praktik adalah Tempat yang memenuhi kriteria yang 

dipersyaratkan yang berada di luar institusi pendidikan untuk 

menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah didapat 

mahasiswa di institusi dalam pencapaian kompetensi Ortotik 

Prostetik yang diharapkan di dalam kurikulum Pendidikan Diploma 

III Ortotik Prostetik 

3. MoU adalah model kerjasama dan kemitraan antara institusi 

pendidikan dengan wahana praktik pendidikan, dimana instruktur 

klinik dari pendidikan dan instruktur klinik dari wahana praktik 

bersama-sama melaksanakan proses pembelajaran praktik klinik 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penentuan 

lahan praktik adalah 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi 

2. Pudir 1 Akper Pemkab Ngawi   

3. Pudir 3 Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Direktur dan Pudir 1 memilah lahan praktik yang memiliki fasilitas 

dan pelayanan keperawatan sesuai dengan kompetensi yang dicapai  

2. Direktur dan Pudir 1 menentukan lahan praktik yang memiliki 

pembimbing klinik yang sesuai kualifikasi dengan jumlah yang 

memadai 

3. Direktur dan Pudir 1 mengutamakan lahan praktik yang memiliki 

berbagai kasus dan jumlah kasus/pasien yang memadai sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai 

4. Direktur dan Pudir 1Memilih lahan praktik yang menyediakan 

tempat untuk pelaksanaan bimbingan, termasuk ruangan yang dapat 

digunakan untuk kegiatan asessment, casting, fabrikasi, fitting, dan 

evaluasi. 

5. Direktur membuat nota kesepakatan (MoU dan MoA) institusi 

pendidikan dengan Lahan Praktik yang didelegasikan pada pudir 3 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

Direktur  Pudir 1 Pudir 3 Kelengkapan  Waktu  Output  

Memilah lahan praktik yang 

memiliki fasilitas dan pelayanan 

keperawatan sesuai dengan 

kompetensi yang dicapai 

  

 

Daftar lahan 

praktik  

1 hari  Rekapitulasi 

daftar lahan 

praktik  

Menentukan lahan praktik yang 

memiliki pembimbing klinik yang 

sesuai kualifikasi dengan jumlah 

yang memadai 

  

 

Rekapitulasi 

daftar lahan 

praktik  

1 hari  Daftar lahan 

praktik sesuai 

kualifikasi 

dengan jumlah 

yang memadai 

Memilih lahan praktik yang memiliki 

berbagai kasus dan jumlah 

kasus/pasien 

  

 

Daftar lahan 

praktik  

3hari  Daftar lahan 

praktik yang 

memiliki 

barbagai kasus  

Memilih lahan praktik yang 

menyediakan tempat untuk 

pelaksanaan bimbingan 

  

 

Lahan praktik 

dan fasilitas 

yang ada 

1 hari Lahan praktik 

dan fasilitas 

yang akan 

digunakan  

membuat nota kesepakatan (MoU 

dan MoA) institusi pendidikan 

dengan Lahan Praktik yang 

didelegasikan pada pudir 3 

 

 

 Nota 

kesepakatan  

(MoU dan MoA) 

1 hari  Dokumentasi  

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

5 

2 

3 

4 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penentuan pencapaian target kompetensi. Tujuan dari SOP ini adalah 

sebagai acuan dalam penentuan keberhasilan target kompetensi yang 

dicapai.  

Ruang 

Lingkup 

SOP penentuan pencapaian target kompetensi digunakan oleh seluruh 

Prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung 

jawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat kemampuan untuk 

mengerjakan tugas – tugas dibidang pekerjaan tertentu  

2. Target kompetensi adalah target pencapaian kemampuan individu 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penentuan 

pencapaian target kompetensi adalah 

1. Koordinator Mata Kuliah 

2. Pembimbing Institusi 

Pengguna 1. Dosen Akper Pemkab Ngawi 

2. Kepala ruang/Ci 

3. Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Koordinator mata kuliah menelaah semua target kompetensi yang 

harus dicapai oleh mahasiswa 

2. Koordinator mata kuliah berdiskusi dengan pembimbing institusi 

mengenai target kompetensi. 

3. Menetapkan semua kompetensi sesuai dengan yang disepakati. 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 



  60   

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Koordinator mata 

kuliah  

Dosen/Pembimbing 

institusi 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Koordinator mata kuliah menelaah semua 

target kompetensi yang harus dicapai oleh 

mahasiswa 

 

 

Target 

kompetensi  

3 hari  Target 

kompetensi yang 

harus dicapai 

mahasiswa 

Koordinator mata kuliah berdiskusi dengan 

pembimbing institusi mengenai target 

kompetensi. 

  Target 

kompetensi  

1 hari   

Menetapkan semua kompetensi sesuai dengan 

yang disepakati. 

  Target 

kompetensi  

1 hari  Target 

kompetensi 

tercapai  

2 

3 

1 

3 

2 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

SYARAT - SYARAT PEMBIMBING INSTITUSI 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP syarat-

syarat pembimbing institusi. Tujuan dari SOP ini adalah sebagai 

acuan dalam memilih pembimbing mahasiswa saat melakukan 

praktik klinik keperawatan 

Ruang 

Lingkup 

SOP syarat-syarat pembimbing institusidigunakan oleh seluruh Prodi 

D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Pembimbing institusi adalah yang bekerja di Institusi Khusus 

yang memiliki fasilitas dan pelayanan pendidikan dan memiliki 

tugas dan tanggung jawab teknis terhadap peserta didik  

2. Pembimbing adalah Dosen mata kuliah keahlian yang bekerja 

pada institusi pendidikan keperawatan  dan memiliki tugas dan 

tanggung jawab memfasilitasi dan membimbing peserta didik 

dalam melaksanakan praktik klinik 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP syarat-syarat 

pembimbing institusi adalah 

1. Pudir 1 

2. Direktur 

Pengguna Dosen Akper Pemkab Ngawi   

Prosedur 1. PD 1 menyusun syarat- syarat pembimbing institusi antara lain 

sebagai berikut: 

a) Mempunyai latar belakang pendidikan dengan kualifikasi 

Sarjana Keperawatan atau setingkat lebih tinggi dengan 

pendidikan yang diselenggarakan 

b) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) 

c) Memiliki sertifikat sebagai pembimbing  

d) Memiliki ST pengangkatan sebagai pembimbing institusi 

2. PD 1 mengadakan rapat dengan seluruh dosen dalam rangka 

pembahasan mengenai syarat-syarat pembimbing institusi 

3. PD 1 meneruskan kepada direktur 

4. Direktur menetapkan syarat- syarat pembimbing institusi 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Pudir 1 Direktur Dosen 
Kelengkapan  Waktu  Output  

menyusun syarat- syarat 

pembimbing institusi 

 
 

 Kualifikasi  3hari  SK 

mengadakan rapat dengan 

seluruh dosen dalam rangka 

pembahasan mengenai syarat-

syarat pembimbing institusi 

 

 

 Surat izin dan 

surat undangan  

1 hari  Syarat 

pembimbing 

institusi  

meneruskan kepada direktur 
 

 
 Surat izin dan 

undangan  

1 hari  Surat izin dan 

undangan 

menetapkan syarat- syarat 

pembimbing institusi 

   Surat izin dan 

syarat yang 

ditentukan  

1 hari  Syarat-syarat 

pembimbing di 

edarkan  

4 

3 

2 

1 

2 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENENTUAN KRITERIA PRESEPTOR 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penentuan kriteria preceptor. Tujuan dari SOP ini adalah sebagai 

acuan dalam menentukan pemilihan preceptor sesuai dengan kriteria 

Ruang 

Lingkup 

SOP penentuan kriteria preceptor digunakan oleh seluruh Prodi D3 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Pembimbing Klinik adalah yang bekerja di Rumah Sakit dan 

Institusi Khusus yang memiliki fasilitas dan pelayanan 

keperawatan dan memiliki tugas dan tanggung jawab teknis 

terhadap peserta didik dalam melaksanakan praktik klinik 

2. Pembimbing adalah Dosen mata kuliah keahlian yang bekerja 

pada institusi pendidikan keperawatan  dan memiliki tugas dan 

tanggung jawab memfasilitasi dan membimbing peserta didik 

dalam melaksanakan praktik klinik 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP kriteria  

perceptor adalah 

1. Pudir 1 

2. Bidang Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna 1. Kepala Ruang/CI  

2. Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Mempunyai latar belakang di bidang keperawatan sesuai dengan 

bidang keilmuannya dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun 

sebagai tenaga keperawatan di lahan praktik 

2. Memiliki sertifikat sebagai perceptor 

3. Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses 

pembelajaran praktik klinik 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Pudir I Preceptor  
Kelengkapan  Waktu  Output  

Mempunyai latar belakang di bidang 

keperawatan 

 
 

Kualifikasi   1 hari  Bahan ajar dan 

materi 

Memiliki sertifikat sebagai perceptor   
Sertifikat  1 hari Preceptor  

Mampu merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi proses 

pembelajaran praktik klinik 

  

Kualifikasi  1 hari  Perencanaan, 

pelaksanaan, 

evaluasi proses 

pembelajaran praktik 

klinik  

3 

2 

1 1 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PELAKSANAAN PRECEPTORSHIP 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

pelaksanaan preceptorship. Tujuan dari SOP ini adalah sebagai acuan 

dalam proses bimbingan yang diberikan pembimbing klinik kepada 

mahasiswa saat melakukan praktik klinik di lapangan 

Ruang 

Lingkup 

SOP pelaksanaan preceptorship digunakan oleh seluruh Prodi D3 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Bimbingan klinik adalah segala bentuk tindakan edukatif yang 

dilaksanakan oleh pembimbing klinik untuk memberikan 

pengetahuan nyata secara optimal dan membantu peserta didik 

agar mencapai kompetensi yang diharapkan. 

2. Preceptor adalah seorang perawat/bidan yang mengajar, 

memberikan bimbingan, dapat menginspirasi rekannya, menjadi 

tokoh panutan (Role model), serta mendukung pertumbuhan  dan 

perkembangan individu (trainee) untuk jangka waktu tertentu 

dengan tujuan khusus mensosialisasikan trainee pada peran 

barunya. 

3. Preceptorship adalah suatu metode pengajaran dan pembelajaran 

kepada mahasiswa dengan menggunakan perawat sebagai model 

perannya. Preceptorship bersifat formal, disampaikan secara 

perseorangan dan individual dalam waktu yang sudah ditentukan 

sebelumnya antara perawat yang berpengalaman (preceptor) 

dengan perawat baru (preceptee) yang didesain untuk membantu 

perawat baru untuk menyesuaikan diri dengan baik dan 

menjalankan tugas yang baru sebagai seorang perawat 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan pelaksanaan 

preceptorship adalah 

1. Pudir 1 

2. Sub Bidang kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna 1. Preceptee 

2. Koordinator program 

Prosedur 1. Koordinator mata kuliah menentukan pencapaian target perceptee 

2. Perceptee melakukan kotrak dengan perceptor dalam kegiatan 

percetorship 

3. Perceptor melakukan bimbingan minimal 1 kali perminggu 

4. Perceptor melakukan evaluasi hasil perceptorship dan kemudian 

diserahkan ke koordinator mata kuliah 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Preceptor  Koordinator  Perceptee 
Kelengkapan  Waktu  Output  

Koordinator mata kuliah menentukan 

pencapaian target perceptee 

   RPS 1 hari  Target tercapai/ 

rencana 

terpenuhi  

Perceptee melakukan kotrak dengan 

perceptor dalam kegiatan percetorship 

 
 

 RPS  1 hari  Kontrak dengan 

perceptor 

Perceptor melakukan bimbingan minimal 

1 kali perminggu 

 
 

 Absensi dan 

materi  

1 hari  Penilaian 

mahasiswa   

Perceptor melakukan evaluasi hasil 

perceptorship dan kemudian diserahkan 

ke koordinator mata kuliah 

   Absensi dan 

rekapitulasi 

penilaian  

1 hari  Evaluasi  

2 
2 

3 

1 

4 4 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

TINDAK LANJUT TERHADAP PERCEPTORSHIP 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP tindak 

lanjut terhadap pembimbing/preceptor. Tujuan dari SOP ini adalah 

sebagai acuan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam proses 

bimbingan. 

Ruang 

Lingkup 

SOP tindak lanjut terhadap pembimbing atau preceptor digunakan 

oleh seluruh Prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Pembimbing adalah seorang dengan keahlian yang sesuai dengan 

kompetensi yang sudah ditunjuk dan ditetapkan dengan surat 

keputusan 

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk menentukan pencapaian hasil mahasiswa sebagai bukti otentik 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penyusunan 

laporan praktik klinik Rumah Sakit dan lapangan adalah 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi 

2. PUDIR 1 

3. Sub Bidang kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

4. Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna 1. Koordinator mata kuliah 

2. Kepala Ruang/CI 

Prosedur 1. Perceptor mengevaluasi kegiatan Perceptorship dengan Perceptee 

2. Pembimbing menyerahkan daftar penilaian atau hasil evaluasi 

kepada koordinator 

3. Koordinator MK mengolah nilai yang telah di dapatkan 

mahasiswa selama bimbingan 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Perceptor Koordinator MK Kelengkapan  Waktu  Output  

Perceptor mengevaluasi kegiatan 

Perceptorship dengan Perceptee 

 

 

Laporan kegiatan 

perceptorship 

dengan perceptee 

1 hari Hasil evaluasi 

kegiatan preceptor 

dengan perceptee 

Pembimbing menyerahkan daftar 

penilaian atau hasil evaluasi kepada 

koordinator 

 

 

Hasil evaluasi dan 

daftar penilaian  

1 hari Rekapitulasi daftar 

penilaian  

Koordinator MK mengolah nilai yang 

telah di dapatkan 

  Daftar penilaian 3hari  Pengolahan nilai 

mahasiswa  

1 

2 

3 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENENTUAN DOSEN PEMBIMBING KTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKADEMI KEPERAWATAN 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
Jl. Dr. Wahidin No.49 Ngawi 

Telp. (0351) 744859, fax: (0351) 749569 

https://www.akperngawi.ac.id 

KODE : 

SPMI-Akp/MM/01.01/129 

Tanggal :    12 April 2021 

STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR SPMI 

Revisi : 3 

Halaman : 1 dari 3 

A
K
A
D
E
M
I

KE
PE
RA
W
AT
AN
PEM
ER INTAH

YPKK

A
K
A
D
E
M
I

KE
PE
RA
W
AT
AN
PEMER IN TAH

YPKK



  74   

 

 

Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penentuan dosen pembimbing. Tujuan dari SOP ini adalah sebagai 

acuan dalam menentukan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang 

akan menyelesaikan tugas akhir. 

Ruang 

Lingkup 

SOP penentuan dosen pembimbing digunakan oleh seluruh Prodi D3 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Dosen Pembimbing adalah dosen yang ditunjuk dan ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Direktur untuk melakukan 

Pembimbingan Tugas Akhir 

2. Tugas akhir adalah suatu karya ilmiah yang dihasilkan oleh 

mahasiswa pada program studi tertentu yang merupakan 

pengembangan keilmuan atau aplikasi dari keilmuan yang 

diperoleh selama mengikuti kuliah atau pendidikan di perguruan 

tinggi 

Pelaksana 1. Direktur Akper pemkab Ngawi 

2. Koorndinator Mata Kuliah 

Pengguna Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. KoordinatorMK melakukan rapat koordinasi untuk menentukan 

daftar pembimbing KTI 

2. KoordinatorMK membagi dosen sesuai dengan bidang 

kompetensi. Setiap mahasiswa akan mendapatkan 3dosen 

pemimbing 

3. Koordinator membagi tugas dari setiap pembimbing 

4. Pembutan ST keputusan direktur mengenai penetapan daftar dan 

tugas pembimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir 

KTI 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

9. Panduan KTI 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Koordinator Mata 

Kuliah 
Dosen  Direktur  

Kelengkapan  Waktu  Output  

Rapat koordinasi untuk menentukan 

daftar pembimbing mahasiswa 

 

 

 Daftar nama dosen  1 hari  Daftar 

pembimbing 

mahasiswa  

Pembagian dosen sesuai dengan bidang 

kompetensi 

 
  

Daftar nama dosen  1 hari   

Pembagian tugas dari setiap pembimbing 
   Materi penugasan  1 hari  Tugas dari 

pembimbing  

Pembutan SK keputusan mengenai 

penetapan daftar dan tugas pembimbing 
  

 Panduan  mengenai 

pendapatan dan tugas 

pembimbing, surat 

pengajuan pendapatan 

dan tugas pembimbing  

6 hari SK Resmi  

1 1 

4 

3 

2 

3 



  76   

 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

BIMBINGAN KARYA TULIS ILMIAH (KTI) 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

bimbingan tugas akhir.  Tujuan dari SOP ini untuk memberikan 

rambu-rambu atau pedoman bagi pelaksanaan bimbingan tugas akhir 

baik bagi mahasiswa maupun bagi dosen pembimbing agar 

pelaksanaan bimbingan menjadi lebih efektif.  

Ruang 

Lingkup 

SOP bimbingan tugas akhir ini digunakan oleh seluruh Prodi D3 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Bimbingan tugas akhir adalah proses bantuan yang diberikan oleh 

dosen pembimbing kepada mahasiswa yang akan 

menulis/menyusun tugas akhir 

2. Tugas akhir adalah suatu karya ilmiah yang dihasilkan oleh 

mahasiswa pada program studi tertentu yang merupakan 

pengembangan keilmuan atau aplikasi dari keilmuan yang 

diperoleh selama mengikuti kuliah atau pendidikan di perguruan 

tinggi 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP bimbingan 

tugas akhir adalah 

1. Sub Bid Kurikulum 

2. Koordinator Mata Kuliah 

Pengguna 1. Dosen Pembimbing Tugas Akhir  

2. Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Sub bid kurikulum menentukan mahasiswa yang dapat mengikuti 

mata kuliah KTI 

2. Koordinator MK membuat jadwal dosen pembimbing setiap 

mahasiswa dalam menyelesaikan KTI 

3. Koordinator MK membuat jadwal dosen pembimbing setiap 

mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir 

4. Koordinator MK mengumumkan dosen pemimbing setiap 

mahasiswa 

5. Mahasiswa menghubungi dosen pembimbing yang bersangkutan 

untuk merencanakan proses bimbingan yag akan dilakukan 

6. Mahasiswa dan dosen membuat kesepakatan mengenai waktu, 

tempat dan jumlah bimbingan tugas akhir minimal 6x proposal 

dan 6x hasil selama pembimbingan KTI 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

9. Panduan KTI 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Sub bid 

kurikulum 

Koordinator 

MK 
Dosen Mahasiswa 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Sub bid kurikulum menentukan 

mahasiswa yang dapat mengikuti 

mata kuliah KTI 

 

  

 KRS  1 hari  Draft nama 

mahasiswa  

Koordinator MK membuat 

jadwal dosen pembimbing setiap 

mahasiswa dalam menyelesaikan 

KTI 

  

 

 Draft bimbingan 5 hari  Jadwal dosen 

pembimbing  

Koordinator MK membuat 

jadwal dosen pembimbing setiap 

mahasiswa dalam menyelesaikan 

tugas akhir 

 

 

 

 Draft bimbingan  1 hari  Jadwal dosen 

pembimbing  

Koordinator MK mengumumkan 

dosen pemimbing setiap 

mahasiswa 

 

 

 

 Draft bimbingan  1 hari  Jadwal dosen 

pembimbing  

Mahasiswa menghubungi dosen 

pembimbing yang bersangkutan 

untuk merencanakan proses 

bimbingan yag akan dilakukan 

 

 

 

 Proposal – KTI  Mulai dari 

proposal-KTI 

Lembar 

konsultasi  

Mahasiswa dan dosen membuat 

kesepakatan mengenai waktu, 

tempat dan jumlah bimbingan 

tugas akhir minimal 6x proposal 

dan 6x hasil selama 

pembimbingan KTI 

  

  Proposal – KTI  Mulai dari 

proposal – KTI  

Lembar 

konsultasi  

 

1 

5 

6 6 

2 

3 

4 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENYUSUNAN KTI 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penyusunan tugas akhir. Tujuan dari SOP ini adalah sebagai acuan 

jumlah ajuan judul yang direview dan waktu pengajuan judul skripsi 

mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Ruang 

Lingkup 

SOP penyusunan tugas Akhir digunakan oleh seluruh Prodi D3 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Pengajuan judul KTI adalah proses pengusulan calon judul 

penelitian untuk skripsi oleh setiap mahasiswa Akper Pemkab 

Ngawi Batu kepada Koordinator pelaksana. 

2. Persyaratan adalah hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi 

pengajuan judul mahasiswa Akper Pemkab Ngawi agar dapat 

diproses. 

3. Tata cara adalah aturan atau prosedur yang harus dilalui dalam 

pengajuan judul Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Akper Pemkab 

Ngawi 

4. Batasan adalah jumlah judul yang direview oleh setiap dosen 

reviewer dan jadwal penyerahan ajuan judul oleh mahasiswa 

kepada dosen reviewer serta jadwal pengembalian judul yang 

direview oleh dosen reviewer kepada mahasiswa yang 

bersangkutan. 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penyusunan 

KTI adalah 

1. Koordinator MK 

2. Dosen pembimbing 

Pengguna 1. Dosen  Pembimbing 

2. Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Koordinator MK memberikan panduan KTI kepada mahasiswa 

dan dosen 

2. Mahasiswa mendapatkan kasus 

3. Koordinator MK membuat jadwal bimbingan sesuai kasus yang 

diperoleh mhasiswa 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

9. Panduan KTI 
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Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Koordinator MK Mahasiswa Kelengkapan  Waktu  Output  

Koordinator MK memberikan 

panduan KTI kepada mahasiswa dan 

dosen 

 
 

Buku panduan 

KTI  

1 hari  Buku panduan 

KTI  

Mahasiswa mendapatkan kasus 
  Draft nama kasus 1 hari  Kasus yang 

diterima  

Koordinator MK membuat jadwal 

bimbingan sesuai kasus yang 

diperoleh mhasiswa 

 
 

Draft dosen 

pembimbing 

3hari  Jadwal dosen 

pembimbing  

 

 

 

2 

3 

1 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PEMETAAN DOSEN DAN MATA KULIAH 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

pemetaan dosen dan mata kuliah. Tujuan dari SOP ini adalah sebagai 

acuan dalam pembagian dosen mata kuliah yang sesuai dengan 

kemampuan dan kompetensi 

Ruang 

Lingkup 

SOP pemetaan dosen dan mata kuliah digunakan oleh seluruh Prodi 

D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan 

mengabdian kepada masyarakat. 

Mata kuliah merupakan istilah lain yang sama dengan mata pelajaran. 

Mata kuliah ini dipergunakan untuk para peljar yang saat ini 

menyandang sebagai mahasiswa atau mahasiswi di PTN atau PTS. 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penyusunan 

laporan praktik klinik Rumah Sakit dan lapangan adalah 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi 

2. PUDIR I Akper Pemkab Ngawi 

3. Sub Bid Kurikulum 

Pengguna a. Dosen Akper Pemkab Ngawi   

Prosedur 1. Pudir I dan Sub Bid Kurikulum merapatkan sebaran mata kuliah 

selama satu semester 

2. Sub Bid Kurikulum membagi mata kuliah sesuai dengan beban 

kerja dosen dan bidangnya dengan pudir I 

3. Sub Bid kurikulum merapatkan daftar dosen yang akan mengisi 

mata kuliah sesuai dengan kompetensi lulusan dengan Pudir I dan 

semua dosen. 

4. Melakukan sosialisasi dosen matakuliah 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Sub Bid Kurikulum Pembantu direktur I Dosen 
Kelengkapan  Waktu  Output  

Merapatkan sebaran mata kuliah selama 

satu semester 

   RPS  1 hari  Jadwal dalam satu 

semester  

Membagi mata kuliah sesuai dengan beban 

kerja dosen dan bidangnya 

   RPS 1 hari  Jadwal mata kuliah  

Merapatkan daftar dosen yang akan 

mengisi mata kuliah sesuai dengan 

kompetensi 

   RPS 1 hari Daftar dosen yang 

mengisi mata kuliah 

sesuai dengan 

kompetensi  

Melakukan rapat untuk penunjukkan 

dosen matakuliah 

   Daftar dosen 1 hari  Ditetapkan daftar 

dosen sesuai mata 

kuliah yang dipilih  

2 2 

1 
1 

3 

4 

3 

4 4 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENYUSUNAN MODUL PROSES BELAJAR 

MENGAJAR, PRAKTIKUM DAN PRAKTIK KLINIK 

KEPERAWATAN  
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penyusunan modul setiap mata kuliah, modul laboratorium klinik dan 

modul praktik klinik keperawatan. Tujuan dari SOP ini adalah 

sebagai acuan dalam proses pembuatan modul laboratorium klinik 

dan modul praktik klinik keperawatan 

Ruang 

Lingkup 

SOP penyusunan modul setiap mata kuliah, modul laboratorium 

klinik dan modul praktik klinik keperawatan digunakan oleh seluruh 

Prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Modul adalah suatu paket belajar yang berisi satu unit materi 

belajar yang dapat dibaca atau dipelajari seseorang secara mandiri. 

Modul merupakan suatu unit pengajaran yang disusun dalam 

bentuk tertentu untuk keperluan belajar. 

2. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi dosen dan 

mahasiswa yang saling bertukar informasi 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penyusunan 

modul setiap mata kuliah, modul laboratorium klinik dan modul 

praktik klinik keperawatan  adalah 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi 

2. Pudir I Akper Pemkab Ngawi 

3. Sub Bidang kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

4. Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna Dosen dan mahasiswa Akper Pemkab Ngawi   

Prosedur 1. Pudir I bersama dengan sub bidang kurikulum dan dosen 

melakukan rapat guna mengidentifikasi kompetensi  

2. Sub bidang kurikulum dan dosen menentukan modul sesuai 

penjabaran SKS 

3. Dosen MK mengidentifikasi RPS dan RPP 

4. Dosen mengidentifikasi indikator penilaian yang ingin dicapai 

5. Dosen menyusunan draft modul sesuai dengan  RPS dan RPP 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu baku   

PUDIR I Sub Bid Kurikulum Dosen 
Kelengkapan  Waktu  Output  

Pudir I bersama dengan sub bidang 

kurikulum dan dosen melakukan rapat 

guna mengidentifikasi kompetensi 

   Data kompetensi 

kurikulum dan 

dosen  

3 hari Keputusan 

SKS, RPS dan 

RPP 

Sub bidang kurikulum dan dosen 

menentukan modul sesuai penjabaran 

SKS 

 

  RPS  1  hari  SKS yang akan 

ditempuh 

Dosen MK mengidentifikasi RPS dan 

RPP 
 

  RPS dan RPP 1 hari  Keputusan 

penilaian yang 

akan dicapai  

Dosen mengidentifikasi indikator 

penilaian yang ingin dicapai 
  

 SKS, RPS dan 

RPP 

1 hari  Penilaian  

Dosen menyusunan draft modul sesuai 

dengan  RPS dan RPP 
  

 RPS dan RPP  3hari  Modul  

1 1 1 

2 2 

3 

4 

5 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENYUSUNAN RPS 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) Keperawatan 

Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP penyusunan RPS. Tujuan dari 

SOP ini adalah agar dapat membantu dosen dalam menyusun silabus dan 

RPS bagi setiap Mata Kuliah yang diampu, agar pelaksanaan proses belajar 

mengajar di kelas dapat terlaksana dengan efektif. Pedoman ini disusun 

dengan tujuan untuk dapat mendorong dosen dalam mendesain pembelajaran 

berbasis pada silabus dan RPS sesuai dengan format yang telah ditentukan, 

dan mendorong dosen untuk mendukung perencanaan dan pengembangan 

kurikulum yang berkelanjutan 

Ruang 

Lingkup 

SOP penyusunan RPS digunakan oleh seluruh Prodi D3 Keperawatan Akper 

Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Perkuliahan adalah kegiatan (tatap muka) antara dosen dengan mahasiswa 

sesuai dengan pokok bahasan mata -kuliah tertentu meliputi persiapan 

materi perkuliahan, proses pembelajaran, pemberian tugas terstruktur dan 

evaluasi pembelajaran. 

2. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan proses dan hasil belajar perserta didik 

yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga 

menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan 

3. Alokasi waktu mempertimbangkan lama waktu dalam menit yang 

dibutuhkan peserta didik untuk mampu menguasi KD yang telah 

ditetapkan 

4. Kompetensi dasar adalah rincian kompetensi dalam setiap aspek materi 

pokok yang harus dilatihkan kepada peserta didik sehingga kompetensi 

dapat diukur dan diamati. 

5. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan proses dan hasil belajar perserta didik 

yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga 

menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penyusunanRPS 

adalah 

1. Pudir 1  

2. Sub.Bid Kurikulum 

3. Koordinator Mata Kuliah 

Pengguna a. Dosen dan Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi   

Prosedur 1. Koordinator Mata Kuliah menentukan deskripsi mata kuliah  

2. Koordinator Mata Kuliah menentukan capaian pembelajaran mata kuliah 

3. Koordinator Mata Kuliah merumuskan kajian MK atau bahan kajian 

4. Merumuskan alokasi waktu  

5. Merumuskan metode pembelajaran 

6. Merumuskan penilaian pembelajaran 

7. Koordinator mata kuliah merumuskan reverensi  

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Koordinator MK 
Sub Bidang 

Kurikulum  
Pudir 1 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Koordinator Mata Kuliah menentukan 

deskripsi mata kuliah 

 
  

Materi 

perkuliahan 

4 hari  Modul  

Koordinator mata kuliah menentukan 

capaian pembelajaran mata kuliah 

   RPS 1 hari  Capaian 

pembelajaran 

mata kuliah  

Koordinator Mk merumuskan kajian 

MK atau bahan kajian 

   Modul  1 hari Materi 

pembelajaran  

Merumuskan alokasi waktu 
    1 hari  Kontrak waktu  

Merumuskan metode pembelajaran 

  

 

Materi 

pembelajaran 

PowerPoint, 

Video, praktik  

1 hari  Metode 

Pembelajaran  

Merumuskan penilaian pembelajaran 
 

 
 RPP yang telah 

disusun  

1 hari  Penilaian 

pembelajaran  

Koordinator mata kuliah merumuskan 

reverensi 

 
  

   

1 

5 

5 

2 
2 2 

3 
3 

3 

4 

5 

6 

7 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penyusunan SAP. Tujuan dari SOP ini Untuk dapat mengarahkan 

dosen pengajar dalam setiap mata kuliah yang diajarkan, agar 

pelaksanaan proses belajar-mengajar di kelas dapat terlaksana dengan 

efektif.  

Ruang 

Lingkup 

SOP penyusunan SAP digunakan oleh seluruh Prodi D3 Keperawatan 

Akper Pemkab Ngawi 

Definisi SAP merupakan pedoman/panduan yang memberi arah kepada 

pelatih dalam menyajikan materi pembelajaran kepada para peserta 

agar tidak menyimpang dari alur dan lingkup materi pembelajaran  

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penyusunan 

SAP adalah 

1. PUDIR I Akper Pemkab Ngawi 

2. Sub Bid Kurikulum 

3. Koordinator MK 

Pengguna Dosen dan mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. PJMK dengan tim MK menyesuaikan dengan referensi 

2. PJMK dengan tim MK membuat RPP sesuai dengan RPS 

3. PJMK membuat dan menyesuaikan dengan metode proses belajar 

mengajar (CTJ,SCL,Evaluasi) 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 



  93   

 

 

Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

PJMK Tim MK Kelengkapan  Waktu  Output  

PJMK dengan tim MK menyesuaikan 

dengan referensi 

  Draft Referensi 3Hari  Draft Referensi  

PJMK dengan tim MK membuat RPP sesuai 

dengan RPS 

  RPS 1 Hari  RPP 

PJMK membuat dan menyesuaikan dengan 

metode proses belajar mengajar 

(CTJ,SCL,Evaluasi) 

 

 

 1 hari  Metode 

pembelajaran  

 

 

 

1

2 

3 

2 

1
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENYUSUNAN JADWAL KULIAH 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penyusunan jadwal kuliah. Tujuan dari SOP ini untuk merancang 

kegiatan pembelajaran selama satu semester sebagai implementasi 

kurikulum , mendistribusikan beban mengajar secara adil dan merata 

pada dosen Akper Pemkab Ngawi serta mengoptimalkan penggunaan 

sarana dan prasarana ruang dan fasilitas di Akper Pemkab Ngawi dan 

mempermudah pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan 

pembelajaran selama satu semester 

Ruang 

Lingkup 

SOP ini meliputi pembuatan draft jadwal, Mata Kuliah, dan dosen 

pengampu oleh bagian akademik, verifikasi oleh ketua program studi, 

serta pengesahan jadwal. 2. Jadwal yang telah ditetapkan bersifat 

mengikat dan wajib dilaksanakan oleh sivitas akademika Akper 

Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Perkuliahan ialah penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan 

oleh mahasiswa dan dosen selama 1 semester sesuai dengan 

satuan kredit semester.  

2. Tatap muka kuliah ialah proses belajar mahasiswa yang 

didampingi langsung oleh dosen pengampu mata kuliah dan 

dilaksanakan selama 50 menit per satuan kredit semester (sks) 

mata kuliah tersebut.  

3. Satuan kredit semester (sks) ialah satuan yang digunakan untuk 

menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya 

pengakuan atas usaha kumulatif bagi suatu program tertentu serta 

besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi 

perguruan tinggi dan khususnya bagi dosen.  

4. Nilai Satuan Kredit Semester (sks) perkuliahan bagi mahasiswa 

ialah 

a) 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen misalnya 

dalam bentuk kuliah 

b) 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan 

studi yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh dosen, 

misalnya dalam bentuk membuat pekerjaan rumah atau 

menyelesaikan soal – soal 

c) 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan 

yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk 

mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain suatu tugas 

akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi.  

5. Nilai Satuan Kredit Semester (sks) perkuliahan bagi dosen ialah 

a) 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen misalnya 

dalam bentuk kuliah 

b) 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik 

terstruktur 

c) 60 menit pengembangan materi kuliah.  

d) Beban studi mahasiswa ialah waktu yang dibutuhkan oleh 

mahasiswa untuk belajar yaitu sebesar 8 -10 jam sehari atau 

48 -60 jam seminggu.  

 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penyusunan 

jadwal kuliah adalah 

1. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

2. Sub.Bid.Kurikulum  

 

Pengguna Dosen dan mahaiswa Akper Pemkab Ngawi 
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Prosedur 1. Sub.Bid.Kurikulum berkoordinasi dengan PD 1 dalam membuat 

kalender akademik 

2. Sub.Bid.Kurikulum menyusun penjabaran MK 

3. Menyusun atau membuat jadwal sesuai dengan penjabaran MK 

4. Penyusunan jadwal disesuaikan dengan penjabaran SKS (Teori: 

50 menit, Praktek: 170 menit) 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Sub.Bid.Kurikulum Pudir 1 Kelengkapan  Waktu  Output  

Sub.Bid.Kurikulum berkoordinasi dengan PD 

1 dalam membuat kalender akademik 

  RPS dan RPP  1 hari  Kalender 

akademik  

Sub.Bid.Kurikulum menyusun penjabaran MK 

 

 

Modul  1 hari  Materi 

penjabaran MK 

Menyusun atau membuat jadwal sesuai dengan 

penjabaran MK 

 

 

RPS dan RPP 3hari  Jadwal 

pembelajaran 

Penyusunan jadwal disesuaikan dengan 

penjabaran SKS 

 

 

Jadwal 

pembelajaran  

3hari  Jadwal sesuai 

dengan 

penjabaran SKS 

1 

2 

3 

4 

1 



  98   

 

 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penyusunan soal UTS dan UAS . Tujuan dari SOP ini untuk acuan 

dalam pembuatan soal UTS dan UAS. 

Ruang 

Lingkup 

SOP penyusunan soal UTS dan UAS ini digunakan oleh seluruh 

prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi UTS adalah evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada tengah 

semester 

UAS adalah eveluasi pembelajaran yang dilakukan pada akhir 

semester 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penyusunan 

soal UTS dan UAS adalah 

1. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

2. Sub.Bid Kurikulum 

Pengguna Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Sub.Bid Kurikulum menentukan jadwal UTS dan UAS yang 

sebelumnya dikonsulkan pada pudir 1 

2. Sub.Bid Kurikulum mengedarkan surat permohonan kepada 

seluruh dosen untuk membuat soal UTS dan UAS 

3. Dosen membuat soal kemudian diserahkan kepada Sub.Bid 

Kurikulum  

4. Sub.Bid Kurikulum menugaskan BAAK untuk menggandakan 

soal 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Direktur  Dosen  Tim pemeriksa Kelengkapan  Waktu  Output  

Menerima surat perintah dari pusat 
  

 
Surat perintah  1 hari  Pembuatan 

soal  

Pembuatan soal  
  Materi soal 3 hari  Draft Soal  

Pembentukan tim pemeriksa   
 Daftar nama 

pemeriksa 

1 hari  Tim pemeriksa  

Pengumpulan soal   

  Draft soal  1 hari  Pemilihan soal 

yang akan 

digunakan 

Pemilihan soal yang akan dikirim   
 Soal  1 hari   

1 

2 

4 

3 

4 

5 



  101   
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

pemusnahan soal dan dokumen. Tujuan dari SOP ini untuk acuan 

dalam pemusnahan soal dan dokumen 

Ruang 

Lingkup 

SOP pemusnahan soal dan dokumen ini digunakan oleh seluruh prodi 

D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Pemusnahandokumen adalah kegiatan penghapusan arsip/dokumen 

yang sudah dianggap kedaluarsa berdasarkan UU No. 7 Tahun 1971 

dan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Arsip. 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP pemusnahan 

soal dan dokumen adalah 

1. Direktur  

2. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

3. Pudir 3 

4. Sub.Bid Kurikulum 

5. Unit terkait 

Pengguna Semua unit terkait 

Prosedur 1. Unit terkait mengidentifikasi dokumen sesuai masa retensi 

2. Unit terkait melakukan kegiatan persiapan pemusnahan dokumen 

3. Unit terkait mengajukan daftar dokumen yang akan dimusnahkan 

kepada direktur 

4. Direktur memberikan ijin untuk memusnahkan dokumen  

5. Unit terkait membuat berita acara pemusnahan dan melakukan 

pemusnahan dokumen 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat   Mutu Baku  

Direktur  
Tim 

pemusnahan  

Kelengkapan  Waktu  Output  

mengidentifikasi dokumen sesuai masa 

retensi  

 Dokumen saat 

masa retensi  

1 hari  Persiapan 

pemusnahan 

dokumen  

melakukan kegiatan persiapan pemusnahan 

dokumen  

 Dokumen  1 hari  Persiapan 

pemusnahan 

dokumen  

mengajukan daftar dokumen yang akan 

dimusnahkan kepada direktur 

  Daftar 

dokumen 

1 hari  Pemusnahan 

dokumen  

Direktur memberikan ijin untuk 

memusnahkan dokumen  

 

 

Surat izin dan 

dokumen  

1 hari  Persiapan 

pemusnahan 

dokumen  

Unit terkait membuat berita acara 

pemusnahan dan melakukan pemusnahan 

dokumen 

 

 

Surat izin dan 

undangan  

3hari  Pemusnahan 

dokumen  

1 

2 

3 
3 

4 

4 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PELAKSANAAN TRY OUT UKOM REGIONAL 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

pelaksanaan try out ukom regional. Tujuan dari SOP untuk menjadi 

acuan pengadaan atau dilaksanakannya try out ukom regional 

Ruang 

Lingkup 

SOP pelaksanaan try out ukom regional digunakan oleh seluruh prodi 

D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Ukom adalah ujian kompetensi yang diperuntukkan kepada 

mahasiswa yang membutuhkan surat tanda registrasi sebagai salah 

satu syarat untuk mendapatkan ijin bekerja di lapangan yang 

dilakukan oleh tim nasional untuk seluruh lulusan  

2. UKDiKI : Ujian Kompetensi DIII Keperawatan Indonesia 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP pelaksanaan 

tryout ukom regional adalah 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi 

2. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

3. Sub bidang kurikulum 

Pengguna Seluruh peserta ukom 

Prosedur 1. Menentukan tempat untuk pelaksanaan TO  

2. Pengurusan ijin peminjaman fasilitas kepada fakultas yang 

dilaksanakan oleh Tim UKDiKI 

3. Tim UKDiKI mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan uji 

kompetensi dengan tim yang terkait 

4. Pendaftaran mahasiswa yang akan mengikuti Try out melalui 

koordinator intitusi 

5. Pelaksanaan rapat koordinasi tim untuk persiapan pelaksanaan 

ujian yang membahas mengenai kesiapan tempat briefing dan 

ujian 

6. Pelaksanaan briefing TO UKDiKI yang dilaksanakan pada H-1 

Ujian dengan dihadiri oleh seluruh tim pelaksana ujian meliputi  

7. Pelaksanaan briefing meliputi sosialisasi pelaksanaan tata tertib, 

teknis ujian dan verifikasi peserta ujian dengan pengecekan 

identitas.  

8. Pengecekan unit yang terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi. 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Sub Bidang 

Kurikulum 
Koordinator Peserta  

Kelengkapan  Waktu  Output  

Penyediaan tempat pelaksanaan TO 

 

  

Surat izin  3hari  Penggunaan 

tempat 

pelaksanaan TO 

Pengurusan Ijin pelaksanaan TO 

  

 

Surat izin  1 hari  Pelaksanaan TO 

Rapat koordinasi mengenai pelaksanaan 

TO 

  

 

proposal  1 hari  Koordinasi 

pelaksanaan TO 

Pendaftaran mahasiswa  

  Daftar nama 

mahasiswa  

1 hari Pendaftaran 

peserta TO 

Breafing H-1  

  Materi 

pengarahan 

1 hari  Pengarahan 

pelaksanaan TO  

Pengecekan unit terkait  

 

 

Proposal  1 hari  Ketersediaan 

unit terkait  

3 

1 

2 

3 

5 

1 

5 

6 

4 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

pelaksanaan try out ukom nasional. Tujuan dari SOP untuk menjadi 

acuan pengadaan atau dilaksanakannya try out ukom nasional 

Ruang 

Lingkup 

SOP pelaksanaan try out ukom nasional digunakan oleh seluruh prodi 

D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Ukom adalah ujian kompetensi yang diperuntukkan kepada 

mahasiswa yang membutuhkan surat tanda registrasi sebagai salah 

satu syarat untuk mendapatkan ijin bekerja di lapangan yang 

dilakukan oleh tim nasional untuk seluruh lulusan  

2. UKDiKI : Ujian Kompetensi DIII Keperawatan Indonesia 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP pelaksanaan 

tryout ukom regional adalah 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi 

2. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

3. Sub bidang kurikulum 

Pengguna Seluruh peserta ukom 

Prosedur 1. Menentukan tempat untuk pelaksanaan TO  

2. Pengurusan ijin peminjaman fasilitas kepada fakultas yang 

dilaksanakan oleh Tim UKDiKI 

3. Tim UKDiKI mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan uji 

kompetensi dengan tim yang terkait 

4. Pendaftaran mahasiswa yang akan mengikuti Try out melalui 

koordinator intitusi 

5. Pelaksanaan rapat koordinasi tim untuk persiapan pelaksanaan 

ujian yang membahas mengenai kesiapan tempat briefing dan 

ujian 

6. Pelaksanaan briefing TO UKDiKI yang dilaksanakan pada H-1 

Ujian dengan dihadiri oleh seluruh tim pelaksana ujian meliputi  

7. Pelaksanaan briefing meliputi sosialisasi pelaksanaan tata tertib, 

teknis ujian dan verifikasi peserta ujian dengan pengecekan 

identitas.  

8. Pengecekan unit yang terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi. 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Sub Bidang 

Kurikulum 
Koordinator Peserta  

Kelengkapan  Waktu  Output  

Penyediaan tempat pelaksanaan TO 

 

  

Surat izin  1 hari  Ketersediaan 

tempat 

pelaksanaan TO  

Pengurusan Ijin pelaksanaan TO 

  

 

Surat izin  1 hari  Pelaksanaan TO 

Rapat koordinasi mengenai pelaksanaan 

TO 

  

 

proposal  1 hari  Koordinasi 

pelaksanaan TO 

Pendaftaran mahasiswa  

  Daftar nama 

mahasiswa  

1 hari Pendaftaran 

peserta TO 

Breafing H-1  

  Materi 

pengarahan 

1 hari  Pengarahan 

pelaksanaan TO  

Pengecekan unit terkait  

 

 

Proposal  1 hari  Ketersediaan 

unit terkait  

1 

2 

1 

3 3 

5 5 

6 

4 



  110   

 

 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

pengkayaan dan pembinaan mahasiswa menghadapi ukom. Tujuan 

dari SOP ini untuk mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi 

ukom nasional 

Ruang 

Lingkup 

SOP pengkayaan dan pembinaan mahasiswa maenghadapi ukom 

digunakan oleh seluruh prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh 

hasil yang lebih baik. Secara umumpembinaan disebut sebagai 

sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. 

2. Ukom adalah ujian kompetensi yang diperuntukkan kepada 

mahasiswa yang membutuhkan surat tanda registrasi sebagai salah 

satu syarat untuk mendapatkan ijin bekerja di lapangan yang 

dilakukan oleh tim nasional untuk seluruh lulusan  

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penyusunan 

jadwal kuliah adalah 

1. PUDIR 3 Akper Pemkab Ngawi 

2. Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. PD 3 membagi dosen dalam proses pembinaan dan pengkayaan 

mahasiswa menghadapi UKOM 

2. Dosen mempersiapkan materi atau soal latihan ukom 

3. Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk mempermudah 

pelaksanaan bimbingan 

4. Bimbingan dilaksanakan dengan tiap kelompok bergilir menerima 

materi bimbingan sesuai pembagian kelompok dan dosen 

5. Mahasiswa melakukan kontrak waktu dengan dosen mengenai 

pelaksanaan bimbingan meliputi tempat dan waktu 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 



  112   

 

Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Pudir 3 
Dosen 

Pembimbing 
Mahasiswa  

Kelengkapan  Waktu  Output  

PD 3 membagi dosen dalam proses 

pembinaan dan pengkayaan mahasiswa 

menghadapi UKOM 

 

  

Daftar nama 

dosen  

3hari  Pembentukan 

dosen 

pembimbing  

Dosen mempersiapkan materi atau soal 

latihan ukom 

  

 

Materi dan 

latihan soal  

3hari  Pembinaan 

latihan untuk 

UKOM 

Mahasiswa dibagi menjadi kelompok 

kecil untuk mempermudah pelaksanaan 

bimbingan 

 

  

Daftar nama 

mahasiswa  

1 hari  Kelompok untuk 

pelaksanaan 

bimbingan ukom  

Bimbingan dilaksanakan dengan tiap 

kelompok bergilir menerima materi 

bimbingan sesuai pembagian kelompok 

dan dosen 

 

 

 

Materi dan 

latihan soal 

14 hari  Bimbingan 

dilakukan sesuai 

jadwal   

Mahasiswa melakukan kontrak waktu 

dengan dosen mengenai pelaksanaan 

bimbingan meliputi tempat dan waktu 

 

  Kontrak waktu  1 hari Bimbingan 

dilakukan sesuai 

kontrak waktu 

dan tempat  

1 

2 

3 

4 

5 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

pendaftaran ukom. Tujuan dari SOP ini sebagai acuan atau pedoman 

pendaftaran ukom bagi mahasiswa lulusn 

Ruang 

Lingkup 

SOP pendaftaran ukom digunakan oleh seluruh prodi D3 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Ukom adalah ujian kompetensi yang diperuntukkan kepada 

mahasiswa yang membutuhkan surat tanda registrasi sebagai salah 

satu syarat untuk mendapatkan ijin bekerja di lapangan yang 

dilakukan oleh tim nasional untuk seluruh lulusan  

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP pendaftaran 

ukomadalah 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi 

2. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna Admin Akper Pemkab Ngawi 

Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Mahasiswa  melakukan pembayaran  

2. Mahasiswa mengisi formulir biodata 

3. Peserta ukom mengumpulkan persyaratan seperti foto 3x4 

3lembar 

4. Admin melakukan pendaftaran peserta ukom melalui aplikasi rol 

uk perawat 

5. Admin menerima nomor VA setalah itu melakukan pembayaran 

ke bank terkait 

6. Apabila TUK sudah sesuai, nomor ujian bisa di cetak lalu 

ditempeli foto peserta ukom kemudian pembagian kartu peserta 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Admin  Mahasiswa  Kelengkapan  Waktu  Output  

Melakukan pembayaran  

 Kode Virtual 

Account  

1 haru  Bukti 

pembayaran  

Mengisi formulir biodata 

  Data mahasiswa  1 hari Formulir biodata 

terisi 

Mengumpulkan persyaratan 

 

 

Data mahasiswa 1 hari  Syarat 

pendaftaran 

UKOM 

Melakukan pendaftaran peserta ukom 

melalui aplikasi 

 

 

Formulir biodata 

dan persyaratan 

pendaftaran  

1 hari  Submit 

pendaftaran 

pembayaran melalui bank 

 

 

Kode virtual 

account  

1 hari  Bukti 

pembayaran  

Pencetakan dan pembagian kartu peserta 

 

 

Bukti 

pembayaran  

1 hari  Pembagian kartu 

peserta 

2 

1 

4 

3 

5 

6 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENYUSUNAN PENILAIAN PEMBELAJARAN 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penyusunan penilaian pembelajaran. Tujuan dari SOP ini sebagai 

acuan atau pedoman untuk menyusun penilaian pembelajaran. 

Ruang 

Lingkup 

SOP penyusunan penilaian pembelajaran digunakan oleh seluruh 

prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. RPS dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai 

panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan 

perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian 

pembelajaran yang telah ditetapkan 

2. Kisi – kisi adalah suatu format berupa matriks yang memuat 

informasi yang dijadikan pedoman untuk  menulis soal atau 

merakit soal menjadi suatu tes. Kisi-kisi berisi ruang lingkup dan 

isi materi yang akan diujikan. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah 

untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam 

menulis soal. 

3. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dengan 

berbagai cara dan beragam alat penilaian belajar peserta didik 

4. Instrument penilaian suatu alat yang memenuhi persyaratan 

akademis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk 

mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai 

suatu variabel 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penyusunan 

penilain mahasiswa adalah 

Koordinator MK 

Pengguna Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Koordinator MK menetapkan penilaian  

2. Koordinator MK menyususn kisi – kisi penilaian / bobot penilaian 

di RPS/RPP 

3. Dosen melakukan penilaian 

4. Dosen wajib memberikan ujian ulang/remidi bagi peserta didik 

yang belum mencapai standar penilaian 

5. Dosen melaporkan hasil penilaian kepada koordinator MK  

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Koordinator MK Dosen 
Kelengkapan  Waktu  Output  

Koordinator MK menetapkan 

penilaian 

 

 

Laporan 

pembelajaran  

3hari Penetapan 

penilaian  

Koordinator MK menyususn kisi – 

kisi penilaian / bobot penilaian di 

RPS/RPP 

 

 

Laporan 

pembelajaran 

3 hari  Kisi-kisi 

penilaian/ bobot 

penilaian di 

RPS/RPP 

Dosen melakukan penilaian 

  Laporan 

pembelajaran  

1 hari  Penilaian  

Dosen wajib memberikan ujian 

ulang/remidi bagi peserta didik yang 

belum mencapai standar penilaian 

 

 Daftar mahasiswa 

yang belum 

mencapai standart 

penilaian  

3 hari  Rekapitulasi 

penilaian hasil  

ujian ulang  

Dosen melaporkan hasil penilaian 

kepada koordinator MK 
 

 Rekapitulasi 

penilaian  

1 hari  Hasil penilaian  

2 

1 

3 

5 

3 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penentuan penilaian mahasiswa. Tujuan dari SOP ini sebagai acuan 

atau pedoman untuk menentukan nilai mahasiswa. 

Ruang 

Lingkup 

SOP penentuan penilaian mahasiswa digunakan oleh seluruh prodi 

D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dengan 

berbagai cara dan beragam alat penilaian belajar peserta didik 

Instrument penilaian suatu alat yang memenuhi persyaratan 

akademis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur 

suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penentuan 

penilaian mahasiswa adalah 

1. Pudir 1 

2. Sub Bidang Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

3. Koordinator MK 

Pengguna Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Koordinator MK merekap nilai mahasiswa dari nilai UTS, UAS, 

tugas dan sikap 

2. Koordinator MK mengolah mengolah nilai mahasiswa dengan 

format NA =  (UTS + UAS -> komposisi uts dan uas sesuai 

penjabaran SKS + 20% Tugas + 10% sikap) 

3. Koordinator MK menyerahkan hasil Nilai Akhir kepada sub 

bagian kurikulum 

4. Sub bidang kurikulum menyerahkan hasil NA kepada Pudir I 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

Koordinator 

MK 
Pudir I 

Sub Bid 

Kurikulum 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Merekap nilai mahasiswa dari nilai 

UTS, UAS, tugas dan sikap 

 

 

 

 Transkrip nilai 

UTS,UAS, 

tugas dan sikap  

3 hari  Mengolah 

nilai 

mahasiswa 

Mengolah nilai mahasiswa dengan 

format NA  

 

 

 Transkrip nilai  3hari  Nilai 

mahasiswa 

sudah sesuai 

dengan format 

NA 

Menyerahkan hasil Nilai Akhir 

kepada sub bagian kurikulum 

 

 

 

 Transkrip nilai 1 hari  Transkrip nilai 

Menyerahkan hasil NA kepada 

Pudir I 
 

  Transkrip nilai  1 hari  Transkrip 

nilai  

2 

1 

3 
3 

4 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENYERAHAN NILAI 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penyerahan nilai. Tujuan dari SOP ini sebagai acuan atau pedoman 

untuk meyerahkan nilai kepada mahasiswa. 

Ruang 

Lingkup 

SOP penyerahan nilai digunakan oleh seluruh prodi D3 Keperawatan 

Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dengan 

berbagai cara dan beragam alat penilaian belajar peserta didik 

Instrument penilaian suatu alat yang memenuhi persyaratan 

akademis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur 

suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penyerahan 

nilai adalah 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi   

2. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

3. Sub.Bid.Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

4. BAAK 

Pengguna Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Sub.Bid.Kurikulum menyerahkan hasil pengesahan kepada 

PUDIR 1 

2. Sub.Bid.Kurikulum menerima hasil nilai akhir yang sudah 

disahkan kemudian menyerahkan kebagian BAAK 

3. BAAK membuat KHS (Kartu Hasil Studi) 

4. BAAK menyerahkan KHS kepada Pudir 1 untuk pengecekan 

ulang 

5. BAAK menyerahkan hasil pengecekan Pudir 1 kepada Direktur 

untuk persetujuan 

6. Setelah KHS disetujui, BAAK membagikannya kepada 

mahasiswa 

7. Mahasiswa menerima KHS 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

  Sub Bid 

Kurikulum 
Pudir 1  BAAK Direktur Mahasiswa 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Sub.Bid.Kurikulum 

menyerahkan hasil 

pengesahan kepada 

PUDIR 1 

     Transkrip nilai 1 hari  SK dan Daftar 

Mahasiswa 

Sub.Bid.Kurikulum 

menerima hasil nilai 

akhir yang sudah 

disahkan kemudian 

menyerahkan kebagian 

BAAK 

     Transkrip Nilai 

Akhir 

1 hari SK dan Daftar 

Mahasiswa 

BAAK membuat KHS 

(Kartu Hasil Studi) 

 

 

   Transkrip Nilai 

akhir  

1 hari Data Kartu Hasil 

Studi  

BAAK menyerahkan 

KHS kepada Pudir 1 

untuk pengecekan 

ulang 

 

    Transkrip nilai 

akhir 

1 hari Persetujuan kepada 

direktur  

BAAK menyerahkan 

hasil pengecekan Pudir 

1 kepada Direktur 

untuk persetujuan 

 

    Kartu Hasil Studi  1 hari Input data ke 

aplikasi  

2 

1 

4 

3 

4 

5 5 

2 
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Setelah KHS disetujui, 

BAAK 

membagikannya 

kepada mahasiswa 

  

   Kartu Hasil Studi  1 hari  Input data  

Mahasiswa menerima 

KHS 
  

   Kartu Hasil Studi  1 hari  Kartu Hasil Studi  

6 

7 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN PRAKTIK 

LABORATORIUM 
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Tujuan Berdasarkan standar penilaian pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penetapan kriteria penilaian praktik laboratorium. Tujuan dari SOP 

ini sebagai acuan atau pedoman untuk menentukan nilai mahasiswa 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Ruang 

Lingkup 

SOP penetapan kriteria penilaian praktik laboratorium digunakan 

oleh seluruh prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dengan 

berbagai cara dan beragam alat penilaian belajar peserta didik 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penetapan 

kriteria penilaian praktik laboratorium adalah 

1. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

2. Sub Bidang Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Pudir I untuk menetukan kriteria penilaian praktik laboratorium 

2. Sub bidang kurikulum memilah kriteria yang akan digunakan 

sebagai kriteria penilaian praktik laboratorium 

3. Sub bidang kurikulum melakukan rapat dengan dosen mengenai 

kriteria penialaian praktik laboratorium yang akan digunakan 

4. Sub bid kurikulum mengajukan hasil rapat ke pudir I 

5. Pengesahan hasil rapat oleh pudir I 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

  Sub Bid 

Kurikulum 
Pudir I Dosen  

Kelengkapan  Waktu  Output  

Penentuan kriteria penilaian praktik 

laboratorium 

   Draft usulan   3hari  Nilai praktik 

laboratorium  

Pemilahan kriteria penilaian praktik 

laboratorium 

 

 

 Daftar nilai  1 hari  Pemilhanan  

Rapat penentuan kriteria penilaian 

praktik laboratorium 

 

 

  1 hari  Hasil rapat  

Pengajuan hasil rapat 

 

 

 Hasil rapat  3hari  Pengesahan hasil 

rapat   

Pengesahan hasil rapat 

   Hasil rapat  1 hari  Daftar penilaian 

praktik 

laboratorium  

2 

1 

3 

5 

4 
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Tujuan Berdasarkan standar penilaian pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penetapan nilai batas lulus praktikum laboratorium. Tujuan dari SOP 

ini sebagai acuan atau pedoman untuk menentukan batas nilai 

kelulusan praktikum laboratorium 

Ruang 

Lingkup 

SOP penetapan nilai batas lulus praktikum laboratorium digunakan 

oleh seluruh prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dengan 

berbagai cara dan beragam alat penilaian belajar peserta didik 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penetapan 

nilai batas lulus praktikum laboratorium adalah 

1. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

2. Sub Bidang Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Pudir I untuk menentukan batas nilai kelulusan praktikum 

laboratorium 

2. Pudir I menyerahkan hasil penentuan batas nilai kelulusan 

praktikum laboratorium kepada sub bidang kurikulum 

3. Sub bidang kurikulum melakukan rapat dengan dosen mengenai 

batas nilai kelulusan praktikum laboratorium  yang akan 

digunakan 

4. Sub bid kurikulum mengajukan hasil rapat ke pudir I 

5. Pengesahan hasil rapat oleh pudir I 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

  Sub Bid 

Kurikulum 
Pudir I Dosen  

Kelengkapan  Waktu  Output  

Penentuan batas nilai kelulusan 

praktikum laboratorium 

   Draft usulan   3hari  Nilai praktik 

laboratorium  

Penyerahan batas nilai 

kelulusan praktikum 

laboratorium 

 

 

 Daftar nilai  1 hari  Pemilihanan  

Rapat penentuan batas nilai 

kelulusan praktikum 

laboratorium 

 

 

  1 hari  Hasil rapat  

Pengajuan hasil rapat 

 

 

 Hasil rapat  3hari  Pengesahan hasil 

rapat   

Pengesahan hasil rapat 

   Hasil rapat  1 hari  Daftar batas nilai  

praktik 

laboratorium  

 

2 

1 

3 

5 

4 
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Tujuan Berdasarkan standar penilaian pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

persiapan dan pelaksanaan OSCE. Tujuan dari SOP ini sebagai acuan 

atau pedoman untuk persiapan dan pelaksanaan OSCE supaya dapat 

berjalan dengan baik. 

Ruang 

Lingkup 

SOP persiapan dan pelaksanaan OSCE digunakan oleh seluruh prodi 

D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. OSCE (Objective Structural Clinical Examination) adalah ujian 

ketrampilan klinik yang diselenggarakan di akhir pendidikan 

akademik 

2. Tim OSCE adalah Tim yang bekerja berdasarkan SK Dekan yang 

terdiri dari Tim OSCE Fakultas. Tim tersebut terdiri dari 

koordinator ujian, koordinator soal, koordinator pasiem simulasi, 

koordinator observer, koordinator sirkuit, koordinator peralatan- 

bahan dan koordinator evaluasi/nilai 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP persiapan 

dan pelaksanaan OSCE adalah 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi 

2. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

3. Sub Bidang Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

4. Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Pelaksanan OSCE sesuai dengan SK yang telah ditetapkan oleh 

Direktur 

2. Pembentukkan tim OSCE oleh PD 1 

3. Sub kurikulum menetapkan jadwal diselenggarakannya OSCE 

4. Tim OSCE alat mempersiapkan alat yang akan digunakan sesuai 

kebutuhan 

5. Sub Bidang Kurikulummengumumkan jadwal pelaksanaan OSCE 

kepada mahasiswa 

6. Tim OSCE melakukan breafing singkat mengenai alur 

pelaksanaan OSCE  

7. Mahasiswa melakukan OSCE sesuai dengan urutan absensi. 

Mahasiswa aktif otomatis akan menjadi peserta ujian OSCE 

8. Penentuan kelulusan akan diumumkan sehari setelah pelaksanaan 

OSCE oleh Tim OSCE dengan 80% SOP 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

  Direktur  Pudir I 
Sub Bid 

Kurikulum 
Tim OSCE Mahasiswa 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Penetapan SK 

     Rapat 

pembahasan  

1 hari  Acc SK 

Pembentukan tim OSCE  

    Daftar nama 

dosen  

1 hari  Tim osce  

Penetapan jadwal 

pelaksanaan OSCE 
  

   Daftar osce dan 

daftar nama 

mahasiswa 

1 hari Jadwal 

pelaksaan 

OSCE 

Persiapan keperluan OSCE   

   Peralatan dan 

laboratorium  

1 hari  Ketersediaan 

peralatan dan 

tempat 

Breafing    

   Materi  1 hari  Pembekalan 

mahasiswa  

Pelaksanaan OSCE   

   Peralatan  1 hari  Penilaian 

mahasiswa  

2 

1 

2 

4 

3 

6 

7 
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Pengumuman hasil OSCE   

   Nilai hasil 

OSCE  

1 hari  Rekapitulasi 

hasil OSCE  

 

8 
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Tujuan Berdasarkan standar penilaian pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

pengkayaan dan pembinaan mahasiswa menghadapi OSCE. Tujuan 

dari SOP ini sebagai acuan atau pedoman untuk persiapan dan 

pelaksanaan OSCE supaya dapat berjalan dengan baik. 

Ruang 

Lingkup 

SOP pengkayaan dan pembinaan mahasiswa menghadapi OSCE 

digunakan oleh seluruh prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. OSCE (Objective Structural Clinical Examination) adalah ujian 

ketrampilan klinik yang diselenggarakan di akhir pendidikan 

akademik 

2. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh 

hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan disebut sebagai 

sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP pengkayaan 

dan pembinaan mahasiswa menghadapi OSCE adalah 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi 

2. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

3. Sub Bidang Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

4. Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Dosen mempersiapkan materi OSCE dan pembimbing praktikum 

2. Petugas laboratorium membagi mahasiswa menjadi kelompok 

kecil untuk mempermudah pelaksanaan bimbingan 

3. Mahasiswa melakukan kontrak waktu dengan dosen mengenai 

pelaksanaan bimbingan meliputi tempat dan waktu 

4. Bimbingan dilaksanakan dengan tiap kelompok bergilir menerima 

materi bimbingan sesuai pembagian kelompok dan dosen 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

  Dosen  Laboran  Mahasiswa  Kelengkapan  Waktu  Output  

Persiapan materi 

   Materi  1 hari  Pemberian  

Pembagian kelompok OSCE  

  Daftar Nama 

mahasiswa  

1 hari  Kelompok 

OSCE  

Kontrak dengan pembimbing 

 

 

  1 hari  Bimbingan 

dengan dosen  

Bimbingan  

 

 

 Materi  1 hari  Bimbingan 

dengan dosen  

 

3 

2 

1 

2 
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Tujuan Berdasarkan standar penilaian pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

pendaftaran OSCE. Tujuan dari SOP ini sebagai acuan atau pedoman 

untuk persiapan dan pelaksanaan OSCE supaya dapat berjalan 

dengan baik. 

Ruang 

Lingkup 

SOP pendaftaran OSCE digunakan oleh seluruh prodi D3 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi OSCE (Objective Structural Clinical Examination) adalah ujian 

ketrampilan klinik yang diselenggarakan di akhir pendidikan 

akademik 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP pendaftaran 

OSCE adalah 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi 

2. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

3. Sub Bidang Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

4. BAAK Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. BAAK menyerahkan daftar nama mahasiswa aktif kepada sub 

bidang kurikulum sebagai peserta OSCE 

2. Sub bidang kurikulum menyerahkan daftar mahasiswa aktif 

kepada Pudir I 

3. Pudir I menyetujui daftar mahasiswa aktif sebagai peserta OSCE 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

 BAAK 
Sub Bid 

Kurikulum 
Pudir I 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Penyerahan daftar mahasiswa 

aktif 

   Daftar nama 

mahasiswa  

1 hari  Daftar nama 

mahasiswa 

yang aktif  

Penyerahan daftar peserta OSCE  

  Daftar nama 

mahasiswa aktif 

1 hari  Peserta yang  

ikut OSCE  

Persetujuan daftar mahasiswa   

 Daftar nama 

mahasiswa 

1 hari   

3 

2 

1 
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MONEV DAN DOKUMENTASI HASIL OSCE 
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Tujuan Berdasarkan standar penilaian pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP monev 

dan dokumentasi hasil OSCE. Tujuan dari SOP ini sebagai acuan atau 

pedoman untuk dokumentasi hasil pelaksanaan OSCE. 

Ruang 

Lingkup 

SOP monev dan dokumentasi hasil OSCE digunakan oleh seluruh 

prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. OSCE (Objective Structural Clinical Examination) adalah ujian 

ketrampilan klinik yang diselenggarakan di akhir pendidikan 

akademik 

2. Monev (Monitoring dan Evaluasi)  

3. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran 

kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan, yang 

berfokus pada proses dan keluaran. Monitoringmenyediakan data 

dasar untuk menjawab permasalahan 

4. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk mengukur sejauh mana 

tujuan suatu program/projek tercapai. Evaluasi memposisikan 

data-data (hasil monitoring) tersebut agar dapat digunakan dan 

diharapkan memberikan nilai tambah. Hasil monitoring 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi solusi dari masalah 

yang dihadapi, misalnya apakah suatu program perlu dihilangkan, 

dirubah, atau ditambah. 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP monev dan 

dokumentasi hasil OSCE adalah 

1. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

2. Sub Bidang Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

3. Tim OSCE 

4. UPT Lab  

5. BAAK 

Pengguna Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Tim OSCE menyerahkan penilaian dari masing – masing peserta 

OSCE ke UPT lab 

2. UPT lab merekap nilai dan yang kurang dari 80 % dijadwalkan 

untuk remidi OSCE 

3. Hasil OSCE diserahkan ke kurikulum 

4. UPT lab merekap penilaian kemudian menyerahkan hasil 

penilaian akhir kepada sub bid kurikulum  

5. Sub bid kurikulum mengkonsulkan kepada pudir 1dan setelah 

disetujui pudir 1 diberikan ke BAAK untuk pengarsipan 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Tim OSCE UPT lab 
Sub Bid 

Kurikulum 
Pudir I 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Tim OSCE menyerahkan 

penilaian dari masing – 

masing peserta OSCE ke 

UPT lab 

 

 

  Nilai hasil 

OSCE 

1 hari Perekapan 

hasil OSCE 

UPT lab merekap nilai dan 

yang kurang dari 80 % 

dijadwalkan untuk remidi 

OSCE 

    Nilai hasil 

OSCE 

1 hari  Rekapitulasi 

nilai yang 

kurang dari 

80% 

Hasil OSCE diserahkan ke 

kurikulum 
 

   Nilai hasil 

OSCE 

1 hari  Rekapitulasi 

nilai 

UPT lab merekap 

penilaian kemudian 

menyerahkan hasil 

penilaian akhir kepada sub 

bid kurikulum 

  

  Rekapitulasi 

nilai OSCE 

1 hari  Transkrip nilai  

Sub bid kurikulum 

mengkonsulkan kepada 

pudir 1 dan setelah 

disetujui pudir 1 diberikan 

ke BAAK untuk 

pengarsipan 

  

  Rekapitulasi 

hasil nilai 

akhir OSCE 

1 hari  Transkrip nilai  

 

 

3 

2 

1 

4 

4 
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Tujuan Berdasarkan standar penilaian pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penetapan kriteria penilaian praktik RS dan lapangan. Tujuan dari 

SOP ini sebagai acuan atau pedoman untuk menetapkan kriteria 

penilaian dalam praktik RS dan lapangan 

Ruang 

Lingkup 

SOP penetapan kriteria penilaian praktik RS dan lapangan digunakan 

oleh seluruh prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk menentukan pencapaian hasil mahasiswa sebagai bukti otentik 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penetapan 

kriteria penilaian praktik RS dan lapangan adalah 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi 

2. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

3. Sub Bidang Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Pudir I untuk menetukan kriteria penilaian praktik RS dan 

lapangan 

2. Sub bidang kurikulum memilah kriteria yang akan digunakan 

sebagai kriteria penilaian pratik RS dan lapangan 

3. Sub bidang kurikulum melakukan rapat dengan dosen mengenai 

kriteria penilaian praktik RS dan lapangan yang akan digunakan 

4. Sub bid kurikulum mengajukan hasil rapat ke pudir I 

5. Pengesahan hasil rapat oleh pudir I 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

  Sub Bid 

Kurikulum 
Pudir I Dosen  

Kelengkapan  Waktu  Output  

Penentuan kriteria penilaian 

praktik RS dan lapangan 

   Softskill , SOP 

praktik RS 

1 hari  Kriteria 

penilaian  

Pemilahan kriteria penilaian 

praktik RS dan lapangan 

 

 

 SOP Penilaian  1 hari  Kriterian 

penilaian  

Rapat penentuan kriteria 

penilaian praktik RS dan 

lapangan 

 

 

 Modul  1 hari  Hasil 

penentuan 

kriteria 

penilaian  

Pengajuan hasil rapat 

 

 

 Rekapitulasi 

hasil rapat  

1 hari  Penetapan 

kriteria 

penilaian  

Pengesahan hasil rapat 

   Hasil kriteria 

penilaian 

praktik RS 

1 hari  Kriteria 

penilaian 

praktik RS di 

disahkan 

 

2 

1 

3 

5 

4 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENETAPAN NILAI BATAS LULUS  

PRAKTIK KLINIK RS DAN LAPANGAN 
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Tujuan Berdasarkan standar proses pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penetapan nilai batas lulus praktik klinik RS dan lapangan. Tujuan 

dari SOP ini sebagai acuan atau pedoman untuk menetapkan nilai 

batas lulus dalam praktik RS dan lapangan 

Ruang 

Lingkup 

SOP penetapan nilai batas lulus praktik klinik RS dan lapangan 

digunakan oleh seluruh prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk menentukan pencapaian hasil mahasiswa sebagai bukti otentik 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penetapan 

nilai batas lulus praktik klinik RS dan lapangan adalah 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi 

2. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

3. Sub Bidang Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Pudir I untuk menentukan batas nilai kelulusan praktik klinik RS 

dan lapangan 

2. Pudir I menyerahkan hasil penentuan batas nilai kelulusan praktik 

klinik RS dan lapangan kepada sub bidang kurikulum 

3. Sub bidang kurikulum melakukan rapat dengan dosen mengenai 

batas nilai kelulusan praktik klinik RS dan lapangan yang akan 

digunakan 

4. Sub bid kurikulum mengajukan hasil rapat ke pudir I 

5. Pengesahan hasil rapat oleh pudir I 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

  Sub Bid 

Kurikulum 
Pudir I Dosen  

Kelengkapan  Waktu  Output  

Penentuan batas nilai 

kelulusan praktik klinik RS 

dan lapangan 

   Penugasan dan 

ujian praktik  

1 hari  Hasil nilai 

kelulusan  

Penyerahan batas nilai 

kelulusan praktik klinik RS 

dan lapangan 

 

 

 Rekapitulasi nilai 

mahasiswa  

1 hari  Nilai mahasiswa 

Rapat penentuan batas nilai 

kelulusan praktik klinik RS 

dan lapangan 

 

 

 Rekapitulasi nilai 

mahasiswa  

1 hari  Hasil nilai 

kelulusan praktik 

RS 

Pengajuan hasil rapat 

 

 

 Hasil nilai 

kelulusan  

1 hari  Pengesahan nilai 

Pengesahan hasil rapat 

   Hasil nilai 

kelulusan  

1 hari  Diumumkan 

kepada mahasiswa 

 

2 

1 

3 

5 

4 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PELAKSANAAN EVALUASI HASIL  

BELAJAR KLINIK RS  

DAN LAPANGAN 
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Tujuan Berdasarkan standar penilaian pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

pelaksanaan evaluasi hasil belajar klinik RS dan lapangan. Tujuan 

dari SOP ini sebagai acuan atau pedoman untuk menetapkan nilai 

batas lulus dalam praktik RS dan lapangan 

Ruang 

Lingkup 

SOP pelaksanaan evaluasi hasil belajar klinik RS dan lapangan 

digunakan oleh seluruh prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk menentukan pencapaian hasil mahasiswa sebagai bukti otentik 

Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses 

untuk menentukan nilai dari suatu hal. 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP pelaksanaan 

evaluasi hasil belajar klinik RS dan lapangan adalah 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi 

2. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

3. Sub Bidang Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Koordinator lapangan 

Prosedur 1. Koorniator mata kuliah melakukan koordinasi dengan koordinator 

lapangan mengenai pelaksanaan evaluasi PK 

2. Koordinator lapangan meginformasikan mengenai waktu dan 

tempat pelaksanaan evaluasi 

3. Koordinator mata kuliah dan koordinator lapangan melakukan 

rapat evaluasi sesuai dengan persetujuan yang disepakati 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Koordinator 

lapangan 

Koordinator mata 

kuliah 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Koordinasi pelaksanaan evaluasi 

  Hasil nilai dan 

laporan kegiatan  

1 hari  Hasil pelaksanaan 

evaluasi  

Konfirmasi waktu pelaksanaan 

  Surat undangan  1 hari  Penyelenggaraan 

rapat evaluasi 

Rapat evaluasi 

  Hasil nilai dan 

laporan kegiatan  

1 hari  Hasil rapat evaluasi  

 

2 

1 

3 3 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

EVALUASI KEPUASAN MAHASISWA  

TERHADAP PROSES BIMBINGAN PK 
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Tujuan Berdasarkan standar penilaian pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses bimbingan. Tujuan 

dari SOP ini sebagai acuan atau pedoman untuk mengevaluasi proses 

bimbingan yang telah dilakukan. 

Ruang 

Lingkup 

SOP evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses bimbingan oleh 

seluruh prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses 

untuk menentukan nilai dari suatu hal. 

2. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar 

mampu memahami diri dan lingkungannya 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP evaluasi 

kepuasan mahasiswa terhadap proses bimbingan adalah 

1. Sub Bidang Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

2. Koordinator MK 

Pengguna Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Koordinatoor MK menyebarkan kuesioner untuk diberikan kepada 

mahasiswa  

2. Mahasiswa mengisi kuisioner yang telah diberikan 

3. Kuisioner dikumpulkan kembali ke koordinator MK 

4. Koordinator MK merekap dan memberikan ke sub bid kurikulum 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Koordinator 

MK  

Sub Bidang 

Kurikulum  
Mahasiswa 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Penyediaan kuisioner 

 

 

 Kuisioner  1 hari  Jawaban 

kuisoner 

Pembagian kuisioner 

 

 

 Google form 

atau lembaran 

kuisoner (Print 

out) 

1 hari  Jawaban 

kuisioner 

Pengisian kuisioner   

 Alat tulis 1 hari  Jawaban 

kuisioner  

Pengumpulan kuisioner  

  Dalam digital 

(google drive), 

dan rekapitulasi 

hasil kuisioner  

1 hari  Pengarsipan 

kuisioner  

 

1 

3 

4 

5 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

MONEV HASIL PRAKTIK RS DAN LAPANGAN 
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Tujuan Berdasarkan standar penilaian pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP monev 

hasil praktik RS dan lapangan. Tujuan dari SOP ini sebagai acuan 

atau pedoman untuk memonitor dan mengevaluasi proses praktik RS 

dan lapangan. 

Ruang 

Lingkup 

SOP monev hasil praktik RS dan lapangan oleh seluruh prodi D3 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran 

kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan, yang 

berfokus pada proses dan keluaran. Monitoringmenyediakan data 

dasar untuk menjawab permasalahan 

2. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk mengukur sejauh mana 

tujuan suatu program/projek tercapai. Evaluasi memposisikan 

data-data (hasil monitoring) tersebut agar dapat digunakan dan 

diharapkan memberikan nilai tambah. Hasil monitoring 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi solusi dari masalah 

yang dihadapi, misalnya apakah suatu program perlu dihilangkan, 

dirubah, atau ditambah. 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP monev hasil 

praktik RS dan lapangan adalah 

1. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

2. Sub Bidang Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

3. Koordinator MK 

Pengguna Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Koordinator MK melakukan rapat untuk melakukan monev hasil 

praktik RS dan lapangan dan meminta laporan dari pembimbing 

institusi mengenai pelaksanaan praktik RS dan lapangan 

2. Pembimbing institusidan klinik memberikan laporan serta 

masukan dari pelaksanaan praktik praktik RS dan lapangan 

3. Koordinator MK menyampaikan laporan dan masukan dari 

pembimbing institusi kepada sub budkurikulum 

4. Sub Bidang Kurikulum mengkonsulkan nilai kepada pudir 1 

5. Pudir I mengevaluasi pelaksanaan praktik RS dan lapangan 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Pudir 1 
Sub Bidang 

Kurikulum  

Koordinator 

MK 
Pembimbing 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Rapat monev hasil 

praktik RS dan 

lapangan 

  

  Hasil penilaian 

dan laporan 

kegiatan  

1 hari  Laporan hasil 

rapat  

Laporan hasil 

pelaksaaan praktik 

RS dan lapangan 

  

  Laporan 

kegiatan dan 

penugasan  

1 hari  Hasil 

pelaksanaan 

praktik RS 

Penyampian 

laporan dan 

masukan dari 

pelaksanaan praktik 

RS dan lapangan 

  

  Hasil 

penilaian dan 

hasil evaluasi 

1 hari  Laporan dan 

masukan 

pelaksanaan 

Praktik RS  

Sub Bidang 

Kurikulum 

mengkonsulkan 

nilai kepada pudir 1 

 

   Hasil penilaian  1 hari  Laporan 

penilaian  

Evaluasi 

pelaksanaan praktik 

RS dan lapangan 

 

 

  Laporan 

penilaian  

1 hari  Hasil evaluasi 

pelaksanaan 

praktik RS 

 

3 

2 

1 

4 

5 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

RAPAT EVALUASI MK/ RAPAT VERIFIKASI 

NILAI AKHIR SEMESTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKADEMI KEPERAWATAN 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
Jl. Dr. Wahidin No.49 Ngawi 

Telp. (0351) 744859, fax: (0351) 749569 

https://www.akperngawi.ac.id 

KODE : 

SPMI-Akp/MM/01.01/151 

Tanggal : 12 April 2021 

STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR SPMI 

Revisi : 3 

Halaman : 1dari 3 

A
K
A
D
E
M
I

KE
PE
RA
W
AT
AN
PEM
ER INTAH

YPKK

A
K
A
D
E
M
I

KE
PE
RA
W
AT
AN
PEMER IN TAH

YPKK



  161   

 

Tujuan Berdasarkan standar penilaian pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP rapat 

evaluasi MK/ rapat verifikasi nilai akhir semester. Tujuan dari SOP 

ini sebagai acuan atau pedoman untuk merieview ulang nilai akhir 

untuk meminimalisir kekeliruan. 

Ruang 

Lingkup 

SOP rapat evaluasi MK/ rapat verifikasi nilai akhir semester oleh 

seluruh prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses 

untuk menentukan nilai dari suatu hal. 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP rapat 

evaluasi MK/ rapat verifikasi nilai akhir semester adalah 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi 

2. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

3. Sub Bidang Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

4. Koordinator MK 

Pengguna Dosen Akper Pemkab Ngawi 

BAAK Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Sub bidang kurikulum mengadakan rapat untuk membahas draft 

NA 

2. Sub bidang kurikulum memberikan draft NA hasil rapat ke BAAK 

untuk dibuat KHS dengan mengetahui PD 1 

3. KHS yang sudah diverifikasi oleh dosen akan di bagikan ke 

mahasiswa. 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

Sub Bid Kurikulum BAAK Kelengkapan  Waktu  Output  

Sub bidang kurikulum mengadakan rapat 

untuk membahas draft NA 

 

 

 

Draft Nilai Akhir  1 hari  Hasil rapat  

Sub bidang kurikulum memberikan draft 

NA hasil rapat ke BAAK untuk dibuat 

KHS dengan mengetahui PD 1 

 

  Draft Nilai akhir  1 hari  Kartu Hasil Studi 

 

 

 

 

 

2 

1 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENERBITAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) 
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Tujuan Berdasarkan standar penilaian pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penerbitan kartu registrasi studi (KRS). Tujuan dari SOP ini sebagai 

acuan atau pedoman untuk membagikan kartu hasil semsester kepada 

mahasiswa 

Ruang 

Lingkup 

SOP penerbitan kartu registrasi studi (KRS) oleh seluruh prodi D3 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi KHS merupakan kartu hasil studi yang didapatkan setiap mahasiswa 

disetiap semester yang sudah di tempuh. 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penerbitan 

kartu registrasi studi (KRS) adalah 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi 

2. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

3. Sub Bidang Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

4. BAAK Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna BAAK Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Mahasiswa melakukan pengisian KRS melalui link yang sudah di 

sediakan pihak institusi 

2. Mahasiswa masuk ke menu pengisian KRS 

3. Selanjutnya tekan sub menu pilih kelas lalu tekan check box dan 

simpan KRS 

4. Selanjutnya tekan ajukan KRS  

5. KRS divalidasi oleh dosen PA lalu dosen PA melapor ke admin 

6. Cetak KRS  

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Mahasiswa BAAK Dosen PA 
Kelengkapan  Waktu  Output  

Mahasiswa melakukan 

pengisian KRS melalui link 

yang sudah di sediakan 

pihak institusi 

 

 

 

 Link  1 hari  Pengisian KRS 

Mahasiswa masuk ke menu 

pengisian KRS 

 

 

 

 Link 1 hari  Pengisian KRS  

Selanjutnya tekan sub menu 

pilih kelas lalu tekan check 

box dan simpan KRS 

 

 

 

 Link  1 hari  Pengisian KRS 

Pengajuan KRS 

 

 

 Mata kuliah yg 

dipilih 

1 hari  Pengajuan KRS 

Validasi KRS 

 

 

 Mata kuliah yg 

dipilih 

1 hari  Validasi KRS 

Cetak KRS  

 

 

 File KRS 1 hari KRS 

3 

2 

1 

4 

5 

6 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENERBITAN KARTU HASIL SEMESTER (KHS) 
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Tujuan Berdasarkan standar penilaian pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penerbitan kartu hasil studi (KHS). Tujuan dari SOP ini sebagai 

acuan atau pedoman untuk membagikan kartu hasil semsester kepada 

mahasiswa 

Ruang 

Lingkup 

SOP penerbitan kartu hasil studi (KHS) oleh seluruh prodi D3 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi KHS merupakan kartu hasil studi yang didapatkan setiap mahasiswa 

disetiap semester yang sudah di tempuh. 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP penerbitan 

kartu hasil studi (KHS) adalah 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi 

2. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

3. Sub Bidang Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

4. BAAK Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna BAAK Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. Login ke aplikasi siakad kemudian masuk ke menu nilai 

mahasiswa  

2. Selanjutnya nilai mahasiswa kemudian kartu hasil studi  

3. Kemudian cetak KHS 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

BAAK PUDIR I Direktur 
Kelengkapan  Waktu  Output  

Verifikasi KHS  

  Input Nilai  1 hari  Transkrip nilai  

Pencetakan KHS 

 

 

 Transkrip nilai 1 hari  Pencetakan 

KHS 

Pengajuan KHS 

   KHS  1 hari Pengesahan 

KHS 

Persetujuan KHS  

  KHS 1 hari  KHS disetujui  

 

 

 

3 

2 

1 

4 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

YUDUSIUM KELULUSAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKADEMI KEPERAWATAN 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
Jl. Dr. Wahidin No.49 Ngawi 

Telp. (0351) 744859, fax: (0351) 749569 

https://www.akperngawi.ac.id 

KODE : 

SPMI-Akp/MM/01.01/153 

Tanggal : 12 April 2021 

STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR SPMI 

Revisi : 3 

Halaman : 1 dari 3 

A
K
A
D
E
M
I

KE
PE
RA
W
AT
AN
PEM
ER INTAH

YPKK

A
K
A
D
E
M
I

KE
PE
RA
W
AT
AN
PEMER IN TAH

YPKK



  171   

 

Tujuan Berdasarkan standar penilaian pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

yudisium kelulusan. Tujuan dari SOP ini sebagai acuan atau pedoman 

untuk melakukan yudisium kelulusan mahasiswa 

Ruang 

Lingkup 

SOP yudisium kelulusan oleh seluruh prodi D3 Keperawatan Akper 

Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penerapan 

nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik. 

Yudisium juga berarti pengumuman nilai kepada mahasiswa 

sebagai proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah 

di ambil mahasiswa  dan penetapan nilai dalam transkrip 

akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa 

dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu, yang 

ditetapkan oleh pejabat berwenang yang dihasilkan dari keputusan 

rapat yudisium. 

2. Mahasiswa adalah mahasiswa Fakultas/Jurusan/Program studi di 

lingkungan Akper Pemkab Ngawi yang masih aktif dan masih 

tercatat sebagai mahasiswa Akper Pemkab Ngawi dengan 

memenuhi persyaratan administratif yang berlaku di Akper 

Pemkab Ngawi 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP yudisium 

kelulusan adalah 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi 

2. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

3. Sub Bidang Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

4. Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi 

Prosedur 1. PD I mengundang seluruh Dosen dan Direktur untuk melakukan 

rapat yudisium  

2. PD 1 mengumumkan pelaksanaan yudisium 

3. PD 1 mengundang Dosen dan mahasiswa untuk mengikuti 

yudisium 

4. Mahasiswa mempersiapkan diri untuk mengikuti yudisium dengan 

syarat sudah dilakukan pemeriksaan kehamilan untuk mahasiswi 

5. Rapat yudisium dipimpin oleh direktur 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Pudir I Mahasiswa Direktur Kelengkapan  Waktu  Output  

Mengundang Dosen dan 

Direktuk untuk rapat 

yudisium 

 
 

 Surat undangan  1 hari  Rapat 

yudisium  

Mengumumkan pelaksanaan 

yudisium 

 

 

 Data mahasiswa 

yudisium  

1 hari  Pelaksanaan 

yudisium  

Mengundang Dosen dan 

mahasiswa untuk mengikuti 

yudisium 

 

 

 Surat undangan 1 hari  Pelaksanaan 

yudisium  

Mahasiswa mempersiapkan 

diri untuk mengikuti 

yudisium 

    Bukti administrasi  1 hari  Pelaksanaan 

yudisium  

Rapat yudisium  

  Daftar nama 

mahasiswa yang 

akan di yudisium  

1 hari Yudisium  

 

 

 

 

3 

2 

1 

4 

5 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

KELULUSAN 
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Tujuan Berdasarkan standar penilaian pembelajaran diploma tiga (D3) 

Keperawatan Akper Pemkab Ngawi maka perlu disusun SOP 

penerbitan SK Kelulusan. Tujuan dari SOP ini sebagai acuan atau 

pedoman untuk melakukan yudisium kelulusan mahasiswa 

Ruang 

Lingkup 

SOP yudisium kelulusan oleh seluruh prodi D3 Keperawatan Akper 

Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Mahasiswa adalah mahasiswa Fakultas/Jurusan/Program studi di 

lingkungan Akper Pemkab Ngawi yang masih aktif dan masih 

tercatat sebagai mahasiswa Akper Pemkab Ngawi dengan 

memenuhi persyaratan administratif yang berlaku di Akper 

Pemkab Ngawi. 

2. SK adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh 

pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan 

dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut 

Pelaksana Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan SOP yudisium 

kelulusan adalah 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi 

2. PUDIR 1 Akper Pemkab Ngawi 

3. Sub Bidang Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 

4. Dosen Akper Pemkab Ngawi 

Pengguna Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi   

Prosedur 1. Sub bidang kurikulum menyerahkan daftar mahasiswa lulusan 

kepada pudir I 

2. Pudir I mengajukan permohonan penerbitan SK kelulusan kepada 

Direktur 

3. Direktur memberikan disposisi pada lembar permohonan  

4. BAAK menerima lembar disposisi dan membuatnya 

5. Pudir 1 menerima lembar disposisi dan membuat SK 

6. Pudir 1 konsultasi mengenai pembuatan SK lulusan kepada 

Direktur  

7. Pudir I memeriksa dan menyetujui SK kelulusan dan diajukan ke 

Direktur 

8. Direktur menandatangani SK kelulusan 

9. BAAK menerima SK kelulusan kemudian memberikan nomor, 

tanggal dan menggandakannya 

10. BAAK mengedarkan SK kelulusan kepada mahasiswa 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Stauta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Buku Pedoman Akademik Akper Pemkab Ngawi  

8. Buku Pedoman Kurikulum Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

BAAK Pudir I 
Sub bidang 

kurikulum 
Direktur 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Sub bidang kurikulum 

menyerahkan daftar 

mahasiswa lulusan kepada 

pudir 1 

 

   Daftra nama 

mahasiswa  

1 hari  Draft nama 

mahasiswa  

Pudir I mengajukan 

permohonan penerbitan 

SK kelulusan kepada 

Direktur 

 

   Daftar nama 

mahiswa lulus  

1 hari  SK kelulusan  

Direktur memberikan 

disposisi pada lembar 

permohonan 

 

 

  Proposal 

permohonan  

1 hari  Lembar disposisi  

BAAK menerima lembar 

disposisi dan membuatnya 

    Lembar disposisi  1 hari  SK kelulusan  

Pudir 1 menerima lembar 

disposisi dan membuat SK 
 

   Lembar disposisi  1 hari SK kelulusan  

Pudir 1 konsultasi 

mengenai pembuatan SK 

lulusan kepada Direktur 

 

   Lembar SK  1 hari  Persetujuan SK 

Pudir I memeriksa dan 

menyetujui SK kelulusan 

dan diajukan ke Direktur 

 

   Lembar SK 1 hari  SK kelulusan  

3 

2 

1 

4 

5 

6 

7 
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Direktur menandatangani 

SK kelulusan 

 

 

  Lembar SK 1 hari  SK kelulusan 

BAAK menerima SK 

kelulusan kemudian 

memberikan nomor, 

tanggal dan 

menggandakannya 

 

 

  Lembar SK 1 hari  SK kelulusan  

BAAK mengedarkan SK 

kelulusan kepada 

mahasiswa 

 

 

  SK kelulusan 1 hari   

8 

9 

10 
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Tujuan Tujuan dari SOP ini adalah memberikan panduan dalam proses 

penerimaan dosen tetap pada Prodi D3 Akademi Keperawatan 

Pemkab Ngawi 

Ruang Lingkup Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup penerimaan dosen 

tetap pada Prodi D3 Akademi Keperawatan Pemkab Ngawi, 

meliputi : penerimaan lamaran, verifikasi berkas, wawancara 

dan pengangkatan 

Definisi Dosen tetap adalah dosen dosen yang bekerja penuh waktu,  

berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan 

tinggi tertentu, serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan 

pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) 

Rekrutmen dosen adalah salah satu manajemen kepegawaian 

dalam upaya  untuk memperoleh Calon dosen yang sesuai 

dengan formasi dan kompetensi  yang dibutuhkan 

Pelaksana Direktur Akper Pemkab Ngawi  

Pudir  2  

Sub Bagian Kepegawaian  

Pengguna Dosen 

Prosedur 1. Sub Bagian Kepegawaian  mengidentifikasi berdasarkan 

telaah Prodi 

2. Sub Bagian Kepegawaian  membuat pengumuman adanya 

formasi kebutuhan tenaga dosen tetap 

3. Calon dosen tetap melamar sesuai formasi yang diumumkan 

4. Sub Bagian Kepegawaian melakukan seleksi terhadap 

berkas yang telah masuk 

5. Calon tenaga dosen tetap yang dinyatakan lulus seleksi 

berkas administrasi menurut persetujuan Pudir 3dan 

Direktur akan dilanjutkan uji tulis, uji praktek, dan 

wawancara. 

Referensi  1. Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi 

2. UU No 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan 

3. PP no. 37 Tahun 2009 tentang Dosen 

4. Peraturan Kepegawaian Tahun 2017 
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No Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

Direktur Pudir 2 
Sub.Bag 

Kepegawaian 

Calon 

Dosen 

Kelengkapan  Waktu  Output  

1 Mengidentifikasi berdasarkan telaah 

Prodi 

  

 

 Hasil telaah 

prodi 

1 tahun Hasil telaah 

prodi 

2 Membuat pengumuman adanya 

formasi kebutuhan tenaga dosen 

    Kebutuhan 

dosen baru 

1 bulan Pengumuman 

kebutuhan 

dasar 

3 Calon dosen melamar sesuai formasi 

yang diumumkan 

   

 

Berkas lamaran 3 hari Berkas lamaran 

4 Melakukan seleksi terhadap berkas 

yang telah masuk 

  

 

 Berkas 

lamaran 

3hari Form seleksi 

pegawai baru 

5 Calon tenaga dosen yang dinyatakan 

lulus seleksi berkas administrasi 

menurut persetujuan Pembantu 

Direktur 3dan Direktur akan 

dilanjutkan uji tulis, uji praktek, dan 

wawancara 

    Rapat , 

notulensi 

7 hari Keputusan 

penerimaan 

dosen 

1 

3 

4 

2 

5 5 5 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENETAPAN DOSEN TETAP 
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Tujuan Tujuan dari SOP ini adalah memberikan panduan dalam proses 

penetapan status kepegaiwaian dari dosen tidak tetap menjadi 

dosen tetap di Akademi Keperawatan Pemkab Ngawi 

Ruang Lingkup Prosedur ini dilaksanakan dalam mengatur dan menjelaskan 

tahapan penetapan dosen tetap di Akademi Keperawatan 

Pemkab Ngawi. 

Definisi Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu, berstatus 

sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi 

tertentu, serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan 

pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) 

Pelaksana Direktur Akper Pemkab Ngawi  

Pudir 2 

Yayasan 

Sub Bagian Kepegawaian  

Pengguna Dosen 

Prosedur 1. Apabila lulus akan diusulkan ke Yayasan agar diterbitkan 

SK sebagai tenaga dosen. 

2. Calon tenaga dosen tersebut akan melalui masa magang 

selama 6 bulan yaitu 3 bulan di rimah sakit dan 3 bulan di 

institusi dengan gaji sesuai ketentuan yang berlaku. 

3.  Bagi calon tenaga dosen yang telah mengikuti masa 

orientasi dan percobaan dinyatakan telah  memenuhi kriteria 

evaluasi yang ditetapkan, diangkat sebagai pegawai kontrak 

selama 3(dua) tahun dan kepadanya diberikan Surat 

Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Yayasan.  

4. Setelah menjalani masa kontrak  selama 3(dua) tahun dan 

dinyatakan memenuhi kriteria evaluasi yang ditetapkan, 

dapat diangkat sebagai dosen tetap dan kepadanya diberikan 

Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Yayasan 

dengan gaji sesuai ketentuan yang berlaku. 

Referensi  1. Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi 

2. UU No 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan 

3. PP no. 37 Tahun 2009 tentang Dosen 

4. Peraturan Kepegawaian Tahun 2017 
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Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Yayasan Dosen  Kelengkapan  Waktu  Output  

Apabila lulus akan diusulkan ke Yayasan agar 

diterbitkan SK sebagai tenaga dosen. 

  Daftar nama 

calon tenaga 

dosen 

5 hari Penetapan 

kepegawaian 

Calon tenaga dosen tersebut akan melalui masa 

magang selama 6 bulan yaitu 3 bulan di rumah sakit 

dan 3 bulan di institusi dengan gaji sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

  

 

 

Standart 

kepegawaian 

5 hari SK 

Kepegawaian 

Diangkat sebagai pegawai kontrak selama 3(dua) tahun 

dan kepadanya diberikan Surat Keputusan (SK) yang 

dikeluarkan oleh Yayasan. 

 
 

 

Kualifikasi 1 hari Penetapan dan 

SK 

Diangkat sebagai dosen tetap dan kepadanya diberikan 

Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Yayasan 

dengan gaji sesuai ketentuan yang berlaku. 

  Kualifikasi 3 hari SK 

Kepegawaian 

1 

3 

2 

4 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PEREKRUTAN DOSEN TIDAK TETAP 
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Tujuan Tujuan dari SOP ini adalah memberikan panduan dalam proses 

penerimaan dosen tidak tetap di Akademi Keperawatan Pemkab 

Ngawi 

Ruang Lingkup Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup penerimaan dosen 

tidak tetap di Akademi Keperawatan Pemkab Ngawi, meliputi : 

penerimaan lamaran, verifikasi berkas, wawancara dan 

penerimaan 

Definisi Dosen tidak  tetap adalah dosen kontrak yang diangkat Pimpinan 

PT/Yayasan selama jangka waktu tertentu, mereka berhomebase 

di PT yang kontrak mereka, bekerja penuh atau tidak penuh 

waktu, padanya diberi NUPN (Nomor Urut Pengajar Nasional) 

Rekrutmen dosen adalah salah satu manajemen kepegawaian 

dalam upaya  untuk memperoleh Calon dosen yang sesuai 

dengan formasi dan kompetensi  yang dibutuhkan 

Pelaksana Direktur Akper Pemkab Ngawi  

Pudir 2 

Sub Bagian Kepegawaian  

Pengguna Dosen 

Prosedur 1. Sub Bagian Kepegawaian mengidentifikasi berdasarkan 

telaah Prodi 

2. Sub Bagian Kepegawaian  membuat pengumuman adanya 

formasi kebutuhan tenaga dosen tidak tetap 

3. Calon dosen tidak tetap melamar sesuai formasi yang 

diumumkan 

4. Sub Bagian Kepegawaian melakukan seleksi terhadap 

berkas yang telah masuk 

5. Calon tenaga dosen tidak tetap yang dinyatakan lulus seleksi 

berkas administrasi menurut persetujuan Pudir3dan Direktur 

akan diusulkan ke Yayasan agar diterbitkan SK sebagai 

calon tenaga dosen tidak tetap 

Referensi  1. Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi 

2. UU No 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan 

3. PP no. 37 Tahun 2009 tentang Dosen 

4. Peraturan Kepegawaian Tahun 2017 
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No Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu 

Baku 

 

Direktur Pudir 2 
Sub.Bag 

Kepegawaian 

Institusi 

Perguruan 

Tinggi 

Kelengkapan  Waktu  Output  

1 Mengidentifikasi berdasarkan telaah 

Prodi 

    Hasil 

telaah 

prodi 

1 tahun Hasil telaah 

prodi 

2 Kerjasama dengan Institusi 

Perguruan Tinggi yang dibutuhkan 

dan yang ber NIDN 

  

 

 Surat 

Kerjasama  

1 bulan Surat kerja 

sama  

3 Jawaban dari surat perguruan tinggi 

yang diminta digunakan dasar 

melakukan verifikasi dan kesediaan 

mengajar kepada dosen yang 

bersangkuran  

   

 

Berkas 

lamaran 

5 hari Berkas lamaran 

 

2 

1 

3 
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Tujuan Tujuan dari SOP ini adalah memberikan panduan dalam proses 

penetapan status kepegaiwaian dari dosen magang menjadi 

dosen tidak tetap di Akademi Keperawatan Pemkab Ngawi 

Ruang Lingkup Prosedur ini dilaksanakan dalam mengatur dan menjelaskan 

tahapan penetapan dosen tidak tetap di Akademi Keperawatan 

Pemkab Ngawi. 

Definisi Dosen tidak  tetap adalah dosen kontrak yang diangkat Pimpinan 

PT/Yayasan selama jangka waktu tertentu, mereka berhomebase 

di PT yang kontrak mereka, bekerja penuh atau tidak penuh 

waktu, padanya diberi NUPN (Nomor Urut Pengajar Nasional) 

Pelaksana Direktur Akper Pemkab Ngawi  

Pembantu direktur 2 

Bag. Kepegawaian 

Pengguna Dosen 

Prosedur 1. Apabila lulus akan diusulkan ke Yayasan agar diterbitkan 

SK sebagai tenaga dosen tidak tetap. 

2. Calon tenaga dosen tidak tetap tersebut akan melalui masa 

magang selama 6 bulan yaitu 3 bulan di rimah sakit dan 3 

bulan di institusi dengan gaji sesuai ketentuan yang berlaku. 

3.  Bagi calon tenaga dosen tidak tetap yang telah mengikuti 

masa orientasi dan percobaan dinyatakan telah  memenuhi 

kriteria evaluasi yang ditetapkan, diangkat sebagai pegawai 

kontrak selama 3(dua) tahun dan kepadanya diberikan Surat 

Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Yayasan.  

4. Setelah menjalani masa kontrak  selama 3(dua) tahun dan 

dinyatakan memenuhi kriteria evaluasi yang ditetapkan, 

dapat diangkat sebagai dosen tidak tetap dan kepadanya 

diberikan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh 

Yayasan dengan gaji sesuai ketentuan yang berlaku. 

Referensi  1. Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi 

2. UU No 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan 

3. PP no. 37 Tahun 2009 tentang Dosen 

4. Peraturan Kepegawaian Tahun 2017 
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Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Yayasan Dosen  Kelengkapan  Waktu  Output  

Apabila lulus akan diusulkan ke Yayasan agar 

diterbitkan SK sebagai tenaga dosen tidak tetap. 

  Daftar nama 

calon tenaga 

dosen 

5 hari  Penetapan 

kepegawaian 

Diangkat sebagai dosen tidak tetap dan 

kepadanya diberikan Surat Keputusan (SK) 

yang dikeluarkan oleh Yayasan dengan gaji 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

  SK dosen 

tidak tetap 

1 hari  SK 

Kepegawaian 

1 

2 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

TUGAS BELAJAR (TUBEL) DAN  

IJIN BELAJAR (IBEL) DOSEN 
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Tujuan Tujuan dari SOP ini adalah menjelaskan prosedur pengajuan 

pelaksanaan Tugas Belajar / Ijin Belajar 

Ruang Lingkup Pengajuan hingga diterbitkannya surat ijin Tugas Belajar / Ijin 

Belajar 

Definisi 1. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan 

keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi 

dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang 

bersangkutan.  

2. Tugas belajar adalah mengikuti sekolah formal untuk 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya 

ditanggung institusi 

3. Izin belajar adalah mengikuti sekolah formal untuk 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya 

sendiri dilakukan diluar jam kantor dan tidak mengganggu 

tugas pekerjaan sehari - hari 

Pelaksana Direktur Akper Pemkab Ngawi 

Pudir 2 

Sub.Bag kepegawaian 

Biro Kepegawaian Pusat   

Pengguna Dosen 

Prosedur 1. Pengajuan Permohonan dan Berkas Usulan Permohonan 

Studi sebanyak 3(dua) rangkap; 

 - Arsip Subbag kepegawaian 

 - Biro Kepegawaian Pusat   

2. Melampirkan lembar disposisi di subbag kepegawaian;  

3.  Proses Disposisi Direktur;  

4.  Sub Bag kepegawaian menerima Berkas Persyaratan Usul 

Tugas Belajar / Izin Belajar :  

a. Meneliti kembali kelengkapan berkas usulan;  

b. Membuat Surat Pengantar usul  

5. Pelaksana Bag kepegawaian membuat surat pengantar usul 

Tugas Belajar/Izin Belajar sesuai Disposisi Direktur 

6. Proses penandatanganan Surat Pengantar Usul 

7. Proses Penomoran surat pengantar usul pada Sub Bagian 

Tata usaha 

8. Pelaksana Bag Kepegawaian :  

a. Mengarsipkan Berkas Usul;  

b. Mendistribusikan Berkas Usul kepada Subbag Tata 

Usaha; 

9. Subbag Tata Usaha Mengekspedisikan Berkas sesuai tujuan 

surat; Proses Pembuatan SK Tugas Belajar dan Izin Belajar 

di Biro Kepegawaian Pusat 

10. SK Tugas belajar/Izin belajar di terbitkan oleh Sekretaris 

Jenderal melalui Biro Kepegawaian Pusat; 

11. Lembaga menerima SK Tugas Belajar/Izin Belajar; 

Melampirkan lembar disposisi di Subag TU;  Proses 

Disposisi direktur; subbag kepegawaian Menerima Disposisi 

direktur beserta SK 

12. Pelaksana bag kepegawaian :  

a. Mengarsipkan SK;  

b. Mendistribusikan SK kepada Bagian Keuangan;  

c. Mendistribusikan SK kepada Subbag Tata Usaha; 

13. Subbag Tata Usaha Mendistribusikan SK kepada dosen yang 

bersangkutan 

Referensi  1. Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar 
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Nasional Perguruan Tinggi 

2. UU No 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan 

3. PP no. 37 Tahun 2009 tentang Dosen 

4. Peraturan kepegawaian 2017 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat   Mutu Baku  

Direktur Sub Bagian 

Kepegawaian  

Dosen  Kelengkapan Waktu Output 

Pengajuan Permohonan dan Berkas 

Usulan Permohonan Studi sebanyak 

3(dua) rangkap 

 

  Surat 

permohonan  

3hari  Surat 

permohonan  

Melampirkan lembar disposisi di 

Sub Bagian Kepegawaian 

  
 

Lembar 

disposisi  

1 hari  Lembar 

disposisi 

Proses Disposisi Direktur    Lembar 

disposisi 

1 hari Surat usul 

tugas belajar 

Sub Bag kepegawaian menerima 

Berkas Persyaratan Usul Tugas 

Belajar / Izin Belajar 

  

 

Berkas 

persyaratan  

1 hari  Berkas 

persyaratan  

Pelaksana Bag kepegawaian 

membuat surat pengantar usul Tugas 

Belajar/Izin Belajar sesuai Disposisi 

Direktur 

 

 

 

Surat pengantar  3hari  Surat 

pengantar  

Proses penandatanganan Surat 

Pengantar Usul 

  
 

Surat pengantar 1 hari  Surat 

pengantar  

Proses Penomoran surat pengantar 

usul pada Sub Bagian Tata usaha 

  

 

Surat pengantar  1 hari  Penomoran 

surat 

pengantar  
 

1 

3 

2 

4 

5 

6 

1 

7 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENGURUSAN SERTIFIKASI  

DOSEN TETAP 
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Tujuan Tujuan dari SOP ini adalah untuk :   

1. melakukan pemrosesan setifikasi dosen;  

2. memberikan penghargaan terhadap profesi dosen;  

3. memberikan tunjangan profesi dosen sesuai dengan 

ketentuan;  

4. mendorong peningkatan karir dosen; 

Ruang Lingkup Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup proses sertifikasi dosen 

hingga memperoleh sertifikat pendidik 

Definisi 1. Sertifikasi Dosen yang dimaksud dalam manual prosedur 

ini adalah pemberian tunjangan profesi dosen (PNS)  dan 

tunjangan kehormatan Guru Besar sesuai dengan ketentuan  

2. Dosen yang berhak mengajukan sertifikasi dosen adalah 

dosen tetap (PNS) aktif di lingkungan Fakultas Ilmu 

Budaya UB, serta memenuhi syarat sesuai dengan 

ketentuan 

Pelaksana Dosen 

Pengguna Dosen 

Prosedur 1. Kemenristek Dikti memberitahukan calon serdos secara 

online melalui situs web PDPT ke Perguruan Tinggi 

2. Perguruan Tinggi melakukan proses validasi data dan 

mengusulkan ke Kemenristek Dikti 

3. Kemenristek Dikti melakukan rangking data menetapkan 

jumlah dan nama-nama calon dosen serdos 

4. PT-Pegususl membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) 

di tingkat PT- pengusul 

5. Panitia serdos mengunduh data dari situs web serdos 

Kemenristek Dikti 

6. Panitia serdos di PT-Pengusul melakukan verifikasi dan 

validasi data 

7. Panitia serdos PT- Pengusul melakukan mengirim data ke 

Kemenristek Dikti 

8. Kemenristek Dikti melakukan verifikasi data kepangkatan 

berdasarkan data SK dari PT 

9. Kemenristek Dikti memberikan akun pada masing-masing 

dosen yang bersangkutan 

10. Dosen yang bersangkutan menyusun deskripsi diri, 

mengupload deskripsi diri dan dokumen lain (portofolio) 

11. Atasan, sejawat dan mahasiswa melakukan penilaian dosen 

yang bersangkutan pada laman serdos.dikti.go.id melalui 

akun masing-masing 

12. Kemenristek Dikti melalui asesor yang ditunjuk 

melakukan penilaian portofolio dosen yang bersangkutan 

13. Kemenristek Dikti mengumumkan dosen yang lolos 

seleksi/evaluasi serdos 

14. Kemenristek Dikti menyampaikan Sertifikat Pendidik 

(serdik) kepada dosen yang bersangkutan yang lolos 

seleksi/evaluasi serdos 

15. PT pengusul memasukkan nama-nama dosen yang telah 

menerima serdik pada dokumen Pernyataan 

Pertanggungjawaban Mutlak 

16. PT pengusul mendokumentasikan serdik di data personal 

masing-masing dosen dan melakukan update data di PDPT 

dan sistem informasi kepegawaian 

17. Selesai 
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Referensi  1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2013 tentang jabatan 

Akademik Dosen 

2. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 

48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada 

Perguruan Tinggi.  

3. Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos) 

Terintegrasi; Buku 1 – Naskah akademik, 2015, Dirjen 

Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

4. Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos) 

Terintegrasi; Buku 3– Naskah akademik, 2015, Dirjen 

Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

5. Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos) 

Terintegrasi; Buku 3 – Naskah akademik, 2015, Dirjen 

Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

5. Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi 

6. UU No 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan 

7. PP no. 37 Tahun 2009 tentang Dosen 

8. Peraturan Kepegawaian Tahun 2017 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

Kemenristek 

Dikti 

Admin 

Perguruan 

Tinggi 

Panitia 

Serdos 

Dosen yang 

bersangkutan 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Kemenristek Dikti memberitahukan calon 

serdos secara online melalui situs web 

PDPT ke Perguruan Tinggi 

  

 

 Daftar 

calon 

serdos 

1 hari Daftar 

calon 

serdos 

Perguruan Tinggi melakukan proses 

validasi data dan mengusulkan ke 

Kemenristek Dikti 

  

 
 

 Draft 

daftar 

calon 

serdos 

3 hari Validasi 

data 

Kemenristek Dikti melakukan rangking 

data menetapkan jumlah dan nama-nama 

calon dosen serdos 

 

 

  

 

Draft daftar 

calon serdos 

3hari Perangkingan 

data dan 

jumlah, nama 

calon dosen 

serdos 

PT-Pengusul membentuk Panitia 

Sertifikasi Dosen (PSD) di tingkat PT- 

pengusul 

    Daftar 

nama 

panitia 

1 hari Panitia 

serifikasi 

dosen 

Panitia serdos mengunduh data dari situs 

web serdos Kemenristek Dikti 
  

 

 

 Data 1 hari Data 

serdos 

Panitia serdos di PT-Pengusul melakukan 

verifikasi dan validasi data 

   
 

Data 3hari Validasi data 

Panitia serdos PT- Pengusul melakukan 

mengirim data ke Kemenristek Dikti 

   

 
 

Data 1 hari Pengiriman 

data ke 

Kemenristek 

Dikti 

6 

5 

3 

1 

2 

4 

7 
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Kemenristek Dikti melakukan verifikasi 

data kepangkatan berdasarkan data SK 

dari PT 

 

 

  

 

SK PT 3 hari  Verifikasi 

data 

kepangkatan  

Kemenristek Dikti memberikan akun 

pada masing-masing dosen yang 

bersangkutan 

  

 

 

 

Akun 

masing-

masing dosen  

1 hari  Aktifasi akun 

dosen  

Dosen yang bersangkutan menyusun 

deskripsi diri, mengupload deskripsi diri 

dan dokumen lain (portofolio) 

  

 

 

 

Portofolio 

dan dokumen  

1 hari  Upload 

deskripsi 

diri/portofolio 

Atasan, sejawat dan mahasiswa 

melakukan penilaian dosen yang 

bersangkutan pada laman 

serdos.dikti.go.id melalui akun masing-

masing 

  

 

 

 

 

 1 hari  Penilaian 

dosen  

Kemenristek Dikti melalui asesor yang 

ditunjuk melakukan penilaian portofolio 

dosen yang bersangkutan 

 

 

 

 

 Portofolio  3hari  Penilaian 

dosen oleh 

kemenristek 

dikti 

Kemenristek Dikti mengumumkan dosen 

yang lolos seleksi/evaluasi serdos 

 

    

Penilaian 

dosen  

1 hari  Pengumuman 

dosen yang 

lolos  

Kemenristek Dikti menyampaikan 

Sertifikat Pendidik (serdik) kepada dosen 

yang bersangkutan yang lolos 

seleksi/evaluasi serdos 

 

 
   

Sertifikat  

Pendidik  

1 hari  Sertifikat 

pendidik 

PT pengusul memasukkan nama-nama 

dosen yang telah menerima serdik pada 

dokumen Pernyataan 

Pertanggungjawaban Mutlak 

  

 
  

Daftar nama 

dosen  

1 hari  Penginputan 

nama dosen  

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

9 

12 
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PT pengusul mendokumentasikan serdik 

di data personal masing-masing dosen 

dan melakukan update data di PDPT dan 

sistem informasi kepegawaian 

 

 

  

Dokumentasi  1 hari  Dokumentasi 

 

16 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENGEMBANGAN KOMPETENSI  

DOSEN 
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Tujuan SOP ini bertujuan memberikan penjelasan tentang:  

1.  Prosedur tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pengembangan karir tenaga dosen dan tenaga kependidikan 

dalam lingkungan Akademi Keperawatan Pemkab Ngawi 

2. Pelaksanaan/implementasi pengembangan karir tenaga 

dosen dan tenaga kependidikan dalam lingkungan Akademi 

Keperawatan Pemkab Ngawi 

Ruang Lingkup 1. Mekanisme yang diterapkan dalam tahapan program 

pengembangan karir tenaga dosen di Akademi Keperawatan 

Pemkab Ngawi 

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam tahapan program 

pengembangan karir tenaga dosen di Akademi Keperawatan 

Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Kompetensi adalah kemampuan dan keahlian khusus yang 

wajib dimiliki oleh dosen yang sesuai dengan disiplin ilmu 

dan perkembangan kebutuhan pasar. 

2. Pengembangan karir dosen dilaksanakan untuk memberi 

peluang pendidikan lanjutan ke program kualifikasi Strata 

3(S2) atau Strata 3 (S3) dan pelatihan kependidikan untuk  

mencapai kemahiran dan kecakapan melaksanakan tugas 

tridarma perguruan tinggi. 

Pelaksana Direktur Akper Pemkab Ngawi  

Pembantu direktur 3 

Pengguna Dosen 

Prosedur A. Pengembangan formal 

1. Dosen tetap mengajukan usulan ke pudir 3untuk 

melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi  

2. Pudir 3meneruskan ke Direktur 

3. Direktur menyetujui bahwa dosen tersebut bisa 

melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi 

B. Pengembangan non formal 

1. Dosen mengajukan usulan ke Pudir 3untuk mengikuti 

pelatihan, seminar atau workshop 

2. Pudir 3meneruskan ke Direktur 

3. Direktur menyetujui bahwa dosen tersebut bisa mengikuti 

pelatihan, seminar atau workshop 

Referensi  1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

2. Undang-Undang Nomor 13Tahun 2013tentang Pendidikan 

Tinggi  

3. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman 

Pemberian Tugas Belajar Bagi   Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Negeri Sipil 

di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional  

4. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 

Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar. 

5. Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi 

6. UU No 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan 

7. PP no. 37 Tahun 2009 tentang Dosen 

8. Peraturan Kepegawaian Tahun 2017 
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Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Direktur Pudir 2 Dosen Kelengkapan  Waktu  Output  

Dosen tetap mengajukan usulan ke pudir 3untuk 

melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi 

 
 

 

 Draft usulan 1 hari Pengajuan 

melanjutkan 

sekolah 

Pudir 3meneruskan ke Direktur 
 

 

 
 

Draft usulan 3hari Persetujuan 

direktur 

Direktur menyetujui bahwa dosen tersebut bisa 

melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi 

 
 

 

 Lembar 

persetujuan 

1 hari SK 

 

 

Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

Direktur Pudir 2 Dosen Kelengkapan  Waktu  Output  

Dosen mengajukan usulan ke Pudir 3untuk 

mengikuti pelatihan, seminar atau workshop 

 
 

 

 Draft usulan 1 hari Pengajuan 

mengikuti 

seminar atau 

workshop 

Pudir 3meneruskan ke Direktur  
 

 
 

Draft usulan 1 hari Persetujuan 

direktur 

Direktur menyetujui bahwa dosen tersebut bisa 

mengikuti pelatihan, seminar atau workshop 

 
 

 

 Lembar 

persetujuan 

1 hari SK 

 

1 

2 

2 

1 

2 

2 
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Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai :   

1. Prosedur pengurusan jabatan/pangkat dosen Akademi 

Keperawatan Pemkab Ngawi 

2. Persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan 

jabatan/pangkat dosen  Akademi Keperawatan Pemkab 

Ngawi 

3. Waktu yang diperlukan dalam pengurusan jabatan/pangkat 

dosen Akademi Keperawatan Pemkab Ngawi 

Ruang Lingkup Prosedur ini meliputi :   

1. Tata cara dalam pengurusan jabatan/pangkat dosen   

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan jabatan/pangkat 

dosen. 

Definisi 1. Jabatan Fungsional/Akademik Dosen adalah kedudukan 

yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 

hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi 

yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian 

tertentu serta bersifat mandiri; 

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan 

tugas utam mentransformasikan, mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

3. SK Pemberian Tunjangan Jabatan adalah Surat Keputusan 

Pemberian Tunjangan Fungsional bagi Pegawai Negeri 

Sipil beradasarkan jenjang jabatan fungsional yang 

didudukinya dan besarannya sesuai dengan Peraturan 

Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan 

Dosen. 

Pelaksana Direktur Akper Pemkab Ngawi  

Ketua Program Studi 

Sub Bag. Kepegawaian 

Pengguna Dosen 

Prosedur 1.  Sub.bid.Kepegawaian menyeleksi dosen tetap yang layak 

diurus jabatan fungsionalnya 

2. Dosen yang terseleksi menyerahkan berkas yang dibutuhkan 

ke Sub.bid.Kepegawaian 

3. Sub.bid.Kepegawaian menseleksi berkas tersebut.  

4. Dosen yang bersangkutan mengajukan surat permohonan 

yang dilengkapi dengan berbagai dokumen persyaratan  

5. Sub.bid.Kepegawaian mengajukan surat permohonan untuk 

pengurusan atau kenaikan jabatan fungsional untuk dosen 

yang bersangkutan ke senat Prodi D3 

6.  Sub.bid.Kepegawaian menyerahkan berkas dosen yang akan 

diurus Jabatan fungsional ke Prodi  

7. Prodi memanggil dosen yang bersangkutan untuk hadir pada 

rapat senat akademik  

8. Senat membuat berita Acara penyusunan dosen yang 

bersangkutan  

9. Berkas serta berita acara diserahkan kembali ke 

Sub.bid.Kepegawaian  

10. Sub.bid.Kepegawaian memproses berkas dosen yang 

bersangkutan ke kopertis wilayah 7 

11.  Berkas tersebut di proses dikopertis. SK terbit dari kopertis 

dan disampaikan ke Prodi. 
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Referensi  1. Buku Pedoman Angka Kredit (Keputusan 

Menkowasbangpan No.38/Kep/MK.WASPAN/8/1999)   

2. Peraturan Pemerintah No.13Tahun 2002. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

4. Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi 

5. UU No 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan 

6. PP no. 37 Tahun 2009 tentang Dosen 

7. Peraturan Kepegawaian Tahun 2017 
 



  205   

 

No Kegiatan Pihak yang terlibat  Mutu 

Baku 

 

Biro 

SDM 

Dosen Senat Prodi Kopertis Kelengkapan Waktu Output 

1 Biro SDM menyeleksi dosen tetap 

yang layak diurus jabatan 

fungsionalnya 

  

   

Kualifikasi 1 bulan Seleksi 

dosen 

jabatan 

fungsional 
2 Dosen yang terseleksi menyerahkan 

berkas yang dibutuhkan ke divisi Biro 

SDM 

 

    
Berkas   Seleksi 

berkas 

3 Biro SDM menseleksi berkas tersebut.   

  

Berkas  1 hari  Selesi dosen 

jabatan 

fungsional 
4 Dosen yang bersangkutan mengajukan 

surat permohonan yang dilengkapi 

dengan berbagai dokumen persyaratan 

  

  

Surat 

permohonan 

dan berkas 

persyaratan  

1 hari   

5 Biro SDM mengajukan surat 

permohonan untuk pengurusan atau 

kenaikan jabatan fungsional untuk 

dosen yang bersangkutan ke senat 

Prodi D3 

 

 
 

 

 
 

Surat 

permohonan  

1 hari  Kenaikan 

jabatan 

fungsional  

6 Biro SDM menyerahkan berkas dosen 

yang akan diurus Jabatan fungsional 

ke Prodi 
  

 

  

Berkas  1 hari  Kenaikan 

jabatan 

fungsional  
7 Prodi memanggil dosen yang 

bersangkutan untuk hadir pada rapat 

senat akademik 
  

 

  
Daftar dosen  1 hari  Hasil rapat  

8 Senat membuat berita Acara 

penyusunan dosen yang bersangkutan   
 

 
Daftar susunan 

dosen  

1 hari  Berita susunan 

dosen  

1 

2 

8 

5 

2 

4 

5 

6 

7 

1 

3 
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9 Berkas serta berita acara diserahkan 

kembali ke biro SDM 
 

 
 

 

 

Berkas  1 hari  Penerimaan 

dosen tetap 

jabatan 

fungsional  
10 Biro SDM memproses berkas dosen 

yang bersangkutan ke kopertis 

wilayah 7 
    

 

Daftar dosen 

dan berkas  

3hari  Pemrosesan 

berkas kopertis 

wilayah 7 
11 Berkas tersebut di proses dikopertis l. 

SK terbit dari kopertis dan 

disampaikan ke Prodi. 
   

 Berkas 

persyaratan  

 SK dari 

kopertis  

10 

9 

10 

11 
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Tujuan Tujuan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS (Dosen Tetap 

Yayasan) : 

1. Dasar untuk menentukan besarnya pembayaran tunjangan 

profesi dosen 

2. Perlakuan yang sama antara dosen bukan PNS dengan dosen 

PNS 

3. Penetapan masa kerja dalam jabatan 

Ruang Lingkup Prosedur ini dilaksanakan dalam proses pengurusan inpassing 

dosen tetap di Akademi Keperawatan Pemkab Ngawi 

Definisi Inpassing adalah Penyetaraan pangkat yang diberikan kepada 

dosen yang bukan PNS yang telah memiliki Jenjang Jabatan 

akademik (JJA) sesuai dengan kepangkatan di PNS. 

Pelaksana Sub.Bag. Kepegawaian 

Direktur Akper Pemkab Ngawi  

Dosen 

Pengguna Dosen 

Prosedur 1. Menerima disposisi/berkas usul penetapan/kenaikan pangkat 

inpassing 

2. Menginput data pengusul 

3. Memeriksa kelengkapan berkas inpassing 

4. Memverifikasi berkas usul yang memenuhi syarat/tidak 

memenuhi syarat 

5. Membuat konsep SK inpassing 

6. Mengoreksi dan meneliti konsep SK yang telah dibuat 

7. Membuat SK inpassing 

8. Menandatangani SK Penetapan/Kenaikan Pangkat Inpassing 

9. Mengambil nomor surat 

10. Menggandakan SK yang telah ditandatangan 

11. Distribusi ke pengusul 

Referensi  1. Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang RI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen 

3. Peraturan Pemerintah RI No.37 tahun 2009 tentang Dosen 

4. Keputusan Menteri Agama No. 155 tahun 2004 tentang 

Kopertis 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 tahun 

2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen bukan PNS 

Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan 

Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan 

pangkat Pegawai Negeri Sipil 

6. Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi 

7. UU No 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan 

8. PP no. 37 Tahun 2009 tentang Dosen 

9. Peraturan Kepegawaian Tahun 2017 
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Kegiatan Pihak yang terlibat  Mutu Baku   
Staf Adm 

ketenagaan 

LL 

DIKTI 

Direktur Dosen Kelengkapan  Waktu  Output  

Menerima disposisi/berkas usul 

penetapan/kenaikan pangkat 

inpassing 

  

 

 Berkas usulan 3hari Draft berkas 

usulan 

Menginput data pengusul 

 

  
 

 Draft berkas 

pengusul 

1 hari Input data 

pengusul 

Memeriksa kelengkapan berkas 

inpassing 

   
 

Berkas inpassing 1 hari Berkas inspassing 

Memverifikasi berkas usul yang 

memenuhi syarat/tidak memenuhi 

syarat 

  

 

 Berkas 

inpassing 

3 hari Verifikasi 

berkas 

Membuat konsep SK inpassing    
 Konsep SK 

inpassing 

4 hari Konsep SK 

inpassing 

Mengoreksi dan meneliti konsep 

SK yang telah dibuat 
 

  
  

Konsep SK 

inpassing 

1 hari Revisi konsep SK 

Membuat SK inpassing 
  

  
Konsep SK yang 

sudah ditetapkan 

3hari Membuat SK 

inpassing 

Menandatangani SK 

Penetapan/Kenaikan Pangkat 

Inpassing 

  

  

SK inpassing 1 hari Tandatangan SK 

inpassing 

Mengambil nomor surat 
  

  
SK inpassing 1 hari Pengambilan 

nomor surat 

Menggandakan SK yang telah 

ditandatangan 

  

  
SK inpassing 1 hari  

Distribusi ke pengusul 
  

  
SK inpassing 3hari Pendistribusian 

ke pengusul 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

6 

7 

8 9 

10

11 

12 12 
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Tujuan Menetapkan beban sks kepada dosen tetap    

Ruang 

Lingkup 

SOP  penetapan beban sks dosen tetap digunakan untuk dosen 

tetap dan seluruh mahasiswa D3 Keperawatan  
 

Definisi SKS  atau sering disebut satuan kredit semester yang biasanya 

digunakan oleh perguruan tinggi untuk memilih mata kuliah 

yang akan di ambil  

Pelaksana Direktur, pudir 2 

Pengguna Dosen 

Mahasiswa  

Prosedur 1. Kemenristek Dikti mengeluarkan aturan penetapan beban 

SKS untuk dosen tetap  

2. Kopertis menerima surat edaran dan diteruskan ke Akper 

Pemkab Ngawi  

3. Direktur Akper Pemkab Ngawi berkoordinasi dengan pudir 1 

untuk menetapkan beban sks pada dosen tetap  

4. Pudir 1 mengadakan rapat dengan dosen untuk membahas 

SKS yang akan di terima  

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Kepegawaian Akper Pemkab Ngawi 2017 
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Kegiatan Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

Kemenristek 

Dikti 

Kopertis Direktur Pudir 1 Kelengkapan Waktu Output 

Kemenristek Dikti mengeluarkan aturan 

penetapan beban SKS untuk dosen tetap  

    Peraturan 

beban SKS  

3hari  Peraturan 

beban SKS 

Kopertis menerima surat edaran dan 

diteruskan ke Akper Pemkab Ngawi  

    Surat edaran 1 hari  Surat edaran  

Direktur Akper Pemkab Ngawi berkoordinasi 

dengan pudir 3untuk menetapkan beban sks 

pada dosen tetap  

    Draft beban 

sks 

1 hari  Draft beban 

sks  

Pudir 1 mengadakan rapat dengan dosen 

untuk membahas SKS yang akan di terima  

  

 

  Notulen  1 hari  Dokumentasi 

hasil rapat 

beban SKS  

 

1 

2 

4 

3 
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Tujuan Menetapkan beban sks kepada dosen tetap    

Ruang Lingkup SOP  penetapan beban sks dosen tetap digunakan untuk dosen 

tetap dan seluruh mahasiswa D3 Keperawatan  
 

Definisi SKS  atau sering disebut satuan kredit semester yang biasanya 

digunakan oleh perguruan tinggi untuk memilih mata kuliah yang 

akan di ambil  

Pelaksana Direktur, pudir 1 

Pengguna Dosen 

Mahasiswa  

Prosedur 1. Kemenristek Dikti mengeluarkan aturan penetapan beban 

SKS untuk dosen tidak tetap  

2. Kopertis menerima surat edaran dan diteruskan ke Akper 

Pemkab Ngawi  

3. Direktur Akper Pemkab Ngawi berkoordinasi dengan pudir 1 

untuk menetapkan beban sks pada dosen tidak tetap  

4. Pudir 1 mengadakan rapat dengan dosen untuk membahas 

SKS yang akan di terima  

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Kepegawaian Akper Pemkab Ngawi 2017 
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Kegiatan Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Kemenristek 

Dikti   

Kopertis  Direktur Pudir 1 Kelengkapan  Waktu  Output  

Kemenristek Dikti mengeluarkan aturan 

penetapan beban SKS untuk dosen tidak tetap  

    Peraturan 

beban 

SKS 

3hari Peraturan 

beban SKS 

Kopertis menerima surat edaran dan diteruskan 

ke Akper Pemkab Ngawi  

    Surat 

edaran 

1 hari Surat edaran 

Direktur Akper Pemkab Ngawi berkoordinasi 

dengan pudir 1 untuk menetapkan beban sks 

pada dosen tidak tetap  

    Draft 

beban 

sks 

1 hari Draft beban 

sks 

Pudir 1 mengadakan rapat dengan dosen untuk 

membahas SKS yang akan di terima  

  

 

  Notulen 1 hari Dokumentasi 

hasil rapat 

beban SKS 

1 

2 

4 

3 
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Tujuan Menetapkan tata cara kegiatan perekrutan tenaga perpustakaan 

Ruang Lingkup SOP perekrutan tenaga perpustakaan digunakan untuk dosen dan 

seluruh mahasiswa D3 Keperawatan  
Definisi Perpustakaan merupakan tempat koleksi buku yang dibiayai dan 

dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi  

Pelaksana 1. Direktur  

2. Pudir II 

3. Sub Kepegawaian  

Pengguna Calon pegawai perpustakaan  

Prosedur 1. Sub bidang kepegawaian mengidentifikasi kebutuhan tenaga 

kependidikan  

2. Setelah dilakukan identifikasi selanjutnya sub bidang 

kepegawaian mengajukan draft usulan pemenuhan tenaga 

kependidikan ke Pudir II 

3. Setelah diajukan ke Pudir II melakukan usulan ke direktur 

untuk diseleksi  

4. Setelah hasil seleksi menyatakan di terima kemudian direktur 

menyetujui perekrutan tenaga kependidikan 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Kepegawaian Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

Sub bidang 

kepegawaian 

Pudir II Direktur Kelengkapan  Waktu  Output  

Sub bidang kepegawaian mengidentifikasi 

kebutuhan pegawai perpustakaan 

   Daftar  kebutuhan 

pegawai 

3 hari Daftar 

kebutuhan 

pegawai 

Setelah dilakukan identifikasi selanjutnya sub 

bidang kepegawaian mengajukan draft usulan 

pemenuhan pegawai perpustakaan ke Pudir II 

   Draft usulan 

kebutuhan 

pegawai 

perpustakaan 

3hari Pengajuan ke 

pudir II 

Setelah diajukan ke Pudir II melakukan usulan ke 

direktur untuk diseleksi 

   Draft usulan 1 hari SK perekrutan 

pegawai 

perpustakaan 

Setelah hasil seleksi menyatakan di terima 

kemudian direktur menyetujui perekrutan pegawai 

perpustakaan 

  

 

 SK perekrutan 

pegawai 

perpustakaan 

1 hari Perekrutan 

pegawai 

perpustakaan 

1 

2 

3 

4 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PEREKRUTAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
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Tujuan Menetapkan tata cara kegiatan perekrutan tenaga administrasi  

Ruang Lingkup SOP  perekrutan tenaga administrasi digunakan untuk dosen dan 

seluruh mahasiswa D3 Keperawatan  
Definisi Administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan 

pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan 

mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Pelaksana 1. Direktur  

2. Pudir II 

3. Sub Kepegawaian 

Pengguna Calon Laboran 

Prosedur 1. Sub bidang kepegawaian mengidentifikasi kebutuhan 

tenaga kependidikan 

2. Setelah dilakukan identifikasi selanjutnya sub bidang 

kepegawaian mengajukan draft usulan pemenuhan tenaga 

kependidikan ke Pudir II 

3. Setelah diajukan ke Pudir II melakukan usulan ke direktur 

untuk diseleksi  

4. Setelah hasil seleksi menyatakan di terima kemudian 

direktur menyetujui perekrutan tenaga kependidikan 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Kepegawaian Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Sub bidang 

kepegawaian 
Pudir II Direktur 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Sub bidang kepegawaian mengidentifikasi 

kebutuhan pegawai laboran 

   Kualifikasi  3 hari Kebutuhan 

pegawai 

laboran 

Setelah dilakukan identifikasi selanjutnya sub 

bidang kepegawaian mengajukan draft usulan 

pemenuhan pegawai laboran ke pudir II 

   Draft usulan 1 hari SK 

kebutuhan 

pegawai 

laboran 

Setelah diajukan ke Pudir II melakukan usulan 

ke direktur untuk diseleksi  

   Kualifikasi 1 hari Kebutuhan 

pegawai 

laboran 

Setelah hasil seleksi menyatakan di terima 

kemudian direktur menyetujui perekrutan 

pegawai laboran 

  

 

 SK 

kebutuhan 

pegawai 

laboran 

1 hari Penerimaan 

pegawai 

laboran 

1 

2 

3 

4 
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Tujuan Menetapkan tata cara kegiatan perekrutan tenaga administrasi  

Ruang Lingkup SOP  perekrutan tenaga administrasi digunakan untuk dosen dan 

seluruh mahasiswa D3 Keperawatan  
Definisi Pegawai administrasi adalah pekerja yang bertugas mengurus 

segala kegiatan kantor institusi, mengelola data dan dokumen    

Pelaksana 1. Direktur  

2. Pudir II 

3. Sub Kepegawaian 

Pengguna Calon pegawai administrasi 

Prosedur 1. Sub bidang kepegawaian mengidentifikasi kebutuhan tenaga 

kependidikan 

2. Setelah dilakukan identifikasi selanjutnya sub bidang 

kepegawaian mengajukan draft usulan pemenuhan tenaga 

kependidikan ke Pudir II 

3. Setelah diajukan ke Pudir II melakukan usulan ke direktur 

untuk diseleksi  

4. Setelah hasil seleksi menyatakan di terima kemudian direktur 

menyetujui perekrutan tenaga kependidikan  

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Kepegawaian Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Sub bidang 

kepegawaian 

Pudir II Direktur Kelengkapan  Waktu  Output  

Sub bidang kepegawaian mengidentifikasi 

kebutuhan pegawai administrasi  

   Kualifikasi 3 hari Kebutuhan 

pegawai 

administrasi  

Setelah dilakukan identifikasi selanjutnya sub 

bidang kepegawaian mengajukan draft usulan 

pemenuhan pegawai administrasi ke Pudir II 

   Draft 

usulan 

1 hari SK 

kebutuhan 

pegawai 

administrasi  

Setelah diajukan ke Pudir II melakukan usulan 

ke direktur untuk diseleksi  

   Kualifikasi 1 hari Kebutuhan 

pegawai 

laboran 

Setelah hasil seleksi menyatakan di terima 

kemudian direktur menyetujui perekrutan 

pegawai administrasi 

  

 

 SK 

kebutuhan 

pegawai 

administrasi 

1 hari Penerimaan 

pegawai 

administrasi 

 

1 

2 

3 

4 
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PROSEDUR PENGADAAN  
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Tujuan Tujuan dari SOP ini adalah : 

1. Menjamin bahwa proses pengadaan bahan pustaka berjalan 

dengan baik dan lancar  

2. Menjamin tersedianya bahan pustaka yang dibutuhkan  

3. Menjamin terpatuhinya aturan penggunaan anggaran untuk 

pengadaan bahan pustaka 

Ruang Lingkup SOP ini digunakan di lingkungan Akper Pemkab Ngawi   

Definisi 4. Prosedur Pengadaan Bahan Pustaka merupakan  kegiatan 

pengadaan bahan pustaka yang melibatkan Program Studi 

dan UPT Perpustakaan 

5. Hasil dari Pengadaan berupa bahan pustaka yang dikelola 

oleh UPT Perpustakaan untuk dilayankan bagi sivitas 

akademika 

Pelaksana 1. Direktur  

2. Ka UPT 

3. Sub bid keuangan 

4. Petugas Perpustakaan 

Pengguna 1. Dosen  

2. Mahasiswa 

Prosedur 6. Staf Perpustakaan melakukan seleksi dan mencari buku 

untuk buku yang belum dimiliki perpustakaan dan 

menambah eksempar untuk buku yang jumlahnya masih 

kurang 

7. Staf Perpustakan menerima usulan judul buku dari dosen 

mata kuliah 

8. Staf Perpustakaan membuat daftar usulan judul buku berikut 

kelengkapan data bibliografi sesuai dengan usulan dosen 

mata kuliah 

9. Membuat daftar usulan buku baru untuk diserahkan ke sub 

bidang umum perlengkapan  

10. Sub bidang perlengkapan memberikan daftar usulan buku 

baru kepada sub bid keuangan 

11. Sub bidang keuangan memberikan daftar usulan buku baru 

ke pudir II dan direktur untuk persetujuan usulan pengadaan 

barang 

12. Petugas perpustakaan menerima pembelian buku dan 

melakukan pengecekan daftar penerimaan buku; 

13. Menyerahkan  buku  yang  diterima  ke  bagian pengolahan 

bahan pustaka. 

Referensi  1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. PP RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan 

Perguruan Tinggi 

4. Kalender Akademik Akper Pemkab Ngawi 

5. Tata Tertib Perpustakaan 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku  

Petugas 

Perpustakaan 
Dosen  

Sub bid umum 

dan 

perlengkapan 

Sub bid 

keuangan 
Pudir II 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Seleksi dan 

pencarian buku baru 

     Daftar 

pencarian 

buku baru 

1 bulan Pencarian 

buku baru 

Pengusulan buku 

baru 

     Daftar buku 

baru 

3 hari SK 

penerimaan 

buku baru 

Penerimaan usulan 

buku baru 

     SK 

penerimaan 

buku baru 

1 hari Pengadaan 

buku baru 

Pembuatan daftar 

usulan 

      1 hari Draft daftar 

usulan 

Penyerahan daftar 

usulan 
 

    Daftar 

usulan 

1 hari SK 

pengadaan 

buku baru 

Persetujuan daftar 

usulan 
 

    Lembar 

persetujuan 

1 hari Pengesahan 

Pengadaan 

buku baru 

Pengadaan usulan 

buku baru 

     SK 

pengadaan 

buku baru 

1 hari Pengadaan 

buku baru 

Penerimaan buku 

baru 

     SK 

pengadaan 

buku baru 

1 hari Penerimaan 

buku baru 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Tujuan Tujuan dari SOP ini adalah untuk menjelaskan prosedur 

pelaporan bahan pustaka  

Ruang Lingkup Tata cara pelaporan bahan pustaka di Bagian Pengolahan 

Definisi Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan 

dengan hasil pekerjaan . 

Pelaksana Staf Perpustakaan 

Pengguna Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

Staf Perpustakaan 

Prosedur 1. Mengecek keberadaan judul buku dalam komputer (judul 

baru atau lama)  

2. Menginput data bibliografis buku teks 

3. Menulis tanggal masukan, nomor panggil dan nomor 

inventaris dalam kolom stempel inventaris yang tersedia  

4. Membuat draf daftar bahan pustaka yang ada di perpustakaan 

5. Menyusun laporan bahan pustaka dan diserahkan ke Sub Bid 

Umum dan Perlengkapan 

Referensi  1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. PP RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan 

Perguruan Tinggi 

4. Kalender Akademik Akper Pemkab Ngawi 

5. Tata Tertib Perpustakaan 
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Kegiatan Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Staf 

Perpustakaan 

Sub Bidang 

Umum dan 

Perlengkapan 

Kelengkapan Waktu Output 

Mengecek keberadaan judul buku dalam komputer 

(judul baru atau lama)  

  Draft judul 

buku 

1 hari Input data 

judul buku 

baru atau 

lama 

Menginput data bibliografis buku teks   Judul buku 1 hari Input data 

Menulis tanggal masukan, nomor panggil dan nomor 

inventaris dalam kolom stempel inventaris yang tersedia  

  Lembar 

pustaka 

1 hari  

Membuat draf daftar bahan pustaka yang ada di 

perpustakaan 

   1 hari Draft daftar 

bahan pustaka 

Menyusun laporan bahan pustaka dan diserahkan ke Sub 

Bid Umum dan Perlengkapan 

  Laporan 3 hari Laporan 

bahan pustaka 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Tujuan Tujuan dari SOP ini adalah untuk membantu pemustaka dalam 

proses peminjaman bahan pustaka 

Ruang Lingkup Proses ini dimulai dari awal tahun akademik hingga akhir tahun 

akademik sesuai jam kerja perpustakaan. Prosedur ini berlaku 

selama tahun akademik yang berjalan 

Definisi Peminjaman bahan pustaka adalah proses memilih bahan pustaka 

oleh pemustaka untuk bisa dibaca di luar perpustakaan.  

Pemustaka adalah mahasiswa, dosen maupun tenaga 

kependidikan yang merupakan anggota aktif UPT Perpustakaan 

Akper pemkab ngawi 

Pelaksana Petugas Perpustakaan  

Pengguna Dosen dan Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi   

Prosedur 1. Pemustaka membawa buku dan menyerahkan kartu 

anggota/KTM ke meja sirkulasi bagian peminjaman. 

2. Staf Perpustakaan membuka Sistem Otomasi Perpustakaan 

slims kemudian klik menu sirkulasi klik mulai transaksi 

dengan klik barcode kartu anggota ke Barcode scanner atau 

ketik ID anggota; 

3. Staf Perpustakaan memasukkan data buku yang akan di 

pinjam dengan melakukan klik barcode buku ke Barcode 

scanner atau masukan kode eksemplar dan menyimpan data 

buku yang dipinjam; 

4. Staf Perpustakaan membubuhkan cap tanggal kembali pada 

kartu pengembalian buku. 

5. Menyerahkan buku yang dipinjam beserta kartu 

anggota/KTM kepada pemustaka. 

6. Staf Perpustakaan mengolah dan melakukan print out 

database peminjaman buku. 

Referensi  1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. PP RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan 

Perguruan Tinggi 

4. Kalender Akademik Akper Pemkab Ngawi 

5. Tata Tertib Perpustakaan 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Pemustaka 
Staf 

Perpustakaan 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Menyerahkan kartu perpustakaan 

beserta dengan buku yang akan 

dipinjam 

 

 

Kartu 

perpustakaan 

1 hari Rekapitulasi 

dibuku 

peminajaman 

Melakukan scan barcode   

Kartu 

perpustakan  

1 hari  Peminjaman 

buku masuk 

dalam system  

Memasukkan data pinjaman   
Kartu 

perpustakan  

1 hari  Data koleksi 

buku  

Penandaan stempel pada buku 

pinjaman 
  

Buku pinjaman  1 hari  Rekap 

peminjaman 

buku  

Penyerahan buku pinjaman   

Buku pinjaman  1 hari  Rekap 

peminjaman 

buku  

Dokumentasi pinjaman buku   

Buku pinjaman  1 hari  Rekap 

peminjaman 

buku 
 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENGEMBALIAN BUKU 
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Tujuan Tujuan dari SOP ini adalah menjelaskan prosedur pengembalian 

buku di perpustakaan  Akademi Keperawatan Pemkab Ngawi 

Ruang Lingkup Lingkup prosedur pengembalian buku dimulai dari proses 

pengembalian buku oleh pengguna hingga buku kembali ke 

perpustakaan 

Definisi Prosedur Pengadaan Bahan Pustaka merupakan  kegiatan 

pengadaan bahan pustaka yang melibatkan Program Studi dan 

UPT Perpustakaan. Hasil dari Pengadaan berupa bahan pustaka 

yang dikelola oleh UPT Perpustakaan untuk dilayankan bagi 

sivitas akademika 

Pelaksana Staf Perpustakaan 

Pengguna Dosen danMahasiswa Akper Pemkab Ngawi    

Prosedur 1. Pemustaka menyerahkan buku ke staf perpustakaan meja 

sirkulasi bagian pengembalian. 

2. Staf Perpustakaan membuka Sistem Otomasi Perpustakaan 

slims kemudian klik sirkulasi klik pengembalian kilat dan 

mulai transaksi pengembalian dengan klik barcode buku ke 

Barcode scanner atau klik ID Eksemplar dan mencocokan 

data peminjam pada database dengan kartu anggota/KTM 

dan mencocokan data buku yang dipinjam dengan database 

peminjam kemudian mengembalikan data buku dari 

transaksi peminjam. 

3. Staf Perpustakaan menyerahkan kartu anggota/KTM kepada 

pemustaka 

4. Staf Perpustakaan melakukan shelving/menata buku di rak 

sesuai nomor klasifikasi setelah jam pelayanan selesai. 

Referensi  1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. PP RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan 

Perguruan Tinggi 

4. Kalender Akademik Akper Pemkab Ngawi 

5. Tata Tertib Perpustakaan 
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Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

Pemustaka Staf Perpustakaan Kelengkapan  Waktu  Output  

Penyerahan buku yang akan 

dikembalikan 

  Buku pinjaman  1 hari  Verifikasi 

pengembalian  

Memverifikasi pengembalian buku 

melalui sistem 
 

 Buku pinjaman   1 hari  Validasi 

pengembalian  

Pengembalian kartu perpustakaan 

 

 

Buku pinjaman  1 hari  Kartu pelajar  

Mengembalikan buku ke rak sesuai 

dengan tempat. 

  Buku pinjaman  1 hari  Buku 

dikembalikan  

 

 

1 

2 

3 

4 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

KODE/LABEL BUKU TEKS 
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Tujuan Prosedur ini menerangkan tata cara membuat dan pemasang label 

nomor panggil buku teks yang diterima guna mempermudah 

untuk layanan sirkulasi dan penelusuran informasi 

Ruang Lingkup Tata cara membuat dan menempel label bahan pustaka 

Definisi Labelisasi adalah bagian pekerjaan perlengkapan dengan 

memberi nomor panggil bahan pustaka  berupa label yang 

ditempelkan  pada punggung buku 

Pelaksana Staf Perpustakaan  

Pengguna Dosen dan Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi    

Prosedur 1. Pemustaka menyerahkan buku / Buku baru diserahkan buku 

ke Staf Perpustakaan; 

2. Staf Perpustakaan memberikan stempel kepemilikan bahan 

pustaka dan stempel buku induk serta membagikan bahan 

pustaka kepada pengatalog untuk diverifikasi dan dikatalog; 

3. Staf Perpustakaan melakukan verifikasi pada Sistem 

Otomasi Perpustakaan slims  pada judul dan pengarang 

untuk menjaga konsistensi pengatalogan atau untuk 

memperbaiki pengolahan sebelumnya; 

4. Staf Perpustakaan melakukan pengatalogan untuk buku 

yang belum ada pada pangkalan data : menentukan data 

bibliografis (katalogisasi, klasifikasi dan tajuk subjek). 

5. Staf Perpustakaan memasukan data bibliografis ke 

pangkalan data sesuai meta data pada Sistem Otomasi 

Perpustakaan slims  

6. Staf Perpustakaan melakukan print perlengkapan bahan 

perpustakaan:  

7. Klik menu bibliografi klik pencetakan label ketik pada 

pencarian judul atau nomor panggil tambahkan dalam 

antrian pencetakan; 

8. Klik menu bibliografi klik cetak barcode eksemplar pada 

pencarian ketik kode eksemplar atau judul kemudian 

tambahkan dalam antrian pencetakan; 

9. Staf Perpustakaan menempelkan label nomor panggil dan 

label barcode pada buku; 

10. Staf Perpustakaan menempatkan buku di rak buku (shelfing) 

berdasarkan nomor klas. 

Referensi  1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. PP RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan 

Perguruan Tinggi 

4. Kalender Akademik Akper Pemkab Ngawi 

5. Tata Tertib Perpustakaan 
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Kegiatan 
Pihak yang terlibat 

 Mutu Baku   

Pemustaka Staf Perpustakaan 
Kelengkapan  Waktu  Output  

Pemustaka menyerahkan buku / 

Buku baru diserahkan buku ke 

Staf Perpustakaan; 

 

 

Buku  1 hari  Pemustakaan buku  

Pemberian stempel   

Buku  1 hari  Stempel  

Verifikasi pada sistem 

operasional 
  

Buku  1 hari  Verifikasi system  

Pengatalogan buku   

daftar katalog 1 hari   

Memasukkan data bibliografi   

Bibliografi  1 hari  Input data 

Melengkapi bahan 

perlengkapan 
  

Buku dan daftar 

katalog  

1 hari  Cetak nomer 

barcode  

Menempelkan nomor barcode   

Nomor barcode  1 hari  Pengelompokkan 

sesuai katalog 

Menempatkan buku pada rak 

yang disediakan  
  

Buku dan katalog 

buku  

1 hari  Tertata  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENCATATAN INVENTARIS  

BUKU TEKS 
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Tujuan Tujuan dari SOP ini adalah untuk menjelaskan prosedur kerja 

penginventarisasian bahan pustaka yang diterima serta untuk 

mengontrol kepemilikan bahan pustaka di perpustakaan 

Ruang Lingkup Tata cara penginventarisasian bahan pustaka di Bagian 

Pengolahan 

Definisi Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan data bahan pustaka yang 

diterima baik   dalam bentuk buku maupun non buku ke dalam 

buku inventaris 

Pelaksana Staf Perpustakaan 

Pengguna Dosen dan Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi    

Prosedur 1. Menerima bahan pustaka dari sub bagian klasifikasi atau 

buku yang didapat melalui sumbangan/pembelian/hadiah 

2. Mengecek keberadaan judul buku dalam komputer (judul 

baru atau lama)  

3. Menginput data bibliografis buku teks 

4. Memberikan stempel inventaris di balik halaman judul yang 

tidak ada teksnya dan perbabnya 

5. Menulis tanggal masukan, nomor panggil dan buku didapat 

melalui sumbangan/ pembelian/ hadiah serta nomor 

inventaris dalam kolom stempel inventaris yang tersedia  

6. Melanjutkan untuk bagian entry data 

Referensi  1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. PP RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan 

Perguruan Tinggi 

4. Kalender Akademik Akper Pemkab Ngawi 

5. Tata Tertib Perpustakaan 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Staf Perpustakaan 
Kelengkapan  Waktu  Output  

Menerima bahan pustaka dari sub bagian 

klasifikasi 

 Buku  3 hari Pencatatan data bahan 

pustaka 

Mengecek keberadaan judul buku dalam 

komputer (judul baru atau lama) 
 

Buku  1 hari  Data judul buku dalam 

computer  

Menginput data bibliografis buku teks  

Bibliografi  3 hari  Input data  

Memberikan stempel inventaris di balik 

halaman judul yang tidak ada teksnya dan 

perbabnya 

 

 

Buku  3hari  Buku terstempel 

inventaris  

Menulis tanggal masukan, nomor panggil dan 

buku didapat melalui sumbangan/ pembelian/ 

hadiah serta nomor inventaris dalam kolom 

stempel inventaris yang tersedia 

 

Buku,nomor panggil, 

nomor inventaris  

3 hari  Pencatatan  inventaris  

Melanjutkan untuk bagian entry data  

       Buku pencatatan 

inventaris  

1 hari  Input data pencatatan 

inventaris  

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENGIDENTIFIKASIAN BUKU / PUSTAKA DI 

PERPUSTAKAAN  
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Tujuan Menetapkan prosedur  pengidentifikasian buku / pustaka di 

perpusatkaan   

Ruang Lingkup SOP pengidentifikasian buku / pustaka di perpusatkaandigunakan 

untuk dosen dan seluruh mahasiswa D3 Keperawatan  
 

Definisi Pengidentifikasian buku merupakan pengidentifikasian dari darai 

mana terbitan buku tersebut, tahun terbit, dan yang menulis buku 

tersebut     

Pelaksana Staff perpustakaan   

Pengguna Dosen 

Mahasiswa  

Prosedur 1. Menerima bahan pustaka daru sub bagian pengadaan lengkap 

dengan stempel asal perolehan buku  

2. Mengecek keberadaan bahan pustaka yang dimiliki 

perpustakaan melalui OPAC (judul baru atau judul lama) 

3. Menentukan tajuk subyek  

4. Menentukan nomor klarifikasi  

5. Mengirim bahan ke sub bagian inventarisasi    

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper Pemkab 

Ngawi  
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Kegiatan 

Pihak yang 

terlibat 

 Mutu Baku   

Staf 

Perpustakaan  

Kelengkapan  Waktu  Output  

Menerima bahan pustaka daru sub bagian pengadaan lengkap 

dengan stempel asal perolehan buku 

 Buku 1 hari Penerimaan 

bahan pustaka 

Mengecek keberadaan bahan pustaka yang dimiliki 

perpustakaan melalui OPAC (judul baru atau judul lama) 

 Buku 1 hari  

Menentukan tajuk subyek  Judul buku 1 hari tajuk subyek 

Menentukan nomor klarifikasi   1 hari  Nomor 

klarifikasi  

 

1 

2 

3 

4 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PEMELIHARAAN BUKU/TEKS 

DI PERPUSTAKAAN 
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Tujuan SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai acuan 

prosedur melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan 

buku / teks dan tahapan yang harus dilakukan dalam 

melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan buku / teks 

Ruang Lingkup Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan 

kegiatan pemeliharaan dan perawatan buku/teks di perpustakaan. 

Staf dan Pustakawan yang terlibat dalam proses Pemeliharaan 

dan perawatan buku/teks di perpustakaan 

Definisi Pemeliharaan dan perawatan buku/teks merupakan kegiatan 

merawat dan memperbaiki koleksi buku/teks agar terbebas dari 

kerusakan sehingga buku/teks dapat dipergunakan secara 

optimal. Keberadaan bahan pustaka (buku/teks) membutuhkan 

adanya upaya pemeliharaan yang berkelanjutan dalam rangka 

menjaga koleksi perpustakaan dapat bertahan lama 

Pelaksana Petugas Perpustakaan  

Pengguna Pemustaka 

Prosedur 1. Mengumpulkan dan memilah-milah buku yang rusak (rusak 

sampul/cover, rusak ringan, sedang,berat) serta menyiangi 

buku-buku yang tidak relevan 

2. Mendata buku yang rusak ke buku perawatan/ pemeliharan 

bahan pustaka, juga memasukan data kedalam aplikasi 

perpustakaan 

3. Menerima dan megecek buku yang di jilid sesuai dengan 

yang tercatat di buku perawatan/ pemeliharaan 

4. Mencetak label buku, menempel dan memberi sampul pada 

buku yang rusak selesai di jilid/di perbaiki 

5. Mengelola bahan pustaka ke dalam rak penyajian sesuai 

dengan klasifikasinya 

6. Membuat laporan pemeliharaan/penjilidan dan penyiangan 

Referensi  1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. PP RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan 

Perguruan Tinggi 

4. Kalender Akademik Akper Pemkab Ngawi 

5. Tata Tertib Perpustakaan 
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Kegiatan 

Pihak yang 

terlibat 

 Mutu Baku  

Staf 

Perpustakaan 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Mengumpulkan dan memilah-milah buku yang 

rusak (rusak sampul/cover, rusak ringan, 

sedang,berat) serta menyiangi buku-buku yang 

tidak relevan 

 Buku  3hari  Merapikan buku  

Mendata buku yang rusak ke buku perawatan/ 

pemeliharan bahan pustaka, juga memasukan data 

kedalam aplikasi perpustakaan 

 Buku  1 hari  Input data ke aplikasi 

perpustakaan  

Menerima dan megecek buku yang di jilid sesuai 

dengan yang tercatat di buku perawatan/ 

pemeliharaan 

 Buku  3hari  Mencatat di buku 

perawatan/pemeliharaan  

Mencetak label buku, menempel dan memberi 

sampul pada buku yang rusak selesai di jilid/di 

perbaiki 

 

 Buku , label 

buku 

3 hari  Perbaikan buku dan 

memberi label buku  

Mengelola bahan pustaka ke dalam rak penyajian 

sesuai dengan klasifikasinya 

 Buku  1 hari  Pengelompokan bahan 

pustaka  

Membuat laporan pemeliharaan/penjilidan dan 

penyiangan 

 Laporan  1 hari  Pengarsipan  

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PEMUSNAHAN BUKU / TEKS /  

MATERIAL PERPUSTAKAAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
K
A
D
E
M
I

KE
PE
RA
W
AT
AN
PEM
ER INTAH

YPKK

A
K
A
D
E
M
I

KE
PE
RA
W
AT
AN
PEM
ERINTAH

YPKK



243 

 

Tujuan Tujuan dari SOP ini adalah untuk mengatur mekanisme 

penyelenggaraan kegiatan pemusnahan buku koleksi 

perpustakaan, agar daya tampung gedung perpustakaan terhadap 

koleksi perpustakaan sesuai dengan perkembangan mutakhir dari 

ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan sivitas akademika Akper 

Pemkab Ngawi, dan sejalan dengan kebijakan kurikulum 

pendidikan di Akper pemkab ngawi serta pelaksanaan kegiatan 

pemusnahan buku dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Ruang Lingkup Tata cara pemusnaan buku/teks/material perpustakaan 

Definisi 1. Pemusnahan koleksi perpustakaan adalah kegiatan 

mengeluarkan materi perpustakaan yang sudah tidak dipakai 

dari koleksi perpustakaan. 

2. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk 

karya tulis, karya cetak, dan / atau karya rekam dalam 

berbagai media, baik tercetak maupun non-cetak termasuk 

media audiovisual dan elektronik, yang mempunyai nilai 

pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. 

3. Sivitas akademika adalah seluruh masyarakat kampus di 

lingkungan Akper Pemkab Ngawi baik mahasiswa, tenaga 

pendidik, maupun tenaga kependidikan. 

Pelaksana 1. Direktur 

2. Pudir II 

3. Dosen  

4. Staf Perpustakaan  

Pengguna Sivitas akademika 

Prosedur 1. Perpustakaan mengumpulkan buku/teks/material yang 

dinilai sudah tidak dimanfaatkan lagi  

2. Perpustakaan membuat daftar koleksi hasil penyiangan. 

3. Perpustakaan mengirimkan daftar koleksi hasil penyiangan 

kepada Program Studi D3 Akper Pemkab Ngawi. 

4. Program Studi meneruskan daftar kepada Dosen yang 

ditugaskan sebagai Narapustaka (Koordinator 

Perpustakaan). 

5. Dosen Narapustaka menentukan buku atau jurnal yang 

disetujui akan dikeluarkan dari koleksi perpustakaan dengan 

menandai tanda checklist (V) pada nomor urut judul buku 

atau jurnal. 

6. Staf perpustakaan memisahkan buku/jurnal yang telah 

disetujui untuk dikeluarkan dari koleksi perpustakaan untuk 

dimusnahkan. 

7. Petugas perpustakaan melakukan proses perubahan data 

koleksi buku/teks/material perpustakaan. 

8. Petugas perpustakaan mengirimkan berita acara proses 

pemusnahan buku kepada Bidang Akademik dan 

Kemahasiswaan. 

Referensi  1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. PP RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan 

Perguruan Tinggi 

4. Kalender Akademik Akper Pemkab Ngawi 

5. Tata Tertib Perpustakaan 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Perpustakaan 
Program 

Studi 
Dosen 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Perpustakaan mengumpulkan buku/teks/material 

yang dinilai sudah tidak dimanfaatkan lagi 

 

  

Buku/teks 4 hari  Pemusnahaan 

buku/teks yang 

tidak 

dimanfaatkan lagi  

Perpustakaan membuat daftar koleksi hasil 

penyiangan. 
   

Daftar koleksi 

hasil penyiangan 

1 hari  Pemusnahan 

buku/teks  

Perpustakaan mengirimkan daftar koleksi hasil 

penyiangan kepada Program Studi D3 Akper 

Pemkab Ngawi. 

   

Daftar koleksi 

hasil    

1 hari  Pemusnahan 

buku/teks 

Program Studi meneruskan daftar kepada Dosen 

yang ditugaskan sebagai Narapustaka (Koordinator 

Perpustakaan). 

   

 1 hari  Daftar koleksi 

hasil  

Dosen Narapustaka menentukan buku atau jurnal 

yang disetujui akan dikeluarkan dari koleksi 

perpustakaan dengan menandai tanda checklist (V) 

pada nomor urut judul buku atau jurnal. 

   

Daftar buku atau 

jurnal  

1 hari  Checklist pada 

nomor urut judul 

buku atau jurnal 

Staf perpustakaan memisahkan buku/jurnal yang 

telah disetujui untuk dikeluarkan dari koleksi 

perpustakaan untuk dimusnahkan. 

   

Buku/jurnal 1 hari  Pemusnahan 

buku/jurnal 

Petugas perpustakaan melakukan proses perubahan 

data koleksi buku/teks/material perpustakaan. 
   

 3hari  Data koleksi 

buku/teks/material 

perpustakaan 

telah dirubah 

Petugas perpustakaan mengirimkan berita acara 

proses pemusnahan buku kepada Bidang Akademik 

dan Kemahasiswaan. 
   

SK Pemusnahan 

buku  

1 hari  Penyampaian 

berita  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PROSES KEANGGOTAAN  

PERPUSTAKAAN 
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Tujuan SOP ini dibuat sebagai pedoman dalam proses keanggotaan 

perpustakaan di Akademi Keperawatan Pemkab Ngawi 

Ruang Lingkup Prosedur ini mengatur kegiatan yang meliputi prosedur 

pendaftaran keanggotaan perpustakaan untuk mahasiswa baru, 

mahasiswa lama, dosen, dan umum. 

Definisi 1. Perpustakaan: institusi pengelola koleksi karya tulis, karya 

cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan 

sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, 

penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para 

pemustaka.   

2. Pustakawan : seseorang  yang  memiliki  kompetensi  yang  

diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan 

kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung 

jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan 

perpustakaan   

3. Pemustaka: pengguna perpustakaan,  yaitu perseorangan,  

kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang 

memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.   

4. Bahan perpustakaan:  semua hasil karya tulis, karya cetak, 

dan/atau karya rekam.  

5. Keanggotaan: orang (mahasiswa, dosen, umum) yang telah 

menjadi bagian dalam perpustakaan Akademi Keperawatan 

Pemkab Ngawi 

Pelaksana Staf Perpustakaan 

Pengguna 1. Dosen 

2. Karyawan  

3. Mahasiswa 

Prosedur 1. Pemustaka yang berasal dari Dosen, Mahasiswa dan 

Karyawan  mengajukan permohonan kartu ; 

2. Staf Perpustakaan menginformasikan Sistem Otomasi 

Perpustakaan slims untuk melakukan aktivasi status 

keanggotaan  

3. Staf Perpustakaan melakukan klik barcode Kartu Tanda 

Mahasiswa ke Barcode scanner untuk  aktivasi status 

keanggotaan.  

4. Staf Perpustakaan mencetak kartu anggota 

5. Staf Perpustakaan menggunting kartu anggota 

6. Staf Perpustakaan melaminating kartu anggota 

perpustakaan. 

7. Staf Perpustakaan melakukan klik barcode kartu anggota ke 

Barcode scanner untuk cek aktivasi kartu anggota 

8. Staf Perpustakaan menyerahkan kartu anggota kepada 

pemustaka. 

Referensi  1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. PP RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan 

Perguruan Tinggi 

4. Kalender Akademik Akper Pemkab Ngawi 

5. Tata Tertib Perpustakaan 
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Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Pemustaka Staf Perpustakaan Kelengkapan  Waktu  Output  

Pemustaka yang berasal dari Dosen, Mahasiswa 

dan Karyawan  mengajukan permohonan kartu 

  Kartu Tanda 

Dosen, karyawan 

dan Mahasiswa 

1 hari  Proses 

keanggotaan 

perpustakaan  

Staf Perpustakaan menginformasikan Sistem 

Otomasi Perpustakaan slims untuk melakukan 

aktivasi status keanggotaan 

 

  1 hari Aktivasi status 

kenaggotaan 

perpustakaan  

Staf Perpustakaan melakukan klik barcode Kartu 

Tanda Mahasiswa ke Barcode scanner untuk  

aktivasi status keanggotaan. 

 

 Kartu Tanda 

Mahasiswa 

1 hari  Kartu 

keanggotaan 

perpustakaan  

Staf Perpustakaan mencetak kartu anggota  

 Kartu tanda 

Mahasiswa 

1 hari  Kartu 

keanggotaan 

perpustakaan  

Staf Perpustakaan menyerahkan kartu anggota 

kepada pemustaka. 

 

 

 1 hari  Kartu 

Keanggotaan 

Perpustakaan  

 

 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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PENGGUNAAN E-BOOK/ 

E- RESOURCES DI  

PERPUSTAKAAN 
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Tujuan 

 

Tujuan dari SOP ini adalah untuk membantu pemustaka dalam 

proses penggunaan e-book sebagai referensi 

Ruang Lingkup Tata cara penggunaan e book 

Definisi E-book (electronic book) adalah buku yang disimpan dalam 

bentuk file  dan dapat di download atau dikirim langsung ke 

dalam e-mail 

Pelaksana Petugas Perpus  

Pengguna 1. Dosen Akper Pemkab Ngawi   

2. Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi   

Prosedur 1. Mencari refrensi e-book di web 

2. Membuat daftar e-book rekomendasi 

3. Dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk refrensi   

Referensi  1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. PP RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan 

Tinggi 

4. Kalender Akademik Akper Pemkab Ngawi 

5. Tata Tertib Perpustakaan 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

Pemustaka 
Staf 

Perpustakaan 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Mencari refrensi e-book di web 

 
 

 Computer dan 

internet 

1 hari  Referensi e-

book 

Membuat daftar rekomendasi e-book 

 

  Referensi e-

book 

1 hari  Daftar 

rekomendasi e-

book 

Dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk 

refrensi 
  

Referensi e-

book 

1 hari  Referensi 

mahasiswa  

 

 

 

1 

2 

3 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENGADAAN JURNAL  

LOKAL/NASIONAL 
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Tujuan Tujuan dari SOP ini adalah untuk mengatur mekanisme 

penyelenggaraan kegiatan pengadaan jurnal lokal/nasional 

perpustakaan, agar koleksi perpustakaan dapat sesuai dengan 

kebutuhan sivitas akademika 

Ruang Lingkup Prodi D3 Akademi Keperawatan Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Jurnal lokal adalah  jurnal yang dipublikasikan oleh sebuah 

institusi dengan para penulis yang berasal dari pihak 

institusi itu sendiri. 

2. Jurnal nasional adalah jurnal yang ditulis oleh beberapa 

penulis luar negeri serta diperiksa oleh pembaca luar negreri 

Pelaksana Staf Perpustakaan 

Pengguna Dosen dan Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi    

Prosedur 1. Petugas mencari refrensi Jurnal di web 

2. Menghubungi jurnal lokal/nasional yang sudah 

berlangganan 

3. Membuat daftar jurnal kebagian administrasi 

4. Menerima hasil pembelian jurnal dan melakukan 

pengecekan 

5. Pengolahan jurnal  

6. Distribusi jurnal 

Referensi  1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. PP RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan 

Perguruan Tinggi 

4. Kalender Akademik Akper Pemkab Ngawi 

5. Tata Tertib Perpustakaan 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Pemustaka Staf perpustakaan 
Kelengkapan  Waktu  Output  

Petugas mencari refrensi Jurnal di web 
 

 
Daftar referensi 

jurnal  

7 hari  Jurnal  

Menghubungi jurnal lokal/nasional yang sudah 

berlangganan 
  

 1 hari  Berlangganan 

dengan jurnal 

local/nasional 

Membuat daftar jurnal kebagian administrasi   
Daftar jurnal 1 hari  Pembelian jurnal 

Menerima hasil pembelian jurnal dan melakukan 

pengecekan 
  

Bukti pembelian  1 hari  Rekapitulasi 

pembelian jurnal 

Pengolahan jurnal   
Jurnal  1 hari  Pengolahan  

Distribusi jurnal   
   

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENGADAAN JURNAL  

INTERNASIONAL 
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Tujuan Tujuan dari SOP ini adalah untuk mengatur mekanisme 

penyelenggaraan kegiatan pengadaan jurnal internasional 

perpustakaan, agar koleksi perpustakaan dapat sesuai dengan 

kebutuhan sivitas akademika 

Ruang Lingkup Prodi D3 Akademi Keperawatan Pemkab Ngawi 

Definisi Jurnal internasional  merupakan jurnal yang menggunakan 

bahasa internasional, penulisnya berasal dari berbagai universitas 

diseluruh dunia serta memiliki mitra yang ahli di bidang tersebut. 

Pelaksana Staf Perpustakaan 

Pengguna Dosen dan Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi    

Prosedur 1. Petugas mencari refrensi Jurnal di web 

2. Menghubungi jurnal internasional  

3. Membuat daftar jurnal kebagian administrasi 

4. Menerima hasil pembelian jurnal dan melakukan 

pengecekan 

5. Pengolahan jurnal  

6. Distribusi jurnal 

Referensi  1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. PP RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan 

Perguruan Tinggi 

4. Kalender Akademik Akper Pemkab Ngawi 

5. Tata Tertib Perpustakaan 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Pemustaka Staf perpustakaan 
Kelengkapan  Waktu  Output  

Petugas mencari refrensi Jurnal di web 
 

 
Daftar referensi  1 hari  Jurnal  

Menghubungi jurnal internasional    
Kontak jurnal 

internasioal  

1 hari  Menghubungi jurnal 

internasional 

Membuat daftar jurnal kebagian 

administrasi 
  

Daftar jurnal 1 hari  Pembelian jurnal 

Menerima hasil pembelian jurnal dan 

melakukan pengecekan 
  

Bukti pembelian  1 hari  Rekapitulasi 

pembelian jurnal 

Pengolahan jurnal   
Jurnal  1 hari  Pengolahan  

Distribusi jurnal   
Jurnal  1 hari  Distribusi jurnal  

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENGADAAN PROSIDING 
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Tujuan Tujuan dari SOP ini adalah untuk mengatur mekanisme 

penyelenggaraan kegiatan pengadaan prosiding di perpustakaan, 

agar koleksi perpustakaan dapat sesuai dengan kebutuhan sivitas 

akademika 

Ruang Lingkup Prodi D3 Akademi Keperawatan Pemkab Ngawi 

Definisi Prosiding adalah kumpulan dari paper akademis yang 

dipublikasikan dalam suatu acara seminar akademis. 

Biasanya didistribusikan sebagai buku cetakan setelah seminar 

usai. Prosiding berisi kontribusi yang dihasilkan para peneliti 

dalam seminar tersebut.  
Pelaksana Staf Perpustakaan 

Pengguna Dosen dan Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi    

Prosedur 1. Petugas mencari refrensi prosiding di web 

2. Menghubungi prosiding yang sudah berlangganan 

3. Membuat daftar prosiding kebagian administrasi 

4. Menerima hasil pembelian prosiding dan melakukan 

pengecekan 

5. Pengolahan prosiding  

6. Distribusi prosiding 

Referensi  1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. PP RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan 

Perguruan Tinggi 

4. Kalender Akademik Akper Pemkab Ngawi 

5. Tata Tertib Perpustakaan 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku  

Pemustaka 
Staf 

perpustakaan 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Petugas mencari refrensi prosiding di web  
 Jurnal  7 hari  Jurnal  

Membuat daftar prosiding kebagian administrasi  
 Daftar 

prosiding  

2 hari  Draft daftar 

prosiding  

Menerima hasil pembelian prosiding dan melakukan 

pengecekan 
 

 Draft daftar 

prosiding  

1 hari  Pengecekan 

prosiding  

Pengolahan prosiding  
 Draft prosiding  4 hari  Pengolahan 

prosiding  

Distribusi prosiding 
 

 
Draft prosiding  1 hari  Pendistribusian  

1 

2 

3 

4 

5 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

INVENTARISASI KTI 
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Tujuan Tujuan dari SOP ini adalah untuk mengetahui keberadaan karya 

tulis ilmiah yang dapat diakses oleh pengguna, sehingga 

mempermudah dalam pemanfaatannya. 

Ruang Lingkup Prodi D3 Akademi Keperawatan Pemkab Ngawi 

Definisi Inventarisasi koleksi karya tulis ilmiah adalah pencatatan atau 

pendaftaran koleksi karya tulis ilmiah.   
Pelaksana Staf Perpustakaan 

Pengguna Dosen dan Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi    

Prosedur 1. Staf Perpustakaan menerima hard cover dan CD karya ilmiah 

dari Karya Tulis Ilmiah mahasiswa 

2. Staf Perpustakaan memeriksa keabsahan lembar pengesahan 

dari Karya Tulis Ilmiah yang sudah Ditandatangani penguji 

dan direktur  

3. Lulusan menandatangani daftar penyerahan KTI 

4. Lulusan selesai menerima pelayanan dan meninggalkan ruang 

perpustakaan; 

Referensi  1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. PP RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan 

Tinggi 

4. Kalender Akademik Akper Pemkab Ngawi 

5. Tata Tertib Perpustakaan 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Mahasiswa 
Staf 

perpustakaan 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Staf Perpustakaan menerima hard cover dan CD 

karya ilmiah dari Karya Tulis Ilmiah mahasiswa 

 
 

CD KTI 

mahasiswa 

3 hari    CD KTI 

mahasiswa  

Staf Perpustakaan memeriksa keabsahan lembar 

pengesahan dari Karya Tulis Ilmiah yang sudah 

Ditandatangani penguji dan direktur  

 

 Lembar 

pengesahan  

1 hari  Penyerahan KTI 

Lulusan menandatangani daftar penyerahan KTI  

 

 Lembar daftar 

penyerahan 

1 hari  Penyerahan KTI 

Lulusan selesai menerima pelayanan dan 

meninggalkan ruang perpustakaan;  

  1 hari  Penyerahan KTI 

1 1 

2 

3 

4 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

BEBAS PUSTAKA 
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Tujuan Tujuan dari SOP ini adalah untuk mengetahui keberadaan karya 

tulis ilmiah yang dapat diakses oleh pengguna, sehingga 

mempermudah dalam pemanfaatannya. 

Ruang Lingkup Prodi D3 Akademi Keperawatan Pemkab Ngawi 

Definisi Pelayanan bebas pustaka adalah kegiatan layanan kepada 

mahasiswa baik mahasiswa yang akaan meneruskan studi di 

semester berikutnya maupun mahasiswa yang telah dinyatakan 

lulus yang akan mengikuti kegiatan wisuda, agar mengembalikan 

semua pinjaman koeksi perpustakaan kepada UPT perpustakaan. 

Pelaksana Staf Perpustakaan 

Pengguna Mahasiswa 

Prosedur 1. Petugas perpus melakukan pengumpulan data informasi buku 

yang belum dikembalikan 

2. Petugas perpustakaan melakukan pemeriksaan kembali data 

pinjaman koleksi buku perpustakaan 

3. Petugas perpustakaan menerbitkan daftar mahasiswa yang 

bermasalah terhadap pinjaman koleksi buu perpustakaan 

4. Pemberian sanksi oleh institusi kepada mahasiswa yang 

bermasalah 

5. Petugas memberikan surat keterangan bebas pustaka. 

Referensi  1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. PP RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan 

Perguruan Tinggi 

4. Kalender Akademik Akper Pemkab Ngawi 

5. Tata Tertib Perpustakaan 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Institusi  
Staf 

perpustakaan 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Meriksa daftar buku yang belum 

dikembalikan 

 

 

 Data 

peminjaman 

buku  

1 hari  Pengembalian 

buku 

perpustakaan  

Memeriksa kembali data pinjaman buku 

yang di pinjam oleh mahasiswa 
 

 Data 

peminjaman 

buku  

1 hari  Pengembalian 

buku 

perpustakaan  

Penerbitan daftar mahasiswa yang 

bermasalah dalam pinjaman buku 

  Daftar 

mahasiswa 

1 hari  Pemberian 

sanksi 

mahasiswa 

yang 

bermasalah 

Pemberian sanksi kepada mahasiswa 

yang bermasalah 

 

 

 1 hari  Pemberian 

sanksi 

Pemberian surat bebas pustaka kepada 

mahasiswa 
 

 Surat bebas 1 hari  Surat bebas 

pustaka 

 

 

1 

2 

3 

5 

4 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PEMINJAMAN ALAT/BARANG SARANA PRASARANA 
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Tujuan Tujuan dari SOP ini adalah untuk membantu pemustaka dalam 

proses peminjaman alat sarana prasarana 

Ruang Lingkup Proses ini dimulai dari awal tahun akademik hingga akhir tahun 

akademik sesuai jam kerja perpustakaan. Prosedur ini berlaku 

selama tahun akademik yang berjalan 

Definisi Peminjaman alat/barang adalah proses peminjaman barang dari 

pihak sarana dan prasarana untuk kepentingan kegiatan yang ada 

di dalam Akper Pemkab Ngawi 

Pelaksana Kasubbag Umum dan Perlengkapan 

Pengguna Dosen dan Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi   

Prosedur 1. Pengguna mengajukan surat permohonan pemakaian alat 

kepada pengelola umum dan perlengkapan. 

2. Pengelola umum dan perlengkapan memeriksa jadwal 

penggunaan serta stok/jumlah alat, kemudian memberikan 

jawaban berikut instruksi kerja alat dan tata tertib  

3. Pengguna wajib mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku  

4. Setelah selesai menggunakan peralatan harus segera 

menyelesaikan administrasi peminjaman alat/barang yang 

berlaku (berisi saran perbaikan dan skor kepuasan)  

Referensi  1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. PP RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan 

Tinggi 

4. Kalender Akademik Akper Pemkab Ngawi 

5. Tata Tertib Perpustakaan 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Mahasiswa  

Subbag Umum 

dan 

Perlengkapan  

Kelengkapan  Waktu  Output  

Pengguna mengajukan surat 

permohonan pemakaian alat kepada 

pengelola umum dan perlengkapan. 

 

  Surat permohonan  1 hari Surat 

permohonan  

Pengelola umum dan perlengkapan 

memeriksa jadwal penggunaan serta 

stok/jumlah alat, kemudian 

memberikan jawaban berikut 

instruksi kerja alat dan tata tertib  

 

  Jadwal 

penggunaan/jumlah 

alat  

1 hari  Pengecekan 

jadwal  

Pengguna wajib mematuhi aturan dan 

ketentuan yang berlaku  

 

 

 

Peraturan  1 hari  Mematuhi 

aturan  

Setelah selesai menggunakan 

peralatan harus segera menyelesaikan 

administrasi peminjaman alat/barang 

yang berlaku (berisi saran perbaikan 

dan skor kepuasan)  

 

 

Pengecekan alat 

dan surat 

pengembalian 

barang  

1 hari  Pengembalian 

alat   

1 1 

2 

4 

3 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENGGUNAAN ALAT  
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   Tujuan Prosedur Operasi Standar bertujuan untuk memberikan panduan 

proses penggunaan laboratorium untuk keperluan layanan 

praktikum, penelitian oleh para pengguna. 

Ruang Lingkup Laboratorium memberikan layanan untuk mahasiswa  

Definisi Alat-alat yang digunakan untuk keperluan kegiatan di 

laboratorium, baik laboratorium di sekolah, universitas, pusat 

penelitian, rumah sakit, klinik atau laboratorium lainnya. 

Pelaksana Staf laboratorium  

Pengguna Mahasiswa 

Dosen 

Prosedur 1. Pengguna mengajukan surat permohonan pemakaian alat 

laboratorium kepada pengelola laboratorium. 

2. Pengelola laboratorium memeriksa jadwal penggunaan serta 

stok/jumlah alat, kemudian memberikan jawaban berikut 

instruksi kerja alat dan tata tertib laboratorium 

3. Pengguna wajib mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku 

di laboratorium. 

4. Setelah selesai menggunakan peralatan harus segera 

menyelesaikan administrasi laboratorium yang berlaku (berisi 

saran perbaikan dan skor kepuasan) 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper Pemkab 

Ngawi  
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Kegiatan Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

Pelaksana  Mahasiswa  Kelengkapan  Waktu  Output  

Pengguna mengajukan surat permohonan pemakaian alat 

laboratorium kepada pengelola laboratorium 

 

 

Surat permohonan 

dan nama 

pengguna  

1 hari Pemakaian alat 

laboratorium 

Pengelola laboratorium memeriksa jadwal penggunaan serta 

stok/jumlah alat, kemudian memberikan jawaban berikut 

instruksi kerja alat dan tata tertib laboratorium 

 

 

Jadwal penggunaan 

dan jumlah alat 

1 hari Pemakaian alat 

laboratorium 

Pengguna wajib mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di 

laboratorium. 

  Alat 1 hari Penggunaan alat 

sesuai SOP 

Setelah selesai menggunakan peralatan harus segera 

menyelesaikan administrasi laboratorium yang berlaku (berisi 

saran perbaikan dan skor kepuasan) 

 

 

Alat  1 hari  Pengembalian alat 

yang telah 

digunakan  

 

 

1 

2 

3 

4 
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Tujuan Memberikan panduan dalam pelaksanaan penggunaan ruang 

laboratorium sesuai SMM ISO 

Ruang Lingkup Prosedur ini digunakan dalam lingkup kegiatan penggunaan 

ruang laboratorium 

Definisi Unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa 

ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, 

yang bertujuan untuk pelaksanaan penilitain maupun analisa . 

Pelaksana Staf laboratorium  

Pengguna Dosen dan Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi    

Prosedur 1. Pengecekan dan persiapan ruang pada laboratorium 

2. Mencatat persiapan seperti sarana dan prasarana pada 

laboratorium 

3. Menyediakan sarana yang akan digunakan pada laboratorium  

4. Melakukan kegiatan laboratorium 

5. Menjaga kebersihan ruang laboratorium 

6. Mengecek sarana/prasarana ruang setalah digunakan  

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper Pemkab 

Ngawi  
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Kegiatan Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

Penanggung 

jawab ruangan 

Mahasiswa  Kelengkapan  Waktu  Output  

Pengecekan dan persiapan ruang pada laboratorium  
 

Ruang 

laboratorium  

1 hari  Penggunaan ruang 

laboratorium 

Mencatat persiapan seperti sarana dan prasarana pada 

laboratorium 

 
 

Daftar sarana dan 

prasarana  

1 hari  Persiapan sarana 

dan prasarana  

Menyediakan sarana yang akan digunakan pada laboratorium   Daftar sarana dan 

prasarana 

1 hari Sarana yang 

digunakan 

Melakukan kegiatan laboratorium 
 

  Sarana dan 

prasarana  

1 hari  Kegiatan 

laboratorium  

Menjaga kebersihan ruang laboratorium   Sarana dan 

prasarana  

1 hari  Kebersihan  

Mengecek sarana/prasarana ruang setalah digunakan  

 

 
 

Sarana dan 

prasarana  

 1 hari  Penggunaan alat 

sesuai SOP 

 

 

 

 

4 

5 

1 

2 

3 

6 
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Tujuan Menjelaskan prosedur pengembalian alat di Laboratorium dan 

mempermudah pengendalian alat-alat Laboratorium  

 

Ruang Lingkup Peminjaman alat Laboratorium ini hanya berlaku untuk 

mahasiswa, dosen yang telah mendapat izin untuk melakukan 

peminjaman alat di Laboratorium 

Definisi Alat-alat yang digunakan untuk keperluan kegiatan di 

laboratorium, baik laboratorium di sekolah, universitas, pusat 

penelitian, rumah sakit, klinik atau laboratorium lainnya. 

Pelaksana Staf laboratorium  

Pengguna Dosen dan Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi    

Prosedur 1. Pengguna/mahasiswa mengembalikan alat Laboratorium ke 

penanggung jawab laboratorium   

2. Penanggung jawab dan pengguna/mahasiswa mengecek kondisi 

alat Laboratorium yang telah dipinjam, bila kondisi alat tidak 

sesuai dengan kondisi awal maka pengguna wajib mengganti 

alat Laboratorium tersebut yang sama dengan spesifikasi alat 

sebelumnya dan kembali ke langkah 1. Bila kondisi alat 

Laboratorium sesuai dengan kondisi awal sebelum meminjam 

maka lanjut ke langkah 3. 

3. Penanggung jawab menerima alat Laboratorium yang telah 

dipinjam.  

4. Kartu identitas yang telah ditinggal di dikembalikan oleh staf 

dekanat kepada pengguna/mahasiswa.  

5. Selesai.  

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper Pemkab 

Ngawi  
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Kegiatan Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Penanggung 

jawab 

ruangan 

Mahasiswa  Kelengkapan  Waktu  Output  

Pengguna/mahasiswa mengembalikan alat Laboratorium ke 

Laboratorium  

  Alat  1 hari  Pengembalian 

alat 

laboratorium  

Penanggung jawab dan pengguna/mahasiswa mengecek kondisi 

alat Laboratorium yang telah dipinjam, bila kondisi alat tidak 

sesuai dengan kondisi awal maka pengguna wajib mengganti 

alat Laboratorium tersebut yang sama dengan spesifikasi alat 

sebelumnya dan kembali ke langkah 1. Bila kondisi alat 

Laboratorium sesuai dengan kondisi awal sebelum meminjam 

maka lanjut ke langkah 3. 

  Alat  1 hari  Pengecekan 

kondisi alat 

yang digunakan  

Penanggung jawab menerima alat Laboratorium yang telah 

dipinjam. 

  Alat 1 hari Pengembalian 

alat 

Kartu identitas yang telah ditinggal di dikembalikan oleh staf 

dekanat kepada pengguna/mahasiswa.  

 
 

 1 hari  Kartu identitas 

dikembalikan  

 

2 

3 

1 

4 
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Tujuan Tujuan dari prosedur ini adalah untuk: 

1. Mengoptimalkan pengelolaan setiap laboratorium dan 

semua sumberdaya yang ada di dalamnya agar menjadi 

produktif, berkualitas dan terpercaya serta memberikan 

pelayanan prima sebagai pusat penelusuran ilmu 

pengetahuan, pengembangan dan aplikasi penelitian, 

sehingga dapat membantu mewujudkan visi dan misi Akper 

pemkab ngawi 

2. Sebagai pedoman dalam penggunaan laboratorium untuk 

pelaksanaan praktikum mata kuliah dan penelitian 

mahasiswa dan Dosen/dosen. 

Ruang Lingkup Kegiatan yang ada dalam laboratorium meliputi pelaksanaan 

kegiatan praktikum mata kuliah dan penelitian baik yang 

dilakukan oleh mahasiswa maupun Dosen/dosen ataupun pihak 

luar yang menggunakan laboratorium. 

Definisi 1. Pembimbing praktikum adalah Dosen/dosen yang 

bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan praktikum 

bagi mahasiswa untuk mata kuliah yang dibinanya. 

2. Peserta praktikum adalah mahasiswa yang telah terdaftar 

untuk mata kuliah yang bersangkutan pada semester berjalan 

yang ditunjukkan dengan Kartu Rencana Studi (KRS) dan 

telah mendaftarkan diri untuk untuk kegiatan praktikum 

pada semester berjalan 

Pelaksana 1. Program Studi 

2. Staf laboratorium 

3. Dosen 

Pengguna Dosen dan Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi    

Prosedur 1. Prodi menyampaikan daftar mata kuliah berpraktikum ke 

staf laboratorium 

2. Staf laboratorium mengeluarkan jadwal praktikum mata 

kuliah 

3. Mahasiswa melaksanakan praktikum dan membuat laporan 

per topik praktikum 

4. Setelah praktikum berakhir, mahasiswa membuat laporan 

akhir 

5. Dosen membuat soal ujian praktikum mata kuliah 

6. Pihak laboratorium menyiapkan berkas ujian praktikum dan 

diserahkan kepada asisten atau laboran sebagai pengawas 

ujian 

7. Mahasiswa mengikuti ujian praktikum mata kuliah 

8. Dosen dan mahasiswa menandatangani berkas ujian 

9. memeriksa laporan dan lembar jawaban ujian serta 

menyerahkan nilai dan berkas ujian praktikum 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper 

Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Prodi Staf Lab Dosen Mahasiswa 
Kelengkapan  Waktu  Output  

Prodi menyampaikan daftar mata kuliah 

berpraktikum ke staf laboratorium 

 
   

Daftar mata 

kuliah  

1 hari  Praktikum 

laboratorium  

Staf laboratorium mengeluarkan jadwal 

praktikum mata kuliah 
    

Daftar mata 

kuliah  

1 hari  Jadwal praktikum  

Mahasiswa melaksanakan praktikum dan 

membuat laporan per topik praktikum 
    

Materi 

praktikum  

1 hari  Laporan 

praktikum  

Setelah praktikum berakhir, mahasiswa 

membuat laporan akhir (laporan lengkap) 
    

Laporan 

kegiatan 

praktikum  

1 hari  Laporan akhir 

Dosen membuat soal ujian praktikum mata 

kuliah 
    

Materi  1 hari  Penilaian 

mahasiswa  

Pihak laboratorium menyiapkan berkas ujian 

praktikum dan diserahkan kepada asisten atau 

laboran sebagai pengawas ujian 

    

Berkas ujian  1 hari  Penilaian 

mahasiswa 

Mahasiswa mengikuti ujian praktikum mata 

kuliah 
    

 1 hari  Penilaian 

mahasiswa  

Dosen dan mahasiswa menandatangani 

berkas ujian 
    

Berkas ujian  1 hari   

memeriksa laporan dan lembar jawaban ujian 

serta menyerahkan nilai dan berkas ujian 

praktikum 

    

Laporan dan 

lembar ujian  

1 hari  Penilaian dan 

evaluasi kegiatan 

mahasiswa  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Tujuan Sebagai pedoman petugas laboratorium dalam pemantauan dan 

monitoring alat  

Ruang Lingkup SOP ini dipergunakan di lingkungan AKper Pemkab Ngawi 

Definisi Pemantauan dan monitoring alat laboratorium merupakan suatu 

kegiatan memonitor peralatan yang ada di laboratorium oleh 

petugas  

Pelaksana Staf laboratorium  

Pengguna Dosen dan Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi    

Prosedur 1. Kordinator laboratorium melakukan pemantauan dan 

monitoring alat laboratorium  

2. Kordinator laboratorium mengisi ceklist pemantauan dan 

monitoring alat laboratorium  berdasarkan hasil pengamatan  

3. Kordinator laboratorium menyimpulkan hasil pemantauan dan 

monitoring alat  

4. kordinator laboratorium mendokumentasikan hasil 

pemantauan dan monitoring alat laboratorium  

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper Pemkab 

Ngawi  
 



283 

 

Kegiatan 

Pihak yang 

terlibat 

 Mutu Baku   

Koodinator 

Laboratorium 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Kordinator laboratorium melakukan pemantauan dan monitoring 

alat laboratorium 

 Daftar alat 

laboratorium 

1 hari Pemantauan 

alat 

laboratorium 

Kordinator laboratorium mengisi ceklist pemantauan dan 

monitoring alat laboratorium  berdasarkan hasil pengamatan 

 Daftar alat 

laboratorium  

1 hari  Hasil 

Pemantauan 

alat 

laboratorium  

Kordinator laboratorium menyimpulkan hasil pemantauan dan 

monitoring alat 

 Alat  1 hari  Hasil 

pemantauan dan 

monitoring alat 

laboratorium 

kordinator laboratorium mendokumentasikan hasil pemantauan 

dan monitoring alat laboratorium 

 Hasil 

pemantauan dan 

monitoring alat 

laboratorium 

1 hari  Dokumentasi  

 

1 

4 

2 

3 
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Tujuan Sebagai pedoman petugas laboratorium dalam melakukan 

pembelian alat  

Ruang Lingkup SOP ini dipergunakan di lingkungan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Pembelian alat yang dimaksudkan adalah pembelian alat-alat 

yang nantinya akan digunakan di laboratorium. 

Pelaksana Staf laboratorium  

Pengguna Dosen dan Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi    

Prosedur 1. Koordinator membuat daftar alat yang masih layak pakai dan 

yang harus dilakukan pembaruan 

2. Daftar alat diberikan kepada sub bag umum dan perlengkapan 

untuk diteruskan ke pudir II 

3. Pudir II meneruskan ke Direktur 

4. Direktur memberikan tanda tangan persetujuan pembelian alat 

Referensi 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper Pemkab 

Ngawi  
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Koodinator 

Laboratorium 

Sub bag 

umum dan 

perlengkapan 

Pudir II Direktur 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Membuat daftar  pembelian 

alat 

 

 

  Daftar 

pembelian 

alat 

1 hari Pembelian 

alat 

Mengajukan daftar pembelian 

alat 

 

 

  Daftar 

pembelian 

alat 

1 hari Persetujuan 

pembelian 

alat 

Meneruskan daftar pembelian 

alat 

    Daftar 

pembelian 

alat 

1 hari Persetujuan 

pembelian 

alat 

Menyetujui pembelian alat  

 

  Daftar 

pembelian 

alat 

1 hari Pembelian 

alat 

 

1 

4 

2 

3 
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Tujuan Memastikan alat yang berada dilaboratorium terpelihara dengan 

baik dan dapat digunakan secara efektif dan efisien.  

Ruang Lingkup Laboratorium Terpadu Akademi Keperawatan Pemkab Ngawi  

Definisi Pemeriksaan dan pengecekan alat secara berkala bertujuan untuk 

menjaga alat dalam kondisi baik atau minimal dapat mengurangi 

resiko kerusakan alat dan usia alat dalam keadaan baik dapat 

bertahan lama. 

Pelaksana Ka UPT 

Staf laboratorium  

Pengguna Dosen dan Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi    

Prosedur 1. Staf Laboratorium mendata alat yang akan dilakukan 

pemeliharaan sesuai dengan kriteria alat tersebut.  

Pengkategorian Kerusakan  

a. Rusak ringan akan di tangani oleh bagian pemeliharaan  

b. Rusak Berat akan dicarikan Pihak ketiga  

Jadwal Pemeliharaan  

a. Bagian pemeliharaan akan membuat jadwal untuk 

pemeliharaan alat rusak ringan  

b. Pihak ketiga akan menentuka jadwal perbaikan  

Pelaksanaan pemeliharaan  

a. Bagian pemeliharaan melakukan service  

b. Pihak ketiga melakukan perbaikan  

Pemeliharaan  

a. Bagian pemeliharaan melakukan uji fungsi  

2. Pihak Ketiga Melaporkan alat yang berhasil disservice 

3. Staf laboratorium membuat surat usulan alat – alat yang perlu 

dilakukan pemeliharaan ke Ka. Unit Laboratorium. 

4. Ka. Unit meneruskan surat usulan ke Direktur Akper Pemkab 

Ngawi   

5. Direktur menyetujui untuk pemeliharaan alat dan 

menugaskan Ka UPT untuk melakukan pemeliharaan alat 

6. Ka UPT menugaskan staf laboratorium 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper Pemkab 

Ngawi  
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Direktur Ka UPT 
Staf 

Laboratorium 
Mahasiswa 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Staf Laboratorium mendata 

alat yang akan dilakukan 

pemeliharaan sesuai dengan 

kriteria alat tersebut. 

    Data alat 3 hari  Laporan alat 

yang 

dilakukan 

pemeliharaan  

Pihak Ketiga Melaporkan alat 

yang berhasil disservice 

    Data alat 3hari  

Staf laboratorium membuat 

surat usulan alat – alat yang 

perlu dilakukan pemeliharaan 

ke Ka. Unit Laboratorium. 

    Surat usulan 1 hari SK 

pemeliharaan 

alat 

laboratorium 

Ka. Unit meneruskan surat 

usulan ke Direktur Akper 

Pemkab Ngawi 

   

 

Surat usulan  1 hari  SK 

pemeliharaan 

alat 

laboratorium 

Direktur menyetujui untuk 

pemeliharaan alat dan 

menugaskan Ka UPT untuk 

melakukan pemeliharaan alat 

   

 

Surat usulan  1 hari  SK 

pemeliharaan 

alat 

laboratorium 

Ka UPT menugaskan staf 

laboratorium 

   

 

 1 hari  Pemeliharaan 

alat  

 

 

2 

3 

1 

4 

5 

6 6 
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Tujuan Memberi penjelasan mengenai prosedur praktikum Formulasi dasar 

sehingga dapat menjamin aktivitas praktikum berjalan tertib dan 

sesuai tujuan pembelajaran. 

Ruang 

Lingkup 

SOP  tindakan praktikum di laboratorium digunakan untuk dosen dan 

seluruh mahasiswa D3 Keperawatan  
Definisi Merupakan prosedur agar dapat benar saat melakukan tindakan praktikum 

Pelaksana Staff laboratorium   

Pengguna Dosen dan Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi    

Prosedur 1. Mahasiswa mengisi KRS untuk praktikum yang akan diikuti 

2. Dosen menyiapkan materi praktikum dan modul praktikum. 

3. Dosen menyerahkan modul praktikum kepada petugas 

laboratorium, memperbanyak dan menyerahkan kepada praktikan 

(mahasiswa). 

4. Lakukan pertemuan persiapan praktikum yang meliputi materi 

praktikum dan sumber daya (dana, laboran, bahan dan alat) 1 

bulan sebelum praktikum dimulai. 

5. Penanggung jawab laboratorium membuat perencanaan kebutuhan 

alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. 

6. Dosen menyiapkan jadwal praktikum sesuai jadwal 

perkuliahansetiap semester, waktu pelaksanaan praktikum dapat 

dimulai 4 minggu setelah perkuliahan dimulai. 

7. Dosen menyerahkan jadwal kepada penanggung jawab 

laboratorium formulasi dasar. 

8. Dosen menyusun pembagian pembagian kelompok praktikum dan 

mengumumkannya pada praktikan/mahasiswa. 

9. Penanggung jawab laboratorium mengeluarkan keseluruhan adwal 

penggunaan laboratorium dalam satu semester untuk laboratorium 

yang digunakan. 

10. Penanggung jawab praktikum menyiapkan alat dan bahan untuk 

pelaksanaan praktikum. 

11. Mahasiwa melaksanakan praktikum sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan dengan bimbingan dosen dan laboran dengan 

diawali pretest. 

12. Praktikan wajib membuat laporan praktikum dan mengumpulkan 

pada minggu berikutnya. 

13. Setelah praktikum selesai, maka pihak dosen/laboran 

menyerahkan kembali fasilitas yang digunakan kepada laboran 

untuk dilakukan pengecekan dan persiapan untuk praktikum 

berikutnya. 

14. Pada pertemuan terakhir diadakan responsi oleh dosen dan/atau 

laboran. 

15. Dosen menentukan nilai praktikum  

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper Pemkab 

Ngawi  
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Staff 

laboran 
Dosen Mahasiswa 

Kelengkapan  Waktu  Output  

mengisi KRS untuk praktikum yang akan 

diikuti 

   Administrasi 

dan daftar 

praktikum 

4 hari KRS 

menyiapkan materi praktikum dan modul 

praktikum. 

   Materi dan 

modul 

3  hari Praktikum 

laboratorium 

menyerahkan modul praktikum 
   Modul 1 hari Persiapan 

praktikum 

Lakukan pertemuan persiapan praktikum 

  

 

 Materi dan 

modul 

1 hari Brifing 

pelaksanaan 

praktikum 

membuat perencanaan kebutuhan alat dan 

bahan yang akan digunakan untuk praktikum. 

 

   Daftar alat 

dan bahan 

1 hari Persiapan 

praktikum 

Dosen menyiapkan jadwal praktikum sesuai 

jadwal perkuliahansetiap semester, waktu 

pelaksanaan praktikum dapat dimulai 4 

minggu setelah perkuliahan dimulai. 

    7 hari Jadwal 

praktikum 

Dosen menyerahkan jadwal kepada 

penanggung jawab laboratorium formulasi 

dasar. 

   Jadwal 

praktikum 

1 hari Pelaksanaan 

praktikum 

Dosen menyusun pembagian pembagian 

kelompok praktikum dan mengumumkannya 

pada praktikan/mahasiswa 

   Daftar nama 

mahasiswa 

3hari Kelompok 

saat 

praktikum 

mengeluarkan keseluruhan j adwal 

penggunaan laboratorium dalam satu semester 

untuk laboratorium yang digunakan. 

   Jadwal 

penggunaan 

laboratorium 

1 hari  

1 

2 

4 

3 

5 

6 

7 

8 

9 
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Penanggung jawab praktikum menyiapkan alat 

dan bahan untuk pelaksanaan praktikum. 

 

   Daftar alat 

dan bahan 

1 hari Persiapan 

praktikum 

melaksanakan praktikum sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan dengan bimbingan 

dosen dan laboran dengan diawali pretest 

   Materi 1 hari Pelaksanaan 

praktikum 

Praktikan wajib membuat laporan praktikum 

dan mengumpulkan pada minggu berikutnya. 

   Materi dan 

laporan 

kegiatan 

1 hari Laporan 

praktikum 

Setelah praktikum selesai, maka pihak 

dosen/laboran menyerahkan kembali fasilitas 

yang digunakan kepada laboran untuk 

dilakukan pengecekan dan persiapan untuk 

praktikum berikutnya. 

   Alat dan 

bahan 

1 hari Pengecekan 

alat dan 

bahan 

Pada pertemuan terakhir diadakan responsi 

oleh dosen dan/atau laboran. 

   Materi dan 

laporan 

1 hari Penilaian 

mahasiswa 

Dosen menentukan nilai praktikum 
   Materi dan 

laporan 

1 hari Penilaian 

dan evaluasi 

 

12 

13 13 

14 

15 

10 

11 
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PENYUSUNAN MODUL PRAKTIKUM  
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Tujuan Memberikan panduan penyusunan modul praktik laboratorium 

Dosen Pengampu Praktikum. 

Ruang Lingkup Semua aktivitas penyusunan modul praktik laboratorium yang 

dilakukan Prodi D3 Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Laboratorium pendidikan merupakan unit penunjang akademik 

pada lembaga pendidikan, untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, 

dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan 

peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, 

dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

Pelaksana Pudir 2 

Ka Laboratorium 

Dosen Pengampu 

Pengguna Mahasiswa 

Prosedur 1. Tim dosen pengampu praktik laboratorium menyusun modul 

sesuai dengan Panduan Penyusunan Modul 

2. Penyusunan draf modul praktikum oleh tim pengampu 

praktik laboratorium meliputi:  

a) Penetapan tata tertib praktikum 

b) Penetapan deskripsi praktik laboratorium 

c) Penetapan kompetensi yang harus dicapai dari praktik 

laboratorium. 

d) Penyusunan mata acara praktikum untuk praktikum di 

laboratorium : teori yang melatar belakangi, tujuan 

praktikum, bahan dan alat yang diperlukan dan prosedur 

kerja. 

3. Dosen pengampu praktik laboratorium menyusun draft 

Lembar Kerja Praktikum yang terdiri dari : pre-lab, lembar 

untuk diagram alir /flow chart, lembar pengamatan dan 

perhitungan/analisis data, lembar pembahasan yang dipandu 

dengan pertanyaan  

4. Dosen pengampu praktik laboratorium menyusun draft 

Rubik untuk menilai aktivitas praktikan di laboratorium.  

Butir penilaian aktivitas di laboratorium meliputi: kepatuhan 

terhadap tata tertib dan kemampuan psikomotorik sesuai 

kompetensi  

5. Dosen pengampu praktek laboratorium menyampaikan Draft 

Modul Praktikum (MP), Lembar Kerja Praktikum (LKP), 

dan Rubrik Penilaian Aktivitas Praktikan (RPAP) kepada 

Ketua Laboratorium  

6. Draft MP, LKP, dan RPAP selanjutnya didistribusikan oleh 

administrasi jurusan ke semua dosen anggota laboratorium 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper 

Pemkab Ngawi 
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 Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Pudir 2 Ka Lab Dosen Kelengkapan  Waktu  Output  

Tim dosen pengampu praktik laboratorium 

menyusun modul sesuai dengan Panduan 

Penyusunan Modul 

  

 Buku panduan  5 hari  Modul 

praktikum 

laboratorium 

Penyusunan draf modul praktikum oleh tim 

pengampu praktik laboratorium 
  

 Draft modul 

praktikum  

3 hari  Modul 

praktikum  

Dosen pengampu praktik laboratorium 

menyusun draft Lembar Kerja Praktikum 
  

 Draft lembar 

kerja 

praktikum  

3hari  Lembar kerja 

praktikum  

Dosen pengampu praktik laboratorium 

menyusun draft Rubik untuk menilai aktivitas 

praktikan di laboratorium. 

  

 Draft rubik  3hari  Draft rubik  

Dosen pengampu praktek laboratorium 

menyampaikan Draft Modul Praktikum (MP), 

Lembar Kerja Praktikum (LKP), dan Rubrik 

Penilaian Aktivitas Praktikan (RPAP) kepada 

Ketua Laboratorium 

   Draft MP, 

LKP, RPAP 

3 hari  Draft MP, 

LKP, RPAP 

Draft MP, LKP, dan RPAP selanjutnya 

didistribusikan oleh bagian administrasi ke 

semua dosen anggota laboratorium 

 

 

 Draft MP, 

LKP, RPAP 

1 hari  Pendistribusian  

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 8 
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Tujuan Tujuan prosedur ini adalah untuk menyesuaikan ruang kuliah 

untuk kegiatan pembelajaran agar memenuhi standar. 

Ruang Lingkup Penentuan Ruang kuliah Akper Pemkab Ngawi yang sesuai 

standar 

Definisi Ruang Kuliah adalah salah satu sarana di Akper Pemkab Ngawi  

yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. 

Pelaksana Direktur 

Pudir II 

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

UPM 

Pengguna Dosen dan Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi   

Prosedur 1. UPM menetukan standar sarana dan prasarana tentang 

standar ruang kuliah 

2. Sub Bidang Umum dan Perlengkapan menyampaikan 

standar sarana dan prasarana kepada Pudir II 

3. Pudir II memahami standar sarana dan prasarana dan 

menyampaikan kepada Direktur  

4. Direktur menerima dan memahami standar sarana dan 

prasarana kemudian memerintahkan agar diadakan rapat 

5. Rapat diadakan dengan seluruh dosen untuk membahas 

standar sarana dan prasarana tentang standar ruang kuliah 

6. Hasil rapat disampaikan kepada direktur untuk 

ditindaklanjuti 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper 

Pemkab Ngawi  
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu 

Baku 

 

Direktur Pudir 2 

Sub Bid Umum 

dan 

Perlengkapan 

UPM 

Kelengkapan  Waktu  Output  

UPM menetukan standar 

sarana dan prasarana tentang 

standar ruang kuliah 

  

 

 Daftar standar 

sarana 

prasarana ruang 

kuliah 

4 hari  SOP sarana 

dan prasarana 

ruang kuliah  

Sub Bidang Umum dan 

Perlengkapan menyampaikan 

standar sarana dan prasarana 

kepada Pudir II 

    Daftar standar 

sarana dan 

prasarana  

1 hari SOP sarana 

dan prasarana 

ruang kuliah  

Pudir II memahami standar 

sarana dan prasarana dan 

menyampaikan kepada 

Direktur 

   

 

Daftar standar 

sarana dan 

prasarana  

1 hari  SOP sarana dan 

prasarana yang 

ditetapkan  

Direktur menerima dan 

memahami standar sarana dan 

prasarana kemudian 

memerintahkan agar diadakan 

rapat 

  

 

 SOP sarana dan 

prasarana ruang 

kuliah  

1 hari  Pengadaan 

rapat seluruh 

dosen  

Rapat diadakan dengan seluruh 

dosen untuk membahas standar 

sarana dan prasarana tentang 

standar ruang kuliah 

     1 hari  Rekapitulasi 

hasil rapat  

1 

2 

3 

4 

5 5 5 5 
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Hasil rapat disampaikan kepada 

direktur untuk ditindaklanjuti 

  

 

 

 

Rekapitulasi hasil 

rapat  

1 hari  Persetujuan 

SOP sarana dan 

prasarana ruang 

kuliah  

6 
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Tujuan Tujuan prosedur ini adalah untuk menyesuaikan ruang Direktur 

untuk ruang kerja direktur  agar memenuhi standar. 

Ruang Lingkup Penentuan Ruang direktur Akper Pemkab Ngawi yang sesuai 

standar 

Definisi Ruang direktur adalah salah satu sarana di Akper Pemkab Ngawi  

yang merupakan ruang kerja direktur dengan berbagai fasilitas 

yang diperlukan. 

Pelaksana Direktur 

Pudir II 

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

UPM 

Pengguna Direktur Akper Pemkab Ngawi   

Prosedur 1. UPM menetukan standar sarana dan prasarana tentang standar 

ruang Direktur 

2. Sub Bidang Umum dan Perlengkapan menyampaikan standar 

sarana dan prasarana kepada Pudir II 

3. Pudir II memahami standar sarana dan prasarana dan 

menyampaikan kepada Direktur  

4. Direktur menerima dan memahami standar sarana dan 

prasarana kemudian memerintahkan agar diadakan rapat 

5. Rapat diadakan dengan seluruh dosen untuk membahas 

standar sarana dan prasarana tentang standar ruang kuliah 

6. Hasil rapat disampaikan kepada direktur untuk ditindaklanjuti 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper Pemkab 

Ngawi  
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Direktur Pudir 2 
Sub Bid Umum 

dan Perlengkapan 
UPM 

Kelengkapan  Waktu  Output  

UPM menetukan standar 

sarana dan prasarana tentang 

standar ruang Direktur 

  

 

 Daftar 

standar 

sarana 

prasarana 

ruang 

direktur 

4 hari SOP sarana 

dan 

prasarana 

ruang 

direktur 

Sub Bidang Umum dan 

Perlengkapan menyampaikan 

standar sarana dan prasarana 

kepada Pudir II 

    Daftar 

standar 

sarana dan 

prasarana 

1 hari SOP sarana 

dan 

prasarana 

ruang 

direktur 

Pudir II memahami standar 

sarana dan prasarana dan 

menyampaikan kepada 

Direktur 

   

 

Daftar standar 

sarana dan 

prasarana 

1 hari SOP sarana dan 

prasarana yang 

ditetapkan 

Direktur menerima dan 

memahami standar sarana dan 

prasarana kemudian 

memerintahkan agar diadakan 

rapat 

  

 

 SOP sarana 

dan 

prasarana 

ruang 

direktur  

1 hari Pengadaan 

rapat 

seluruh 

dosen 

Rapat diadakan dengan seluruh 

dosen untuk membahas standar 

sarana dan prasarana tentang 

standar ruang kuliah 

     1 hari Rekapitulasi 

hasil rapat 

1 

2 

3 

4 

5 5 5 5 
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Hasil rapat disampaikan kepada 

direktur untuk ditindaklanjuti 

  

 

 

 

Rekapitulasi 

hasil rapat  

1 hari  Persetujuan 

SOP sarana 

dan prasarana 

ruang direktur  

6 
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Tujuan Tujuan prosedur ini adalah untuk menyesuaikan ruang dosen 

sebagai ruang kerja para dosen  agar memenuhi standar. 

Ruang Lingkup Penentuan Ruang dosen Akper Pemkab Ngawi yang sesuai 

standar 

Definisi Ruang dosen tetap berfungsi sebagai ruang kerja para dosen tetap 

maupun tidak tetap yang dilengkapi dengan meja kerja dan kursi 

tamu untuk masing-masing dosen. Ruang dosen  ini juga berguna 

untuk memudahkan mahasiswa menjumpai dosen untuk 

berdiskusi. 

Pelaksana Direktur 

Pudir II 

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

UPM 

Pengguna Dosen Akper Pemkab Ngawi   

Prosedur 1. UPM menetukan standar sarana dan prasarana tentang standar 

ruang Dosen 

2. Sub Bidang Umum dan Perlengkapan menyampaikan standar 

sarana dan prasarana kepada Pudir II 

3. Pudir II memahami standar sarana dan prasarana dan 

menyampaikan kepada Direktur  

4. Direktur menerima dan memahami standar sarana dan 

prasarana kemudian memerintahkan agar diadakan rapat 

5. Rapat diadakan dengan seluruh dosen untuk membahas 

standar sarana dan prasarana tentang standar ruang kuliah 

6. Hasil rapat disampaikan kepada direktur untuk ditindaklanjuti 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper 

Pemkab Ngawi  
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Direktur Pudir 2 
Sub Bid Umum 

dan Perlengkapan 
UPM 

Kelengkapan  Waktu  Output  

UPM menetukan standar 

sarana dan prasarana tentang 

standar ruang Dosen 

  

 

 Daftar 

standar 

sarana 

prasarana 

ruang dosen  

4 hari SOP sarana 

dan 

prasarana 

ruang dosen  

Sub Bidang Umum dan 

Perlengkapan menyampaikan 

standar sarana dan prasarana 

kepada Pudir II 

    Daftar 

standar 

sarana dan 

prasarana 

1 hari SOP sarana 

dan 

prasarana 

ruang dosen  

Pudir II memahami standar 

sarana dan prasarana dan 

menyampaikan kepada 

Direktur 

   

 

Daftar standar 

sarana dan 

prasarana 

1 hari SOP sarana dan 

prasarana yang 

ditetapkan 

Direktur menerima dan 

memahami standar sarana dan 

prasarana kemudian 

memerintahkan agar diadakan 

rapat 

  

 

 SOP sarana 

dan 

prasarana 

ruang dosen  

1 hari Pengadaan 

rapat 

seluruh 

dosen 

Rapat diadakan dengan seluruh 

dosen untuk membahas standar 

sarana dan prasarana tentang 

standar ruang kuliah 

     1 hari Rekapitulasi 

hasil rapat 

1 

2 

3 

4 

5 5 5 5 
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Hasil rapat disampaikan kepada 

direktur untuk ditindaklanjuti 

  

 

 

 

Rekapitulasi 

hasil rapat 

1 hari Persetujuan 

SOP sarana 

dan prasarana 

ruang kuliah 

6 
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Tujuan Tujuan prosedur ini adalah untuk menyesuaikan ruang tata usaha 

untuk pengurusan administrasi agar memenuhi standar. 

Ruang Lingkup Penentuan Ruang Tata Usaha Akper Pemkab Ngawi yang sesuai 

standar 

Definisi Ruang tata usaha berfungsi sebagai ruang penyelenggaraan 

sistem administrasi dan informasi pendidikan di Akper Pemkab 

Ngawi 

Pelaksana Direktur 

Pudir II 

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

UPM 

Pengguna Karyawan Akper Pemkab Ngawi   

Prosedur 1. UPM menetukan standar sarana dan prasarana tentang standar 

ruang tata usaha 

2. Sub Bidang Umum dan Perlengkapan menyampaikan standar 

sarana dan prasarana kepada Pudir II 

3. Pudir II memahami standar sarana dan prasarana dan 

menyampaikan kepada Direktur  

4. Direktur menerima dan memahami standar sarana dan 

prasarana kemudian memerintahkan agar diadakan rapat 

5. Rapat diadakan dengan seluruh dosen untuk membahas 

standar sarana dan prasarana tentang standar ruang kuliah 

6. Hasil rapat disampaikan kepada direktur untuk ditindaklanjuti 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper Pemkab 

Ngawi  
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Direktur Pudir 2 
Sub Bid Umum 

dan Perlengkapan 
UPM 

Kelengkapan  Waktu  Output  

UPM menetukan standar 

sarana dan prasarana tentang 

standar ruang tata usaha 

  

 

 Daftar 

standar 

sarana 

prasarana 

ruang tata 

usaha  

4 hari SOP sarana 

dan 

prasarana 

ruang tata 

usaha  

Sub Bidang Umum dan 

Perlengkapan menyampaikan 

standar sarana dan prasarana 

kepada Pudir II 

    Daftar 

standar 

sarana dan 

prasarana 

1 hari SOP sarana 

dan 

prasarana 

ruang tata 

usaha 

Pudir II memahami standar 

sarana dan prasarana dan 

menyampaikan kepada 

Direktur 

   

 

Daftar standar 

sarana dan 

prasarana 

1 hari SOP sarana dan 

prasarana yang 

ditetapkan 

Direktur menerima dan 

memahami standar sarana dan 

prasarana kemudian 

memerintahkan agar diadakan 

rapat 

  

 

 SOP sarana 

dan 

prasarana 

ruang tata 

usaha 

1 hari Pengadaan 

rapat 

seluruh 

dosen 

Rapat diadakan dengan seluruh 

dosen untuk membahas standar 

sarana dan prasarana tentang 

standar ruang kuliah 

     1 hari Rekapitulasi 

hasil rapat 

1 

2 

3 

4 

5 5 5 5 
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Hasil rapat disampaikan kepada 

direktur untuk ditindaklanjuti 

  

 
 

 

Rekapitulasi 

hasil rapat 

1 hari Persetujuan 

SOP sarana 

dan prasarana 

ruang tata 

usaha 

6 
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Tujuan Tujuan prosedur ini adalah untuk menyesuaikan kantin akademik 

sebagai penyedia makanan dan minuman agar memenuhi 

standar. 

Ruang Lingkup Penentuan kantin akademik Akper Pemkab Ngawi yang sesuai 

standar 

Definisi Kantin akademik adalah  ruangan umum yang menyediakan 

makanan dan minuman di lingkungan Akper Pemkab Ngawi 

Pelaksana Direktur 

Pudir II 

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

UPM 

Pengguna Sivitas Akademika Akper Pemkab Ngawi   

Prosedur 1. UPM menetukan standar sarana dan prasarana tentang standar 

ruang kantin akademik 

2. Sub Bidang Umum dan Perlengkapan menyampaikan standar 

sarana dan prasarana kepada Pudir II 

3. Pudir II memahami standar sarana dan prasarana dan 

menyampaikan kepada Direktur  

4. Direktur menerima dan memahami standar sarana dan 

prasarana kemudian memerintahkan agar diadakan rapat 

5. Rapat diadakan dengan seluruh dosen untuk membahas 

standar sarana dan prasarana tentang standar ruang kuliah 

6. Hasil rapat disampaikan kepada direktur untuk ditindaklanjuti 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper Pemkab 

Ngawi  
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Direktur Pudir 2 
Sub Bid Umum 

dan Perlengkapan 
UPM 

Kelengkapan  Waktu  Output  

UPM menetukan standar 

sarana dan prasarana tentang 

standar ruang kantin akademik 

  

 

 Meja,kursi, 

almari 

piring, 

wastafel, 

tempat galon 

4 hari sarana dan 

prasarana 

ruang kantin 

akademik  

Sub Bidang Umum dan 

Perlengkapan menyampaikan 

standar sarana dan prasarana 

kepada Pudir II 

    Daftar 

standar 

sarana dan 

prasarana 

1 hari sarana dan 

prasarana 

ruang kantin 

akademik 

Pudir II memahami standar 

sarana dan prasarana dan 

menyampaikan kepada 

Direktur 

   

 

Daftar standar 

sarana dan 

prasarana 

1 hari sarana dan 

prasarana yang 

ditetapkan 

Direktur menerima dan 

memahami standar sarana dan 

prasarana kemudian 

memerintahkan agar diadakan 

rapat 

  

 

 SOP sarana 

dan 

prasarana 

ruang kantin 

akademik  

1 hari Pengadaan 

rapat seluruh 

dosen 

Rapat diadakan dengan seluruh 

dosen untuk membahas standar 

sarana dan prasarana tentang 

standar ruang kuliah 

     1 hari Rekapitulasi 

hasil rapat 

1 

2 

3 

4 

5 5 5 5 
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Hasil rapat disampaikan kepada 

direktur untuk ditindaklanjuti 

  

 

 

 

Rekapitulasi 

hasil rapat 

1 hari Persetujuan 

SOP sarana 

dan prasarana 

ruang kantin 

akademik  

6 
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Tujuan Tujuan prosedur ini adalah untuk menyesuaikan tempat ibdah 

agar memenuhi standar. 

Ruang Lingkup Penentuan tempat ibadah di Akper Pemkab Ngawi yang sesuai 

standar 

Definisi Tempat ibadah adalah  sebuah tempat yang digunakan oleh umat 

beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau 

kepercayaan mereka masing-masing. 

Pelaksana Direktur 

Pudir II 

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

UPM 

Pengguna Sivitas Akademika Akper Pemkab Ngawi   

Prosedur 1. UPM menetukan standar sarana dan prasarana tentang standar 

ruang tempat ibadah 

2. Sub Bidang Umum dan Perlengkapan menyampaikan standar 

sarana dan prasarana kepada Pudir II 

3. Pudir II memahami standar sarana dan prasarana dan 

menyampaikan kepada Direktur  

4. Direktur menerima dan memahami standar sarana dan 

prasarana kemudian memerintahkan agar diadakan rapat 

5. Rapat diadakan dengan seluruh dosen untuk membahas 

standar sarana dan prasarana tentang standar ruang kuliah 

6. Hasil rapat disampaikan kepada direktur untuk ditindaklanjuti 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper Pemkab 

Ngawi  
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Direktur Pudir 2 
Sub Bid Umum 

dan Perlengkapan 
UPM 

Kelengkapan  Waktu  Output  

UPM menetukan standar 

sarana dan prasarana tentang 

standar ruang tempat ibadah 

  

 

 Kipas angin, 

tempat 

perlengkapan 

ibadah, 

alquran dan 

kitab agama 

lainnya 

3hari  

Sub Bidang Umum dan 

Perlengkapan menyampaikan 

standar sarana dan prasarana 

kepada Pudir II 

    Daftar standar 

sarana dan 

prasarana 

1 hari sarana dan 

prasarana 

ruang kantin 

akademik 

Pudir II memahami standar 

sarana dan prasarana dan 

menyampaikan kepada 

Direktur 

   

 

Daftar standar 

sarana dan 

prasarana 

1 hari sarana dan 

prasarana yang 

ditetapkan 

Direktur menerima dan 

memahami standar sarana dan 

prasarana kemudian 

memerintahkan agar diadakan 

rapat 

  

 

 SOP sarana 

dan prasarana 

ruang kantin 

akademik 

1 hari Pengadaan 

rapat seluruh 

dosen 

Rapat diadakan dengan 

seluruh dosen untuk 

membahas standar sarana dan 

prasarana tentang standar 

ruang kuliah 

     1 hari Rekapitulasi 

hasil rapat 

1 

2 

3 

4 

5 5 5 5 
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Hasil rapat disampaikan kepada 

direktur untuk ditindaklanjuti 

  

 
 

 

Rekapitulasi 

hasil rapat 

1 hari Persetujuan 

SOP sarana 

dan prasarana 

ruang kantin 

akademik 

6 
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Tujuan Tujuan prosedur ini adalah untuk menyesuaikan tempat kegiatan 

mahasiswa agar memenuhi standar. 

Ruang Lingkup Penentuan tempat kegiatan mahasiswa di Akper Pemkab Ngawi 

yang sesuai standar 

Definisi Kegiatan mahasiswa merupakan aktivitas kemahasiswaan luar 

kelas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu 

Pelaksana Direktur 

Pudir II 

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

UPM 

Pengguna Sivitas Akademika Akper Pemkab Ngawi   

Prosedur 1. UPM menetukan standar sarana dan prasarana tentang standar 

ruang tempat kegiatan mahasiswa 

2. Sub Bidang Umum dan Perlengkapan menyampaikan standar 

sarana dan prasarana kepada Pudir II 

3. Pudir II memahami standar sarana dan prasarana dan 

menyampaikan kepada Direktur  

4. Direktur menerima dan memahami standar sarana dan 

prasarana kemudian memerintahkan agar diadakan rapat 

5. Rapat diadakan dengan seluruh dosen untuk membahas 

standar sarana dan prasarana tentang standar ruang kuliah 

6. Hasil rapat disampaikan kepada direktur untuk ditindaklanjuti 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper Pemkab 

Ngawi  
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Direktur Pudir 2 
Sub Bid Umum 

dan Perlengkapan 
UPM 

Kelengkapan  Waktu  Output  

UPM menetukan standar 

sarana dan prasarana tentang 

standar ruang tempat kegiatan 

mahasiswa 

  

 

 Daftar standar 

sarana 

prasarana 

ruang tempat 

kegiatan 

mahasiswa 

4 hari SOP sarana 

dan prasarana 

ruang tempat 

kegiatan 

mahasiswa 

Sub Bidang Umum dan 

Perlengkapan menyampaikan 

standar sarana dan prasarana 

kepada Pudir II 

    Daftar standar 

sarana dan 

prasarana 

1 hari SOP sarana 

dan prasarana 

ruang tempat 

kegiatan 

mahasiswa 

Pudir II memahami standar 

sarana dan prasarana dan 

menyampaikan kepada 

Direktur 

   

 

Daftar standar 

sarana dan 

prasarana 

1 hari SOP sarana dan 

prasarana yang 

ditetapkan 

Direktur menerima dan 

memahami standar sarana dan 

prasarana kemudian 

memerintahkan agar diadakan 

rapat 

  

 

 SOP sarana 

dan prasarana 

ruang tempat 

kegiatan 

mahasiswa 

1 hari Pengadaan 

rapat seluruh 

dosen 

Rapat diadakan dengan seluruh 

dosen untuk membahas standar 

sarana dan prasarana tentang 

standar ruang kuliah 

     1 hari Rekapitulasi 

hasil rapat 

1 

2 

3 

4 

5 5 5 5 
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Hasil rapat disampaikan kepada 

direktur untuk ditindaklanjuti 

  

 

 

 

Rekapitulasi 

hasil rapat 

1 hari Persetujuan 

SOP sarana dan 

prasarana ruang 

tempat kegiatan 

mahasiswa 

6 
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Tujuan Tujuan prosedur ini adalah untuk pedoman dalam memenuhi 

peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran di kelas. 

Ruang Lingkup Penentuan peralatan ruang kelas Akper Pemkab Ngawi yang 

sesuai standar 

Definisi Peralatan ruang kelas adalah segala sesuatu yang diperlukan 

untuk keperluan proses belajar mengajar di ruang kuliah 

Pelaksana Direktur 

Pudir II 

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

Pengguna DosenMahasiswa Akper Pemkab Ngawi   

Prosedur 1. Sub Bidang Umum dan Perlengkapan membuat daftar 

usulan kebutuhan peralatan di ruang kelas sesuai dengan 

standar 

2. Sub Bidang Umum dan Perlengkapan mengajukan 

pengadaan peralatan ruang kelas kepada Pudir II 

3. Pudir II menerima dan menyampaikan kepada Direktur  

4. Direktur menerima, memahami kemudian menyetujui 

usulan pengadaan peralatan ruang kelas 

5. Sub Bidang Umum dan Perlengkapan memenuhi kebutuhan 

peralatan ruang kelas sesuai dengan draf yang direncanakan 

6. Peralatan digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan belajar 

mengajar 

7. Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas 

sarana dan prasarana di ruang kelas 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper 

Pemkab Ngawi  
 

 



327 

 

Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Sub Bidang 

Umum dan 

Perlengkapan 

Pudir II Direktur 
Mahasiswa 

Dan Dosen 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

membuat daftar usulan kebutuhan peralatan 

di ruang kelas sesuai dengan standar 

 

 

  Daftar kebuhan 

peralatan  di  

ruang kelas  

4 hari Usulan kebutuhan 

peralatan  

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

mengajukan pengadaan peralatan ruang kelas 

kepada Pudir II 

 

 

 

  Daftar kebuhan 

peralatan  di  

ruang kelas 

1 hari Draft pengadaan 

peralatan ruang 

kelas 

Pudir II menerima dan menyampaikan 

kepada Direktur 

 

  

 

 Draft pengadaan 

peralatan ruang 

kelas 

1 hari Draft pengadaan 

peralatan ruang kelas 

Direktur menerima, memahami kemudian 

menyetujui usulan pengadaan peralatan 

ruang kelas 

 

 

 

  Proposal dan 

draft usulan  
1 hari SK Pengadaan 

peralatan ruang 

kelas 

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

memenuhi kebutuhan peralatan ruang kelas 

sesuai dengan draf yang direncanakan 

  

  Daftar 

peralatan ruang 

kelas  

1 hari Ketersediaan 

peralatan ruang 

kelas  

Peralatan digunakan oleh mahasiswa untuk 

kegiatan belajar mengajar   
   1 hari Pemanfaatan 

peralatan di ruang 

kelas  

Dilakukan pemeliharaan secara berkala 

terhadap fasilitas sarana dan prasarana di 

ruang kelas 

 

 
 

 

  1 hari  Pemeliharaan 

peralatan dan 

fasilitas di ruang 

kelas 

 

7 

1 

2 

3 

4 4 

5 

6 
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Tujuan Tujuan prosedur ini adalah untuk pedoman dalam memenuhi 

peralatan di ruang kantor yang dibutuhkan untuk keperluan 

kantor. 

Ruang Lingkup Penentuan peralatan ruang kantor di Akper Pemkab Ngawi yang 

sesuai standar 

Definisi Peralatan ruang kantor adalah segala sesuatu alat yang 

diperlukan untuk keperluan kantor. 

Pelaksana Direktur 

Pudir II 

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

Pengguna DosenKaryawan Akper Pemkab Ngawi   

Prosedur 1. Sub Bidang Umum dan Perlengkapan membuat daftar 

usulan kebutuhan peralatan di ruang kantor dari masing-

masing bidang 

2. Sub Bidang Umum dan Perlengkapan mengajukan 

pengadaan peralatan ruang kantor kepada Pudir II 

3. Pudir II menerima dan menyampaikan kepada Direktur  

4. Direktur menerima, memahami kemudian menyetujui 

usulan pengadaan peralatan ruang kantor 

5. Sub Bidang Umum dan Perlengkapan memenuhi kebutuhan 

peralatan ruang kantor sesuai dengan draf yang 

direncanakan 

6. Peralatan digunakan oleh dosen dan karyawan untuk 

kegiatan di kantor 

7. Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas 

sarana dan prasarana di ruang kantor 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper 

Pemkab Ngawi  
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Sub Bidang 

Umum dan 

Perlengkapan 

Pudir 

II 
Direktur 

Mahasiswa 

Dan Dosen 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

membuat daftar usulan kebutuhan 

peralatan di ruang kantor dari masing-

masing bidang 

 

 

  Daftar 

kebuhan 

peralatan  di  

ruang kantor 

4 hari Usulan kebutuhan 

peralatan  

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

mengajukan pengadaan peralatan 

ruang kantor kepada Pudir II 

 

 

  Daftar 

kebuhan 

peralatan  di  

ruang kantor 

1 hari Draft pengadaan 

peralatan ruang 

kantor  

Pudir II menerima dan menyampaikan 

kepada Direktur 

  

 

 Draft pengadaan 

peralatan ruang 

kantor  

1 hari Draft pengadaan 

peralatan ruang kantor  

Direktur menerima, memahami 

kemudian menyetujui usulan 

pengadaan peralatan ruang kantor 

 

 

  Proposal dan 

draft usulan  
1 hari SK Pengadaan 

peralatan ruang 

kantor   

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

memenuhi kebutuhan peralatan ruang 

kantor sesuai dengan draf yang 

direncanakan 

  

  Daftar 

peralatan 

kantor  

1 hari Ketersediaan 

peralatan ruang 

kantor 

Peralatan digunakan oleh dosen dan 

karyawan untuk kegiatan di kantor   
   1 hari Pemanfaatan 

peralatan di ruang 

kantor  

Dilakukan pemeliharaan secara 

berkala terhadap fasilitas sarana dan 

prasarana di ruang kantor 
 

 

 
 

 

  1 hari  Pemeliharaan 

peralatan dan fasilitas 

di ruang kantor  
7 

1 

2 

3 

4 4 

5 

6 
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Tujuan Tujuan prosedur ini adalah untuk pedoman dalam memenuhi 

pengadaan barang yang dibutuhkan. 

Ruang Lingkup Pengadaan barang di Akper Pemkab Ngawi yang sesuai standar 

Definisi Pengadaan adalah suatu proses untuk pemenuhan atau 

penyediaan kebutuhan dan pasokan barang. 

Barang adalah benda-benda yang berwujud, yang digunakan 

civitas akademika Akper Pemkab Ngawi untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

Pelaksana Direktur 

Pudir II 

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

Pengguna Civitas Akademika Akper Pemkab Ngawi   

Prosedur 1. Sub Bidang Umum dan Perlengkapan membuat daftar 

usulan kebutuhan barang yang dibutuhkan. 

2. Sub Bidang Umum dan Perlengkapan mengajukan 

pengadaan barang kepada Pudir II 

3. Pudir II menerima dan menyampaikan kepada Direktur  

4. Direktur menerima, memahami kemudian menyetujui 

usulan pengadaan barang 

5. Sub Bidang Umum dan Perlengkapan memenuhi kebutuhan 

barang sesuai dengan draf yang direncanakan 

6. Barang dgunakan oleh dosen dan karyawan untuk kegiatan 

di kantor 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper 

Pemkab Ngawi  



333 

 

Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

Direktur Pudir 2 
Sub Bid Umum 

dan Perlengkapan 

Civitas 

Akademika 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Sub Bidang Umum dan 

Perlengkapan membuat daftar 

usulan kebutuhan barang yang 

dibutuhkan. 

    Daftar 

barang 

1 hari Usulan barang 

yang 

dibutuhkan 

Sub Bidang Umum dan 

Perlengkapan mengajukan 

pengadaan barang kepada 

Pudir II 

    Draft 

usulan 

barang 

1 hari Persetujuan 

pudir II 

Pudir II menerima dan 

menyampaikan kepada 

Direktur 

    Draft 

usulan 

barang 

1 hari SK Pengadaan 

barang 

Direktur menerima, 

memahami kemudian 

menyetujui usulan pengadaan 

barang 

    Surat 

persetujuan 

1 hari Pemenuhan 

kebutuhan 

barang sesuai 

rencana 

Sub Bidang Umum dan 

Perlengkapan memenuhi 

kebutuhan barang sesuai 

dengan draf yang 

direncanakan 

    SK 

Pengadaan 

barang 

1 hari Barang 

digunakan 

sesuai 

kebutuhan 

Barang dgunakan oleh dosen 

dan karyawan untuk kegiatan di 

kantor 

     1 hari Barang 

digunakan 

sesuai 

kebutuhan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
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Tujuan Tujuan prosedur ini adalah untuk pemeriksaan barang yang 

diterima sudah sesuai dengan draf barang yang dibutuhkan 

Ruang Lingkup Cara penerimaan barang habis pakai di Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Penerimaan barang adalah menerima barang dari distributor yang 

disesuaikan dengan dokumen pemesanan 

Pelaksana Penyedia barang 

Pudir II 

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

Pengguna Sivitas akademika 

Prosedur 1. Penyedia barang mengirimkan barang yang di pesan 

2. Sub Bid Umum dan Perlengkapan memeriksa barang yang 

diterima dengan draf barang yang dibutuhkan 

3. Sub Bid Umum dan Perlengkapan menerima barang habis 

pakai dan mengarsipkan bukti penerimaan barang 

4. Sub Bid Umum dan Perlengkapan melaporkan kepada Pudir 

II 

5. Pudir II memerintahkan untuk mendistribusikan barang ke 

masing-masing bidang 

6. Sub Bid Umum dan Perlengkapan mendistribusikan barang 

ke masing-masing bidang  

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper Pemkab 

Ngawi  
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu 

Baku  

 

Penyedia 

barang 

Sub Bidang 

Umum dan 

Perlengkapan 

Pudir 

II 

Sivitas 

akademika 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Penyedia barang mengirimkan barang 

yang di pesan 

  

 

 Nota pembelian 1 hari Pengiriman barang 

Sub Bid Umum dan Perlengkapan 

memeriksa barang yang diterima 

dengan draf barang yang dibutuhkan 

  

 

 Nota pembelian 1 hari Menerima barang 

Sub Bid Umum dan Perlengkapan 

menerima barang habis pakai dan 

mengarsipkan bukti penerimaan barang 

   

 

Nota pembelian dan 

bukti penerimaan 

barang 

1 hari Arsip 

Sub Bid Umum dan Perlengkapan 

melaporkan kepada Pudir II 

  

 

 Nota pembelian 

dan bukti 

penerimaan 

barang 

1 hari SK Pendistribusian 

barang 

Pudir II memerintahkan untuk 

mendistribusikan barang ke masing-

masing bidang 

  

 

 SK 

Pendistribusian 

barang 

1 hari Pembagian barang 

masing-masing 

bidang 

Sub Bid Umum dan Perlengkapan 

mendistribusikan barang ke masing-

masing bidang 

  

 

 Barang 1 hari Pengadaan barang 

terealisasi 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 6 
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Tujuan Tujuan prosedur ini adalah untuk penyimpanan barang yang 

diterima  

Ruang Lingkup Cara penyimpanan barang habis pakai yang belum digunakan di 

Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Barang habis pakai adalah barang-barang yang dapat digunakan 

satu kali pemakaian. 

Penyimpanan barang adalah meletakkan barang yang belum 

digunakan pada tempat sementara sebelum barang tersebut 

digunakan 

Pelaksana Pudir II 

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

Pengguna Sivitas akademika 

Prosedur 1. Pudir II memerintahkan untuk mendistribusikan barang ke 

masing-masing bidang 

2. Sub Bid Umum dan Perlengkapan mendistribusikan barang 

ke masing-masing bidang 

3. Barang yang belum terpakai disimpan di tempat 

sementara/gudang 

4. Sub Bid Umum dan Perlengkapan mengarsipkan bukti 

penyimpanan barang dan melaporkan ke PD 2 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper Pemkab 

Ngawi  
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Pudir II 
Sub Bidang Umum 

dan Perlengkapan 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Pudir II memerintahkan untuk 

mendistribusikan barang ke masing-masing 

bidang 

  SK 

Pendistribusian 

barang 

1 hari Pembagian 

barang masing-

masing bidang 

Sub Bid Umum dan Perlengkapan 

mendistribusikan barang ke masing-masing 

bidang 

  Barang 1 hari Barang dibagi 

sesuai 

kebutuhan 

bidang 

Barang yang belum terpakai disimpan di 

tempat sementara/gudang 

  Barang 1 hari Barang 

disimpan di 

gudang 

Sub Bid Umum dan Perlengkapan 

mengarsipkan bukti penyimpanan barang dan 

melaporkan ke PD 2 

  Bukti 

penyimpanan 

barang 

1 hari Dokumentasi 

1 

2 

3 

4 
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PENGELUARAN BARANG DAN  

BAHAN HABIS PAKAI 
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Tujuan Tujuan prosedur ini adalah untuk mengeluarkan barang dan 

bahan habis pakai  

Ruang Lingkup Cara pengeluaran barang dan bahan habis pakai di Akper Pemkab 

Ngawi 

Definisi Barang habis pakai adalah barang-barang yang dapat digunakan 

satu kali pemakaian. 

Pengeluaran barang dan bahan habis pakai aadalah mengeluarkan 

barang yang belum digunakan dari  tempat sementara atau 

gudang untuk dapat digunakan 

Pelaksana Pudir II 

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

Pengguna Sivitas akademika 

Prosedur 1. Pemohon mengajukan permintaan barang habis pakai dengan 

mengisi form permintaan barang  

2. Form diajukan kepada Sub Bid Umum dan Perlengkapan. 

3. Sub Bid Umum dan Perlengkapan menyampaikan kepada 

Pudir II 

4. Pudir II memeriksa permintaan barang yang diajukan, jika 

barangnya ada dan permintaan sesuai dengan kebutuhan 

operasional permintaan dapat disetujui, jika tidak disetujui 

akan kembali kepada yang bersangkutan 

5. Bagian penyedia barang mengambilkan barangbarang yang 

diminta. Menunjukkan pada pemohon apakah barang yang 

diambilkan sudah sesuai. 

6. Pemohon menerima barang dan bag. Penyedia barang 

mengarsipkan bukti pengeluaran barang 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper Pemkab 

Ngawi  
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Pemohon 
Pudir 

II 

Sub Bidang 

Umum dan 

Perlengkap

an 

Bag. 

penyedia 

barang 

Kelengkapan  Waktu  Output  

mengajukan permintaan barang habis 

pakai dengan mengisi form permintaan 

barang 

  

 

 Formulir 

permintaan 

barang  

1 hari  Pengajuan 

permintaan 

barang habis 

pakai  

Form diajukan kepada Sub Bid Umum 

dan Perlengkapan. 

  

 

 Formulir 

permintaan 

barang  

1 hari  Persetujuan 

pengajuan  

Sub Bid Umum dan Perlengkapan 

menyampaikan kepada Pudir II 

    Formulir 

permintaan 

barang 

1 hari Persetujuan 

pengajuan 

Pudir II memeriksa permintaan barang 

yang diajukan, jika tidak disetujui akan 

kembali kepada yang bersangkutan 

  

 

 Daftar 

permintaan 

barang  

1 hari   

Bagian penyedia barang mengambilkan 

barang-barang yang diminta. 

Menunjukkan pada pemohon apakah 

barang yang diambilkan sudah sesuai. 

  

 

 Daftar 

permintaan 

barang  

1 hari Mengisi bukti 

penerimaan 

barang  

Pemohon menerima barang dan bag. 

Penyedia barang mengarsipkan bukti 

pengeluaran barang 

  

 

 Daftar 

permintaan 

barang dan 

bukti 

penerimaan 

barang  

1 hari  Pengarsipan  

2 

1 

2 

3 3 

4 4 

5 

6 6 
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PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  

SARANA DAN PRASARANA 
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Tujuan Tujuan prosedur ini adalah untuk membuat laporan  

pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana  

Ruang Lingkup Pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana Akper 

Pemkab Ngawi 

Definisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) adalah salah satu kegiatan 

pelaporan seluruh kegiatan yang telah terlaksan mulai dari awal 

hingga selesainya kegiatan. 

Pelaksana Pudir II 

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

Bagian sarana dan prasarana 

Pengguna Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

Prosedur 1. Setiap penggunaan sarana dan prasarana di Akper Pemkab 

Ngawi di dokumentasikan oleh bagian sarana dan prasarana 

2. Bagian sarana dan prasarana menyusun LPJ sesuai format 

yang telah ditentukan 

3. Bagian sarana dan prasarana menyerahkan LPJ yang telah 

disusun oleh Sub Bid Umum dan Perlengkapan untuk 

dikoreksi 

4. Sub Bid Umum dan Perlengkapan meminta tanda tangan 

Pudir II dan Direktur 

5. Dokumen yang telah ditandatangani di arsipkan oleh Sub 

Bidang Umum dan perlengkapan 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper 

Pemkab Ngawi  
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Bagian 

sarana dan 

prasarana 

Sub Bidang 

Umum dan 

Perlengkapan 

Pudir II Direktur 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Setiap penggunaan sarana dan 

prasarana di Akper Pemkab 

Ngawi di dokumentasikan oleh 

bagian sarana dan prasarana 

  

 

 Daftar 

pengguna 

sarana dan 

prasarana  

1 hari  Dokumentasi 

penggunaan 

sarana dan 

prasarana  

Bagian sarana dan prasarana 

menyusun LPJ sesuai format yang 

telah ditentukan 

  

 

 Laporan dan 

rekapitulasi 

penggunaan 

sarana dan 

prasarana  

3 hari  LPJ  

Bagian sarana dan prasarana 

menyerahkan LPJ yang telah 

disusun oleh Sub Bid Umum dan 

Perlengkapan untuk dikoreksi 

     1 hari LPJ 

Sub Bid Umum dan Perlengkapan 

meminta tanda tangan Pudir II 

dan Direktur 

  

 

 LPJ dan lembar 

persetujuan  

1 hari  LPJ telah 

disetujui  

Dokumen yang telah 

ditandatangani di arsipkan oleh 

Sub Bidang Umum dan 

perlengkapan 

  

 

 LPJ  1 hari  Pengarsipan  

1 

2 

3 3 

4 4 4 

5 5 



346 

 

 AKADEMI KEPERAWATAN 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
Jl. Dr. Wahidin No.49 Ngawi 

Telp. (0351) 744859, fax: (0351) 749569 

https://www.akperngawi.ac.id  

KODE : 

SPMI-Akp/MM/01.01/224 

Tanggal :  12 April 2021 

STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR SPMI 

Revisi : 3 

Halaman : 1 dari 3 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PERTANGGUNGJAWABAN BAHAN HABIS PAKAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A
K
A
D
E
M
I

KE
PE
RA
W
AT
AN
PEM
ER INTAH

YPKK

A
K
A
D
E
M
I

KE
PE
RA
W
AT
AN
PEM
ER INTAH

YPKK



347 

 

Tujuan Tujuan prosedur ini adalah untuk membuat laporan  

pertanggungjawaban bahan habis pakai  

Ruang Lingkup Pertanggungjawaban bahan habis pakai di Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) adalah salah satu kegiatan 

pelaporan seluruh kegiatan yang telah terlaksan mulai dari awal 

hingga selesainya kegiatan. 

Pelaksana Pudir II 

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

Bag. penyedia barang 

Pengguna Sub Bidang Umum dan Perlengkapan 

Prosedur 1. Setiap penggunaan bahan habis pakai di Akper Pemkab 

Ngawi di dokumentasikan oleh bagian penyedia barang 

2. Bagian penyedia barang menyusun LPJ sesuai format yang 

telah ditentukan 

3. Bagian penyedia barang menyerahkan LPJ yang telah 

disusun oleh Sub Bid Umum dan Perlengkapan untuk 

dikoreksi 

4. Sub Bid Umum dan Perlengkapan meminta tanda tangan 

Pudir II dan Direktur 

5. Dokumen yang telah ditandatangani di arsipkan oleh Sub 

Bidang Umum dan perlengkapan 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper Pemkab 

Ngawi  
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Bagian 

penyedia 

barang 

Sub Bidang 

Umum dan 

Perlengkapan 

Pudir II Direktur 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Setiap penggunaan bahan habis 

pakai di Akper Pemkab Ngawi di 

dokumentasikan oleh bagian 

penyedia barang 

  

 

 Daftar barang 

habis pakai  

1 hari  Rekapitulasi 

penggunaan 

bahan habis 

pakai  

Bagian penyedia barang 

menyusun LPJ sesuai format yang 

telah ditentukan 

  

 

 Laporan dan 

rekapitulasi 

penggunaan 

sarana dan 

prasarana 

3 hari LPJ 

Bagian penyedia barang 

menyerahkan LPJ yang telah 

disusun oleh Sub Bid Umum dan 

Perlengkapan untuk dikoreksi 

     1 hari LPJ 

Sub Bid Umum dan Perlengkapan 

meminta tanda tangan Pudir II 

dan Direktur 

  

 

 LPJ dan lembar 

persetujuan 

1 hari LPJ telah 

disetujui 

Dokumen yang telah 

ditandatangani di arsipkan oleh 

Sub Bidang Umum dan 

perlengkapan 

  

 

 LPJ 1 hari Pengarsipan 

 

 

 

 

1 

2 

3 3 

4 4 4 

5 5 
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Tujuan Standar operasional prosedur ini disusun  untuk  menjamin  

seluruh  sarana dan prasarana memiliki  kemanfaatan  optimal,  

sehingga  untuk  sarana dan prasarana  yang sudah tidak 

memiliki kemanfaatan dan biaya pemeliharaan yang tinggi perlu 

dilakukan pemusnahan. Sehingga sarana dan prasarana  yang  

rusak  dan  tidak memiliki kemanfaatan  tidak  membebani 

gudang/ruang yang lebih. 

Ruang Lingkup 1. Tata cara pemusnahan sarana dan prasarana Akademi 

Keperawatan Pemkab Ngawi 

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemusnahan sarana dan 

prasarana Akademi Keperawatan pemkab Ngawi 

Definisi Pemusnahan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk 

mengeluarkan/ menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar 

inventaris, karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap 

tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk 

kepentingan pelaksanaan pembelajaran di Akademi Keperawatan 

Pemkab Ngawi 

Pelaksana Direktur Akper Pemkab Ngawi 

PUDIR II 

Sub Bid umum dan perlengkapan 

Pengguna Sub bid umum dan perlengkapan 

Prosedur 1. Pembentukan panitia pemusnahan sarana dan prasarana; 

2. Sebelum barang dimusnahkan perlu dilakukan pemilahan 

barang  

3.  Panitia melakukan pemilahan barang yang akan 

dimusnahkan; 

4. Setelah mengadakan pemilahan, Sub.Bid umum dan 

perlengkapan melaporkan ke PD 3barang-barang yang 

diusulkan untuk dimusnahkan. 

5. Kemudian PD 3melaporkan kepada direktur  

6. Direktur menyetujui untuk dilakukan pemusnahan sehingga 

dikeluarkan keputusan pemusnahan; 

7. Sub bid umum dan perlengkapan menugaskan kepada  

petugas yang bersangkutan dengan cara dibakar, dikubur, 

dan sebagaiannya; 

8. Menyampaikan berita acara ke atasan  

9. Sub bid umum dan perlengkapan selanjutnya menghapuskan 

barang tersebut dari buku induk dan buku golongan 

inventaris. 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper 

Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Direktur Pudir II 

Sub Bidang 

Umum dan 

Perlengkapan  

Kelengkapan  Waktu  Output  

Pembentukan panitia pemusnahan 

sarana dan prasarana; 

   Daftar nama 

panitia  

1 hari  Panitia 

pemusnahan 

sarana dan 

prasarana  

Sebelum barang dimusnahkan perlu 

dilakukan pemilahan barang 

   Daftar barang  1 hari  Pemilahan 

barang  

Panitia melakukan pemilahan barang 

yang akan dimusnahkan; 

   Daftar Barang  1 hari  Pemusnahan 

barang  

Setelah mengadakan pemilahan, 

Sub.Bid umum dan perlengkapan 

melaporkan ke PD 3barang-barang yang 

diusulkan untuk dimusnahkan. 

  

 

Laporan 

pemusnahan  

barang  

1 hari  Persetujuan PD II 

Kemudian PD 3melaporkan kepada 

direktur 

  

 

Laporan 

pemusnahan 

barang  

1 hari  Persetujuan 

Direktur 

Direktur menyetujui untuk dilakukan 

pemusnahan sehingga dikeluarkan 

keputusan pemusnahan; 

  

 

Laporan 

pemusnahan 

barang 

1 hari  SK pemusnahan 

barang sarana 

dan prasarana 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Sub bid umum dan perlengkapan 

menugaskan kepada  petugas yang 

bersangkutan dengan cara dibakar, 

dikubur, dan sebagaiannya; 

   Barang  1 hari  Pemusnahan 

barang  

Menyampaikan berita acara ke atasan 

  

 

Naskah berita 

acara  

1 hari  Berita acara  

Sub bid umum dan perlengkapan 

selanjutnya menghapuskan barang 

tersebut dari buku induk dan buku 

golongan inventaris. 

    1 hari  Penghapusan 

barang dari buku 

induk dan buku 

inventaris  

 

7 

8 

9 
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Tujuan Tujuan dari SOP ini adalah untuk menjamin sarana dan prasarana 

maka akan dilaksanakan Audit sesuai dengan jadwal dan standar 

mutu yang telah ditetapkan oleh Akademi Keperawatan Pemkab 

Ngawi 

Ruang Lingkup Ruang lingkup Audit sarana dan prasarana sesuai dengan ruang 

lingkup Audit Mutu yang ditetapkan oleh Akademi Keperawatan 

Pemkab Ngawi 

Definisi Audit adalah proses yang  sistematis, independen dan 

terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit, dan 

mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana 

kriteria audit dipenuhi. 

Pelaksana Direktur  

Pudir II 

Unit Penjaminan Mutu 

Auditor 

Pengguna Seluruh sivitas akademika 

Prosedur 1. Direktur menugaskan unit penjaminan mutu untuk 

menyiapkan dokumen audit sesuai dengan ruang lingkup 

audit yang telah ditetapkan oleh Akademi Keperawatan 

pemkab ngawi 

2. Direktur memberi mandat kepada Pudir I untuk 

melaksanakan koordinasi persiapan audit sarana dan 

prasarana.  

3. Auditor sarana dan prasarana melaksanakan audit sesuai 

dengan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.  

4. Auditor sarana dan prasarana melaporkan hasil audit kepada 

Pudir I yang selanjutnya diteruskan kepada Direktur 

5. Direktur menindaklanjuti hasil audit sarana dan prasarana. 

6. Melakukan perbaikan atas temuan dan melaporkan 

perbaikan sistem 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Peraturan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Akper 

Pemkab Ngawi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku  

Direktur Pudir II UPM Auditor 
Kelengkapan  Waktu  Output  

Direktur menugaskan unit bagian 

penjaminan mutu dan Unit teraudit untuk 

menyiapkan dokumen audit sesuai dengan 

ruang lingkup audit yang telah ditetapkan 

oleh Akademi Keperawatan pemkab ngawi 

 

   

Format audit 

yang sudah 

ditetapkan  

3 hari  Dokumen 

audit  

  Direktur memberi mandat kepada Pudir II 

untuk melaksanakan koordinasi persiapan 

audit sarana dan prasarana. 

    

Surat 

permohonan 

1 hari  Surat tugas  

Auditor sarana dan prasarana melaksanakan 

audit sesuai dengan ruang lingkup audit yang 

telah ditetapkan. 

    

Surat 

undangan, 

dokumen audit 

2 hari  Pelaksanaan 

audit  

Auditor sarana dan prasarana melaporkan 

hasil audit kepada Pudir II yang selanjutnya 

diteruskan kepada Direktur 

 

    

Hasil audit  2 hari  Laporan hasil 

audit  

Direktur menindaklanjuti hasil audit sarana 

dan prasarana. 
    

Laporan hasil 

audit  

2 hari  Perbaikan 

laporan hasil 

audit  

Melakukan perbaikan atas temuan dan 

melaporkan perbaikan sistem     

Laporan hasil 

audit  

1 hari  Laporan 

perbaikan 

sistem 

 

 

 

1 
1 

2 

3 

4 4 

5 

6 
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PERUMUSAN DRAFT BAHAN WORKSHOP 

KURIKULUM  
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Tujuan Menetapkan perumusan draft bahan kurikulum dan akan 

digunakan oleh seluruh dosen  

Ruang Lingkup SOP  Perumusan Draft Bahan Workshop Kurikulumdigunakan 

untuk seluruh mahasiswa D3 Keperawatan  
 

Definisi Kurikulum adalah suatu dokumen tertulis tentang rencana 

akademik menyangkut tujuan belajar, bahan ajar untuk mencapai 

tujuan, metode pembelajaran, dan metode mengevaluasi hasi 

belajar  

 

Pelaksana Direktur, pudir 1, Sub kurikulum 

Pengguna Dosen 

Mahasiswa  

Prosedur 1. Subid kurikulum mempersiapkan bahan untuk workshop 

(Buku kurikulum AIPVIKI, Buku kurikulum institusi) 

2. Pudir 1 kemudian mengoreksi draft untuk workshop dan 

melakukan pengajuan kepada direktur  

3. Diadakan rapat oleh subit kurikulum, pudir 1 dan direktur  

untuk menyepakati draft workshop  

4. Disepakati untuk draft workshop kurikulum yang akan 

digunakan  

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Panduan KurikulumProdi  
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No Kegiatan Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Sub. bid 

kurikulum  

Pudir 1  Direktur  Kelengkapan  Waktu  Output  

1 Subit kurikulum mempersiapkan bahan  

workshop 

 
 

 Materi 

workshop  

4 hari  Draft materi 

workshop  

2 Pudir 1 kemudian mengoreksi draft untuk 

workshop dan melakukan pengajuan kepada 

direktur 

 

 

 Draft materi 

workshop  

3hari   

3 Diadakan rapat oleh subit kurikulum, pudir 1 

dan direktur  untuk menyepakati draft workshop 

   Draft materi 

workshop 

1 hari Hasil rapat 

kesepakatan 

draft workshop 

4 Disepakati untuk draft workshop kurikulum 

yang akan digunakan 

 
 

 materi 

workshop 

1 hari Workshop 

 

 

 

3 

2 

3 3 

4 

1 
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Tujuan 1. Menjamin kurikulum tersusun sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  

2. Menjamin proses pembelajaran berjalan secara efektif.  

3. Menjamin terwujudnya kurikulum yang sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan mahasiswa. 

Ruang Lingkup 1. Kurikulum/silabus KKNI.  

2. Dosen sebagai tenaga pendidikan 

3. Mahasiswa sebagai peserta didik.  

4. Beban kinerja dosen. 

Definisi Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program 

pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara 

pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan 

kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan 

Pelaksana 1. Direktur 

2. Pudir I 

3. Bagian Kurikulum 

4. subbag kepegawaian 

Pengguna 1. BAAK 

2. Dosen  

3. Mahasiswa 

Prosedur 1. Direktur mendisposisi Pudir 1 untuk menyusun kurikulum  

2. PD 1 mempelajari disposisi Direktur, mengonsep tim 

penyusun kurikulum lalu memerintahkan subbag 

kepegawaian untuk membuatkan undangan rapat 

3. Mempelajari disposisi Pudir 1, membuat draft SK 

penugasan tim, membuat undangan rapat tim, lalu 

melaporkan hasilnya ke Pudir 1  

4. Mempelajari draft SK dan undangan, lalu mengajukan ke 

Direktur 

5. Mempelajari draft SK dan undangan, menandatangani lalu 

memerintahkan Pudir 1 untuk melaksanakan rapat 

6. Melaksanakan rapat dan meminta Tim untuk 

menyiapkan/menyusun kurikulum  

7. Menyusun kurikulum sesuai dengan pembagian tugas yang 

telah ditentukan dalam rapat, lalu menyampaikan hasil 

penyusunan kurikulum ke Pudir 1  

8. Mempelajari draft kurikulum lalu mengajukan ke Direktur 

9. Mempelajari draft kurikulum lalu memerintahkan Pudir 1 

untuk mengadakan rapat penetapan kurikulum 

10. Mempelajari disposisi Direktur lalu memerintahkan subbag 

kepegawaianuntuk mengadakan rapat penetapan 

11. Mengadakan rapat penetapan lalu menyampaikan hasilnya 

ke Pudir 1 

12. Menerima hasil rapat, lalu menyampaikan ke Direktur 

13. Menerima hasil rapat penetapan, menandatangani hasil lalu 

memerintahkan Kabag untuk mensosialisasikan dan 

mendokumentasikan kurikulum 

14. Mensosialisasikan kurikulum ke Prodi, dosen dan 

stakeholder 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 
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Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Panduan KurikulumProdi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

subbag 

kepegawaian 
Pudir I Direktur Tim 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Mendisposisi Pudir 1 untuk menyusun 

kurikulum 
 

  

 

Draft 

penyusunan 

kurikulum  

5 hari  Penyusunan 

kurikulum  

Mempelajari disposisi Direktur, mengonsep 

tim penyusun kurikulum lalu memerintahkan 

subbag kepegawaian untuk membuatkan 

undangan rapat 

  

  

Undangan  1 hari  Rapat  

Mempelajari disposisi Pudir 1, membuat 

draft SK penugasan tim, membuat undangan 

rapat tim, lalu melaporkan hasilnya ke Pudir 

1 

  

  

SK penugasan 

tim dan 

undangan 

rapat tim 

3 hari  Rapat  

Mempelajari draft SK dan undangan, lalu 

mengajukan ke Direktur 
 

  

 

Draft SK 

dan 

undangan  

4 hari  Pengajuan ke 

direktur  

Mempelajari draft SK dan undangan, 

menandatangani lalu memerintahkan Pudir 1 

untuk melaksanakan rapat 

 

 

  

Draft SK 

dan 

undangan  

3hari  Persetujuan 

direktur dan 

surat tugas  

Melaksanakan rapat dan meminta Tim untuk 

menyiapkan/menyusun kurikulum 
 

 

 

 Notulen dan 

draft 

penyusunan 

kurikulum  

3 hari  Hasil rapat  

Menyusun kurikulum sesuai dengan 

pembagian tugas yang telah ditentukan dalam 

rapat, lalu menyampaikan hasil penyusunan 

kurikulum ke Pudir 1 

 

 

 

 Draft 

penyusunan 

kurikulum 

2 hari  Hasil penyusunan 

kurikulum  

1 1 

2 2 

3 3 

5 

4 4 

6 6 

7 7 



351 

 

 Mempelajari draft kurikulum lalu 

mengajukan ke Direktur 
 

  
 

Draft 

kurikulum  

1 hari  Konsultasi oleh 

direktur 

Mempelajari draft kurikulum lalu 

memerintahkan Pudir 1 untuk mengadakan 

rapat penetapan kurikulum 

   

 

Surat 

permohonan  

1 hari Surat undangan 

dan berita acara 

rapat penetapan 

kurikulum 

Mempelajari disposisi Direktur lalu 

memerintahkan Kabag TU untuk 

mengadakan rapat penetapan 

 

   

Surat 

permohonan  

1 hari Surat undangan 

dan berita acara 

rapat penetapan 

kurikulum 

Mengadakan rapat penetapan lalu 

menyampaikan hasilnya ke Pudir 1 

  
 

 Draft 

kurikulum  

1 hari  Hasil rapat  

Menerima hasil rapat, lalu menyampaikan ke 

Direktur 

  
  

Hasil rapat  1 hari  Hasil rapat 

Menerima hasil rapat penetapan, 

menandatangani hasil lalu memerintahkan 

Kabag untuk mensosialisasikan dan 

mendokumentasikan kurikulum 

 

   Hasil rapat   1 hari  Persetujuan 

direktur dan 

dokumentasi 

Mensosialisasikan kurikulum ke Prodi, dosen 

dan stakeholder 
   

 Kurikulum  1 hari  Sosialisasi 

kurikulum 

8 8 

9 

10 

11 

12 

13 13 

12 
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Tujuan SOP ini bertujuan untuk menjadikan proses pembelajaran dapat 

terlaksana secara terarah dan dapat disempurnakan secara 

berkelanjutan sehingga dapat menyelesaikan pembelajaran 

secara tuntas dan mencapai kompetensi yang ditetapkan 

Ruang Lingkup Program studi di lingkungan Akademi Keperawatan Pemkab 

Ngawi 

Definisi Beban sks : jumlah beban mata kuliah, lama studi dan jumlah sks 

persemesternya 

Pelaksana Direktur 

Pudir I 

Sub Bidang Kurikulum  

Pengguna 1. Bagian Akademik  

2. Dosen  

3. Mahasiswa 

Prosedur 1. Direktur menetapkan beban studi (SKS) untuk Program 

Diploma III (D3) minimal 110 SKS dan Maksimal 120 

SKS, sesuai yang dirumuskan oleh AiPVIKI dalam 

peraturan menteri untuk program studi D3 Keperawatan 

2. Beban SKS efektif untuk setiap program studi diatur oleh 

Pudir 1 

3. Beban SKS untuk setiap program studi dinyatakan dalam 

distribusi mata kuliah 

4. Jumlah beban studi dinyatakan dengan SKS pada setiap 

semester yang wajib diambil oleh mahasiswa yang 

bersangkutan 

5. Jumlah beban studi paket/semester dapat diambil 

mahasiswa. 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Panduan KurikulumProdi 
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No Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

Direktur Pudir 1 
Bagian akademik 

Tim 

Kelengkapan  Waktu  Output  

1 

Direktur menetapkan beban studi (SKS) 

untuk Program Diploma III (D3) minimal 

110 SKS dan Maksimal 120 SKS, sesuai 

yang dirumuskan oleh AiPVIKI dalam 

peraturan menteri untuk program studi D3 

Keperawatan 

   Peraturan 

AiPVIKI 

3 hari Penetapan 

beban SKS 

2 
Beban SKS efektif untuk setiap program 

studi diatur oleh Pudir 1 
  

 Beban SKS 3hari Beban SKS 

3 
Beban SKS untuk setiap program studi 

dinyatakan dalam distribusi mata kuliah 
  

 Beban SKS mata 

kuliah 

3hari Beban SKS mata 

kuliah 

4 

Jumlah beban studi dinyatakan dengan SKS 

pada setiap semester yang wajib diambil 

oleh mahasiswa yang bersangkutan 

  

 SKS 3hari Jumlah SKS 

tiap mahasiswa 

5 
Jumlah beban studi paket/semester dapat 

diambil mahasiswa. 
  

 SKS 3hari Paket 

SKS/semester 

 

1 1 
1 

2 

3 

4 

5 
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Tujuan Menjelaskan prosedur penyusunan kalender akademik   

Ruang Lingkup SOP kalender akademik digunakan oleh seluruh mahasiswa D3 

Keperawatan 
 

Definisi Kalender akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan 

akademik selama jangka waktu setahun 

Pelaksana Sub bidang kurikulum , pudir 1, direktur,  

Pengguna Dosen 

Mahasiswa  

Prosedur 1. Sub kurikulum menyusun draft kalender akademik mangacu 

pada kalender tahun sebelumnya  

2. Sub kurikulum mengirim draft kalender akademik ke pudir 1 

lalu pudir 1 ke direktur  

3. Sub kurikulum dan PD 1 memperbaiki draft kalender 

akademik berdasarkan masukan dari direktur  

4. Sub kurikulum dan PD 1 mengonsulkan revisi draft kalender 

akademik ke direktur  

5. PD 1 mengadakan rapat penentuan dan persetujuan kalender 

akademik dengan dosen yang dipimpin oleh direktur. 

6. Penandatangan oleh direktur tentang kalender akademik  

7. Pendistribusian kalender akademik ke seluruh dosen dan 

mahasisawa 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Panduan KurikulumProdi 
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No Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu 

Baku 

 

Sub 

bidang 

kurikulum 

Pudir 1 Direktur Dosen 

Kelengkapan  Waktu  Output  

1 Sub kurikulum menyusun draft 

kalender akademik mangacu pada 

kalender tahun sebelumnya 

   

 

Draft kalender 

akademik tahun 

sebelumnya 

7 hari Draft kalender 

akademik 

2 Sub kurikulum mengirim draft 

kalender akademik ke pudir 1 lalu 

pudir 1 ke direktur 

   

 

Draft kalender 

akademik 

1 hari Pengajuan ke 

pudir dan direktur 

3 Sub kurikulum dan PD 1 memperbaiki 

draft kalender akademik berdasarkan 

masukan dari direktur 

    Draft kalender 

akademik 

3hari Revisi draft 

kalender 

akademik 

4 Sub kurikulum dan PD 1 

mengonsulkan revisi draft kalender 

akademik ke direktur 

  

 

 

 

Revisi draft 

kalender 

akademik 

1 hari Pengajuan 

perbaikan draft 

kalender 

akademik 

5 PD 1 mengadakan rapat penentuan dan 

persetujuan kalender akademik dengan 

dosen yang dipimpin oleh direktur 

   

 

draft kalender 

akademik 

1 hari Persetujuan 

kalender 

akademik 

6 Penandatangan oleh direktur tentang 

kalender akademik 

   
 

Lembar 

persetujuan 

1 hari Tandatangan 

direktur 

7 Pendistribusian kalender akademik ke 

seluruh dosen dan mahasisawa 

    Kalender 

akademik 

1 hari Penyampaian 

kalender 

akademik 
 

1 

7 

5 

4 

2 

3 

2 

6 

3 



358 

 

 AKADEMI KEPERAWATAN 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
Jl. Dr. Wahidin No.49 Ngawi 

Telp. (0351) 744859, fax: (0351) 749569 

https://www.akperngawi.ac.id 

KODE : 

SPMI-Akp/MM/01.01/140 

Tanggal : 12 April 2021 

STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR SPMI 

Revisi : 3 

Halaman : 1 dari 3 
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PENINJAUAN DAN EVALUASI KURIKULUM 
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Tujuan Melakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum  

Ruang Lingkup SOP peninjauan dan evaluasi kurikulum digunakan oleh seluruh 

mahasiswa D3 Keperawatan 
Definisi Kurikulum adalah suatu dokumen tertulis tentang rencana 

akademik menyangkut tujuan belajar, bahan ajar untuk mencapai 

tujuan, metode pembelajaran, dan metode mengevaluasi hasi 

belajar  

Pelaksana Sub kurikulum , pudir 1, direktur  

Pengguna Dosen 

Alumni  

Pengguna lulusan 

Prosedur 1. Sub kurikulum menyiapkan bahan peninjauan kurikulum 

2. Sub kurikulum membuat undangan rapat peninjauan kurikulum 

untuk seluruh dosen alumni pengguna lulusan 

3. PD 1 memimpin rapat peninjauan kurikulum  

4. PD 1 memaparkan kurikulum  

5. Dosen alumni pengguna lulusa diminta menanggapi memberi 

masukan atau mengevaluasi kurikulum yang berjalan  

6. Sub kurikulum membuat simpulan / evaluasi hasil rapat untuk 

membuat RTL 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Panduan KurikulumProdi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Subid 

kurikulum 
Pudir 1 Dosen 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Sub kurikulum menyiapkan bahan 

peninjauan kurikulum 

     Draft bahan 

peninjauan 

kurikulum 

Sub kurikulum membuat undangan rapat 

peninjauan kurikulum untuk seluruh 

dosen alumni pengguna lulusan 

   Surat 

undangan 

1 hari Rapat 

peninjauan 

kurikulum 

PD 1 memimpin rapat peninjauan 

kurikulum 

   Bahan 

peninjauan 

kurikulum 

1 hari Rapat 

peninjauan 

kurikulum 

PD 1 memaparkan kurikulum   

 

 Bahan 

peninjauan 

kurikulum 

1 hari Rekapitulasi 

hasil rapat 

Dosen alumni pengguna lulusan diminta 

menanggapi memberi masukan atau 

mengevaluasi kurikulum yang berjalan 

    1 hari Rekapitulasi 

masukan 

dan evaluasi 

Sub kurikulum membuat simpulan / 

evaluasi hasil rapat untuk membuat RTL 

   Rekapitulasi 

evaluasi, 

masukan 

dan hasil 

rapat 

1 hari RTL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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PEDOMAN MONITORING DAN  
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Tujuan 1. Memonitoring kesesuaian atau ketercapaian standar mutu 

proses pembelajaran pada program studi; 

2. Mengevaluasi temuan hasil Monev-In dalam  upaya 

pengendalian dan peningkatan kualitas proses pembelajaran. 

3. Menindaklajuti temuan dalam mengendalikan dan 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

Ruang Lingkup 1. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi proses pembelajaran 

meliputi  kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian penatalaksanaan pembelajaran dalam satu 

semester. 

2. Sasaran mutu yang diukur dalam monev proses 

pembelajaran meliputi: kehadiran dosen, kehadiran 

mahasiswa, capaian, pembelajaran/ keterlaksanaan RPS, 

kompetensi profesional/kinerja dosen 

Definisi 1. Proses pembelajaran adalah kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses dan hasil 

pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang diselenggarakan 

pada program studi. 

2. Perencanaan proses pembelajaran adalah persiapan proses 

pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan 

disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau 

istilah lain. 

3. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah kegiatan proses 

pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi 

antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam 

lingkungan belajar tertentu. 

4. Penilaian proses dan hasil pembelajaran adalah kegiatan 

pengukuran dan pemberian nilai selama dan setelah proses 

pembelajaran untuk setiap mata kuliah. 

5. Dosen adalah perencana, pelaksana, dan penilai selama 

proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu (semester) 

yang dimonitoring dan dievaluasi kinerjanya 

6. Mahasiswa adalah peserta proses pembelajaran yang 

memberikan respon dalam monev pelaksanaan pembelajaran 

7. Monitoring adalah pemantauan kesesuaian pelaksanaan 

pembelajaran antara sasaran mutu standard dan realisasi di 

lapangan. 

8. Evaluasi adalah penilaian dan analisis hasil monitoring yang 

digunakan sebagai bahan rekomendasi yang perlu 

ditindaklanjuti oleh pimpinan program studi dalam 

pengendalian dan peningkatan mutu proses pembelajaran. 

Pelaksana 1. Unit Penjaminan Mutu (UPM) program studi  

2. Sub.Bid.Kurikulum 

3. Pudir 1 

Pengguna Mahasiswa 

Prosedur 1. Sub.Bid.Kurikulum menyiapkan rencana evaluasi 

pembelajaran 

2. Sub.Bid.Kurikulum berkoordinasi dengan UPM dalam 

menyiapkan formulir kuesioner evaluasi belajar mahasiswa 

3. Sub.Bid.Kurikulum menyebarkan kepada mahasiswa aktif 

4. Sub.Bid.Kurikulum merekap dan memberikan hasil ke UPM 

dengan mengetahui PD 1 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 
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3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Panduan KurikulumProdi 
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No Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku  

Sub.Bid. 

Kurikulum 
UPM Pudir 1 Mahasiswa 

Kelengkapan  Waktu  Output  

1 Sub.Bid.Kurikulum menyiapkan 

rencana evaluasi pembelajaran 

  
 

 Jurnal kelas 3hari Rekapitulasi 

2 Sub.Bid.Kurikulum 

berkoordinasi dengan UPM 

dalam menyiapkan formulir 

kuesioner evaluasi belajar 

mahasiswa 

  

 

 Formulir 

evaluasi 

1 hari Draft form 

evaluasi 

3 Sub.Bid.Kurikulum 

menyebarkan kepada mahasiswa 

aktif 

    Form evaluasi 1 hari Form evaluasi 

4 Sub.Bid.Kurikulum merekap dan 

memberikan hasil ke UPM 

dengan mengetahui PD 1 

     5 hari Hasil 

rekapitulasi 

kuisioner 

1 

2 

3 

4 

3 

2 

4 
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Tujuan 4. Memonitoring kesesuaian atau ketercapaian standar mutu 

beban belajar mahasiswa 

5. Mengevaluasi temuan hasil Monev-In beban belajar 

mahasiswa. 

6. Menindaklajuti temuan pada hasil eveluasi beban belajar 

mahasiswa 

Ruang 

Lingkup 

Pembuatan pedoman monitoring dan evaluasi beban belajar 

mahasiswa di Akper Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Mahasiswa adalah peserta proses pembelajaran yang 

memberikan respon dalam monev pelaksanaan 

pembelajaran 

2. Beban belajar adalah satuan pendidikan pada semua jenis 

dan jenjang pendidikan menyelenggarakan program 

pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem 

kredit semester. 

3. Monitoring adalah pemantauan kesesuaian pelaksanaan 

pembelajaran antara sasaran mutu standard dan realisasi di 

lapangan. 

4. Evaluasi adalah penilaian dan analisis hasil monitoring 

yang digunakan sebagai bahan rekomendasi yang perlu 

ditindaklanjuti oleh pimpinan program studi dalam 

pengendalian dan peningkatan mutu proses pembelajaran. 

Pelaksana 1. Unit Penjaminan Mutu (UPM) program studi  

2. Direktur 

3. Pudir 1 

4. Sub Bidang Kurikulum  

Pengguna Mahasiswa 

Prosedur 1. Sub.Bid.Kurikulum menyiapkan rencana evaluasi beban 

belajar mahasiswa 

2. Sub.Bid.Kurikulum berkoordinasi dengan UPM dalam 

menyiapkan formulir kuesioner evaluasi beban belajar 

mahasiswa 

3. Sub.Bid.Kurikulum menyebarkan kepada mahasiswa aktif 

4. Sub.Bid.Kurikulum merekap dan memberikan hasil ke UPM 

dengan mengetahui PD 1 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Panduan KurikulumProdi 
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No Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Sub.Bid. 

Kurikulum 
UPM Pudir 1 Mahasiswa 

Kelengkapan  Waktu  Output  

1 Sub.Bid.Kurikulum menyiapkan 

rencana evaluasi beban belajar 

mahasiswa 

  

 

 Jurnal kelas 

dan nilai 

mahasiswa 

3 hari Rekapitulasi 

2 
Sub.Bid.Kurikulum berkoordinasi 

dengan UPM dalam menyiapkan 

formulir kuesioner evaluasi beban 

belajar mahasiswa 

  

 

 Formulir 

evaluasi 

1 hari Draft Formulir 

evaluasi 

3 
Sub.Bid.Kurikulum menyebarkan 

kepada mahasiswa aktif 

    Formulir evaluasi 1 hari Formulir evaluasi 

4 Sub.Bid.Kurikulum merekap dan 

memberikan hasil ke UPM dengan 

mengetahui PD 1 

     4 hari Rekapitulasi 

hasil kuisioner 

 

1 

2 

3 

4 

3 

2 

4 



368 

 

 

 AKADEMI KEPERAWATAN 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
Jl. Dr. Wahidin No.49 Ngawi 

Telp. (0351) 744859, fax: (0351) 749569 

https://www.akperngawi.ac.id 

KODE : 

SPMI-Akp/MM/01.01/141 

Tanggal :  12 April 2021 

STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR SPMI 

Revisi : 3 

Halaman : 1 dari 3 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
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Tujuan Melakukan SOP penetapan tim evaluasi dan pemutakhiran  

Ruang Lingkup SOP penetapan tim evaluasi dan pemutakhiran digunakan oleh 

seluruh mahasiswa D3 Keperawatan 
Definisi Kurikulum adalah suatu dokumen tertulis tentang rencana 

akademik menyangkut tujuan belajar, bahan ajar untuk mencapai 

tujuan, metode pembelajaran, dan metode mengevaluasi hasi 

belajar  

Pelaksana Sub bidang kurikulum , pudir 1, direktur, UPM  

Pengguna Dosen 

Mahasiswa  

Prosedur 1. Pudir 1 meminta sub bidang kurikulum untuk pembentukan tim 

evaluasi dan pemutakhiran  

2. Sub bidang kurikulum menindaklanjuti permintaan pudir 1 

3. Rapat pembentukan tim evaluasi kurikulum dilakukan oleh 

pudir 1 dengan dosen dan sub bidang kurikulum 

4. Penetapan hasil rapat oleh pudir 1  

5. Hasil penetapan tim evaluasi di ajukan ke direktur oleh pudir 1  

6. Penetapan tim evaluasi kurikulum oleh direktur  

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Panduan KurikulumProdi 
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Kegiatan Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

Pudir 1 Direktur Sub 

bidang 

kurikulum 

Dosen Kelengkapan  Waktu  Output  

Pudir 1 meminta sub bidang kurikulum 

untuk pembentukan tim evaluasi dan 

pemutakhiran  

   

 

Daftar nama 

dosen 

3 hari Daftar Tim 

evaluasi dan 

pemutakhiran 

Sub bidang kurikulum menindaklanjuti 

permintaan pudir 1 

   

 

Daftar nama 

dosen 

1 hari Daftar Tim 

evaluasi dan 

pemutakhiran 

Rapat pembentukan tim dilakukan oleh 

pudir 1 dengan dosen dan sub bidang 

kurikulum 

    Daftar nama 

dosen 

1 hari Rekapitulasi 

Hasil rapat 

Penetapan hasil rapat oleh pudir 1    

 

 
 

 1 hari Hasil rapat 

Hasil penetapan tim evaluasi di ajukan ke 

direktur oleh pudir 1  

   

 

Hasil rapat 

penetapan tim 

evaluasi 

1 hari Persetujuan 

penetapan tim 

kepada 

direktur 

Penetapan tim evaluasi oleh direktur     
 

 1 hari Penetapan tim 

evaluasi 

 

1 

3 

4 

5 

6 

2 

3 3 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

RAPAT PERUMUSAN PEMUTAKHIRAN  
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Tujuan Menetapkan rapat perumusan pemuthakhiran   

Ruang 

Lingkup 

SOP  rapat perumusan pemuthakhiran digunakan untuk seluruh 

mahasiswa D3 Keperawatan  
 

Definisi Kurikulum adalah suatu dokumen tertulis tentang rencana 

akademik menyangkut tujuan belajar, bahan ajar untuk mencapai 

tujuan, metode pembelajaran, dan metode mengevaluasi hasi 

belajar  

 

Pelaksana Sub kurikulum , pudir 1, direktur  

Pengguna Dosen 

Mahasiswa  

Prosedur 1. Subid kurikulum menyiapkan bahan rapat perumusan 

pemutakhiran  

2. Pudir 1 kemudian mengoreksi materi untuk rapat dan 

melakukan pengajuan kepada drektur  

3. Diadakan rapat oleh subid kurikulum, pudir 1 dan direktur  

untuk menyepakati materi rapat 

4. Disepakati untuk materi perumusan pemutakhiran yang akan 

digunakan dalam rapat 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Panduan KurikulumProdi 
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 Kegiatan Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Sub bidang 

kurikulum  

Pudir 1 Direktur Kelengkapan  Waktu  Output  

Subid kurikulum menyiapkan bahan rapat 

perumusan pemutakhiran 

   Bahan 

perumusan 

pemutakhiran 

3hari Draft bahan 

perumusan 

Pudir 1 kemudian mengoreksi materi untuk 

rapat dan melakukan pengajuan kepada 

drektur 

   Draft bahan 

perumusan 

1 hari Pengajuan 

kepada 

direktur 

Diadakan rapat oleh subid kurikulum, pudir 

1 dan direktur  untuk menyepakati materi 

rapat 

   Draft bahan 

perumusan 

1 hari Kesepakatan 

materi 

Disepakati untuk materi perumusan 

pemutakhiran yang akan digunakan dalam 

rapat 

  

 

 Materi 

perumusan 

pemutakhiran 

1 hari Hasil rapat 

dan RTL 

3 

2 

3 3 

4 

1 



374 

 

 

 AKADEMI KEPERAWATAN 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
Jl. Dr. Wahidin No.49 Ngawi 

Telp. (0351) 744859, fax: (0351) 749569 

https://www.akperngawi.ac.id 

KODE : 

SPMI-Akp/MM/01.01/143 

Tanggal :  12 April 2021 

STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR SPMI 

Revisi : 3 

Halaman :1 dari 3 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

WORKSHOP PEMUTAKHIRAN  

KURIKULUM 
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Tujuan Prosedur ini dilakukan untuk mengatur cara membakukan 

pelaksanaan pemutakhiran kurikulum di Akademi Keperawatan 

Pemkab Ngawi 

Ruang Lingkup Tata cara pelaksanaan pemutakhiran kurikulum di Akademi 

Keperawatan Pemkab Ngawi 

Definisi 1. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program 

pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara 

pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan 

diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang 

pendidikan 

2. Pemutakhiran kurikulum merupakan pemutakhiran kurikulum 

yang berjalan agar selalu relevan dengan kebutuhan pengguna 

lulusan dan perkembangan sains dan teknologi 

Pelaksana 1. Direktur 

2. Pudir I 

3. Bagian Kurikulum 

4. Semua dosen 

5. Stake holder 

Pengguna 1. Dosen  

2. Mahasiswa 

Prosedur 1. PD 1 menyuruh sub bid kepegawaian untuk membuat 

undangan padaa stakeholder 

2. Sub bid kurikulum beserta pudir 1 menyiapkan bahan 

pemutahiran kurikulum 

3. PD 1 melakukan sosialisasi bahan pemutahiran kurikulum 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Panduan KurikulumProdi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

Sub Bag 

Kepegawaian 

Sub Bag 

Kurikulum 
Pudir 1 

Kelengkapan  Waktu  Output  

PD 1 menyuruh sub bid kepegawaian untuk membuat 

undangan pada stakeholder 

   Undangan  1 hari  Undangan  

Sub bid kurikulum beserta pudir 1 menyiapkan bahan 

pemutahiran kurikulum 

   Materi 

pemutahiran 

kurikulum 

3hari  Draft materi 

pemutahiran 

kurikulum  

PD 1 melakukan sosialisasi bahan pemutahiran 

kurikulum 

   Draft materi 

pemutahiran 

kurikulum 

1 hari Sosialisasi 

1 

2 2 

1 

2 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENYUSUNAN KURIKULUM BARU 
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Tujuan 1. Meningkatkan kualitas kurikulum sehingga mampu mendukung 

terwujudnya visi dan misi Akademi Keperawatan pemkab 

Ngawi 

2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusunan kurikulum 

baru  

3.  Sebagai prosedur/tata cara pelaksanaan perubahan (revisi) 

kurikulum serta pelaksanaan peninjauan dan evaluasi 

pengembangan kurikulum. 

Ruang 

Lingkup 

1. Peninjauan, evaluasi dan penyusunan kurikulum baru dalam 

rangka pengembangan kurikulum  

2. Meliputi prinsip-prinsip, fungsi dan prosedur pelaksanaan 

penyusunan kurikulum baru 

Definisi 1. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program 

pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara 

pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan 

diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang 

pendidikan 

2. Penyusunan kurikulum baru adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk perubahan (revisi), peninjauan kembali dan evaluasi 

dalam rangka pengembangan dan penyesuaian kurikulum 

sesuai visi dan misi Akper Pemkab Ngawi serta kebutuhan 

stakeholder. 

Pelaksana 1. Direktur 

2. Pudir I 

3. Bagian Kurikulum 

Pengguna 1. Bagian Akademik  

2. Dosen  

3. Mahasiswa 

Prosedur 1. Pudir 1 merencanakan agenda pelaksanaan kegiatan 

penyusunan kurikulum baru 

2. Pudir 1 mengundang semua Tenaga Pendidik (TP) untuk rapat 

pembahasan rencana penyusunan kurikulum baru 

3. mengadakan rapat membentuk tim revisi kurikulum dan  

merencanakan lokakarya perubahan kurikulum 

4. Pudir 1 menyampaikan rencana lokakarya dan tim revisi 

kurikulum kepada direktur 

5. Direktur menyetujui rencana lokakarya penyusunan kurikulum 

baru dan menetapkan/mengesyahkan tim revisi kurikulum 

6. Jurusan mengundang TP dan stakeholder untuk menghadiri 

lokakarya penyusunan kurikulum baru 

7. Lokakarya perubahan kurikulum dilaksanakan dan dibuka oleh 

direktur 

8. Tim revisi kurikulum merangkum seluruh hasil lokakarya dan 

menyusun draft perubahan kurikulum 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Panduan KurikulumProdi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Direktur Pudir 1 
Tenaga 

pendidik 

Tim Revisi 

Kurikulum 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Pudir 1 merencanakan agenda pelaksanaan kegiatan 

penyusunan kurikulum baru 

 

  

 

 Rapat 1 hari Penyusunan 

kurikulum 

baru 

Pudir 1 mengundang semua Tenaga Pendidik (TP) 

untuk rapat pembahasan rencana penyusunan 

kurikulum baru 

 

  

 

 Draft rencana 

penyusnan 

kurikulum 

1 hari Rapat 

mengadakan rapat membentuk tim revisi kurikulum 

dan  merencanakan lokakarya perubahan kurikulum 

    Daftar nama 

dosen 

1 hari Tim revisi 

kurikulum 

Pudir 1 menyampaikan rencana lokakarya dan tim 

revisi kurikulum kepada direktur 

 

  

 

 Draft tim revisi 

dan draft rencana 

lokakarya 

1 hari Persetujuan 

direktur 

Direktur menyetujui rencana lokakarya penyusunan 

kurikulum baru dan menetapkan/mengesyahkan tim 

revisi kurikulum    

 Draft tim revisi 

dan draft rencana 

lokakarya 

1 hari SK rencana 

lokakarya dan 

penyusunan 

kurikulum 

baru 

Pudir I mengundang TP dan stakeholder untuk 

menghadiri lokakarya penyusunan kurikulum baru 

 
   

 Surat undangan 1 hari Undangan 

lokakarya dan 

penyusunan 

kurikulum 

Lokakarya perubahan kurikulum dilaksanakan dan 

dibuka oleh direktur 

 

   

  1 hari Rapat 

Tim revisi kurikulum merangkum seluruh hasil 

lokakarya dan menyusun draft perubahan kurikulum 
   

 Rapat 1 hari Rekapitulasi 

hasil rapat 

1 

2 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENETAPAN KURIKULUM BARU 
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Tujuan 1. Mengesahkan/menetapkan kurikulum baru sehingga mampu 

mendukung terwujudnya visi dan misi Akademi Keperawatan 

pemkab Ngawi 

2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penetapan kurikulum 

baru  

3. Sebagai prosedur/tata cara pelaksanaan penetapan kurikulum 

baru. 

Ruang Lingkup Meliputi prinsip-prinsip, fungsi dan prosedur pelaksanaan 

penetapan kurikulum baru 

Definisi Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program 

pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara 

pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan 

kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. 

Pelaksana 1. Direktur 

2. Pudir I 

3. Bagian Kurikulum 

Pengguna 1. Bagian Akademik  

2. Dosen  

3. Mahasiswa 

Prosedur 1. Tim revisi melakukan penyusunan kurikulum baru 

2. Timrevisi menyerahkan draft kurikulum baru hasil revisi 

3. Pudir 1 menyetujui kurikulum baru dan menyampaikan 

kepada direktur 

4. Direktur menetapkan dan mengesahkan kurikulum baru 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Panduan KurikulumProdi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 
 Mutu Baku   

Direktur Pudir 1 
Tenaga 

pendidik 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Tim revisi melakukan penyusunan 

kurikulum baru 

 

  

 

Draft 

kurikulum 

7 hari Revisi 

Penyusunan 

kurikulum 

baru 

Timrevisi menyerahkan draft kurikulum 

baru hasil revisi 

 

  

 

Draft revisi 

penyusunan 

kurikulum 

baru 

1 hari Persetujuan 

pudir 

Pudir 1 menyetujui kurikulum baru dan 

menyampaikan kepada direktur 

 

   Draft revisi 

penyusunan 

kurikulum 

baru 

1 hari Persetujuan 

direktur 

Direktur menetapkan dan mengesahkan 

kurikulum baru 

  

 

Draft 

kurikulum 

baru 

1 hari Pengesahan 

kurikulum 

baru 
 

1 

2 

3 3 

4 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

SOSIALISASI KURIKULUM BARU 
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Tujuan Tujuan dari SOP sosialisasi kurikulum baru adalah untuk 

meyamakan persepsi serta mengembangkan metode dan isi 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum baru yang berlaku 

Ruang Lingkup SOP sosialisasi kurikulum baru ini nantinya akan digunakan oleh 

seluruh program studi D3 keperawatan Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program 

pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara 

pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan 

kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. 

Pelaksana 1. Direktur 

2. Pudir I 

3. Bagian Kurikulum 

Pengguna 1. Dosen  

2. Mahasiswa 

Prosedur 1. Tim revisi melakukan rapat bersama dengan dosen  

2. Timrevisi menyerahkan draft kurikulum baru hasil revisi 

3. Pudir 1 mensosialisasikan kembali kepada dosen mengenai 

dfraft kurikulum baru yang disetujui oleh direktur 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Panduan KurikulumProdi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Tim 

kurikulum 
Pudir 1 Dosen  

Kelengkapan  Waktu  Output  

Rapat draft kurikulum baru 

 

  

 

Draft 

kurikulum 

baru  

1 hari  Hasil rapat 

kurikulum 

baru  

Pembagian draft kurikulum baru 

  

 

Draft 

kurikulum 

baru  

1 hari  Draft 

kurikulum 

baru  

Sosialisasi kembali mengenai kurikulum 

baru 

 

   Draft 

kurikulum 

baru 

1 hari Sosialisasi 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 3 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

MONEV PROSES PEMBELAJARAN  

PRODI PER SEMESTER 
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Tujuan 1. Menjamin pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan sesuai 

dengan standar mutu yang telah ditetapkan. 

2. Menjamin proses pembelajaran menghasilkan output dan 

outcome yang sesuai dengan visi misi Akademi Keperawatan 

Pemkab Ngawi 

3. Menjamin adanya inovasi dalam proses pembelajaran di 

Akademi Keperawatan Pemkab Ngawi. 

Ruang Lingkup 1. Proses pembelajaran di Akademi Keperawatan Pemkab 

Ngawi. 

2. Kegiatan perkuliahan dosen. 

3. Metode dan pendekatan dalam pengajaran dosen. 

Definisi 1. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan 

pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau 

perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran. 

2. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu 

kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu 

kebijakan sudah berjalan cukup waktu. 

3. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 

yang meliputi dosen dan mahasiswa yang saling bertukar 

informasi. 

Pelaksana 1. Pudir I 

2. Sub Bidang Kurikulum  

3. BAAK 

Pengguna Dosen dan Mahasiswa Akper Pemkab Ngawi   

Prosedur 1. Pudir 1 memerintahkan Sub bidang kurikulum untuk 

melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran 

2. sub bid kurikulum Mempelajari disposisi Pudir 1, kemudian  

membuat rencana monev lalu menyiapkan undangan rapat,  

3. PD 1 mengonsep undangan lalu memerintahkan bagian TU 

untuk menyiapkan undangan, dokumen dan bahan 

4. Pudir 1 memerintahkan sub bag kurikulum untuk melakukan 

rapat monev 

5. pudir 1 memimpin rapat monev pembelajaran 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Panduan KurikulumProdi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

PD 1 
Sub Bid 

Kurikulum 
Bag TU 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Pudir 1 memerintahkan Sub bidang 

kurikulum untuk melaksanakan monitoring 

dan evaluasi pembelajaran 

   Jurnal kelas 7 hari Rekapitulasi 

Sub bid kurikulum Mempelajari disposisi 

Pudir 1, kemudian  membuat rencana monev 

lalu menyiapkan undangan rapat, 

   Draft 

rencana 

monev dan 

undangan 

3hari Undangan 

rapat 

PD 1 mengonsep undangan lalu 

memerintahkan bagian TU untuk 

menyiapkan undangan, dokumen dan bahan 

   Undangan 

dan 

dokumen 

1 hari Rapat 

Pudir 1 memerintahkan sub bag kurikulum 

untuk melakukan rapat monev 

   Draft 

rencana 

monev 

1 hari Rapat 

monev 

Pudir 1 memimpin rapat monev 

pembelajaran 

   Monev 1 hari Hasil rapat 

monev dan 

RTL 

 

 

 

 

1 1 

2 

3 3 

4 

5 
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Tujuan Menjamin terciptanya suasana akademik di lingkungan Akper 

Pemkab Ngawi yang kondusif dan mendukung upaya 

perwujudan visi dan Misi Akper Pemkab Ngawi  

Ruang Lingkup kegiatan penyelenggaraan proses belajar mengajar dengan 

suasana akademik yang menyenangkan bagi mahasiswa dan 

dosen di Akper Pemkab Ngawi 

Definisi Suasana akademik adalah lingkungan yang berhubungan dengan 

pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

Pelaksana Sivitas akademika 

Pengguna Sivitas akademika 

Prosedur A. ORASI ILMIAH  

1. Pudir 1 merencanakan kegiatan orasi ilmiah 

2. Sub bid kurikulum meyiapkan bahan untuk orasi ilmiah 

yang diketahui oleh pudir 1 

3. Pub bid kurikulum menetapkan jadwal orasi ilmiah yang 

diketahui oleh pudir 1 

4. Pelaksanaan orasi ilmiah dilakukan oleh dosen sesuai topik 

orasi ilmiah yang dilakukan waktu itu 

B. Workshop  

1. Pudir 1 merencanakan kegiatan workshop 

2. sub bid kurikulum meyiapkan bahan untuk workshop yang 

diketahui oleh pudir 1 

3. sub bid kurikulum menetapkan jadwal workshop yang 

diketahui oleh pudir 1 

4. Workshop dilakukan bekerjasama dengan tim kesehatan 

(dokter, dosen keperawatan dan mahasiswa yang diikuti 

oleh institusi kesehatan dan mahasiswa dari luar akper 

pemkab ngawi) 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Panduan KurikulumProdi 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

PD 1 
Sub Bid 

Kurikulum 
Dosen 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Pudir 1 merencanakan kegiatan orasi 

ilmiah 

   Proposal  1 hari Kegiatan 

orasi 

Sub bid kurikulum meyiapkan bahan 

untuk orasi ilmiah yang diketahui oleh 

pudir 1 

   Materi 

orasi 

3hari Orasi 

ilmiah 

Sub bid kurikulum menetapkan jadwal 

orasi ilmiah yang diketahui oleh pudir 1 

   Rapat 1 hari Jadwal 

orasi 

ilmiah 

Pelaksanaan orasi ilmiah dilakukan oleh 

dosen sesuai topik orasi ilmiah yang 

dilakukan waktu itu 

   Materi 

orasi 

1 hari Orasi 

ilmiah 

dosen 
 

 

Kegiatan 

Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

PD 1 
Sub Bid 

Kurikulum 
Dosen 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Pudir 1 merencanakan kegiatan 

workshop 

   Proposal 1 hari Perencanaan 

workshop 

Sub bid kurikulum meyiapkan bahan 

untuk workshop yang diketahui oleh 

pudir 1 

   Proposal 

dan 

materi 

3 hari Pembuatan 

jadwal 

1 

2 

3 

3 

1 

2 
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Sub bid kurikulum menetapkan jadwal 

workshop yang diketahui oleh pudir 1 

   Rapat 1 hari Jadwal 

worksop 

Workshop dilakukan bekerjasama dengan 

tim kesehatan (dokter, dosen keperawatan 

dan mahasiswa yang diikuti oleh institusi 

kesehatan dan mahasiswa dari luar akper 

pemkab ngawi) 

   Proposal 

dan surat 

kerjasama 

1 hari  

 

 

3 

3 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

EVALUASI SUASANA AKADEMIK  
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Tujuan 1. Memastikan tercapainya standar mutu suasana akademik 

yang dikembangkan oleh program studi D3 di Akper Pemkab 

Ngawi  

2. Memandu auditor internal dalam melaksanakan Monev 

Suasana Akademik 

3. Menjadi acuan Kaprodi untuk melakukan standarisasi 

penyusunan dokumen suasana akademik 

Ruang Lingkup Penilaian kegiatan pembelajaran dan proses belajar mengajar 

sebagai kualifikasi standar mutu suasana akademik 

Definisi Suasana akademik adalah lingkungan yang berhubungan dengan 

pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat 

Pelaksana UPM (Unit Penjaminan Mutu) 

Pengguna Sivitas akademika 

Prosedur 1. Sub bid kurikulum membuat hasil notulensi dari hasil 

kegiatan suasana akademk 

2. sub bid kurikulum membuat rencana tindak lanjut untuk 

kegiatan suasana akademik berikutnya 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

7. Panduan KurikulumProdi 
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Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Sub Bid Kurikulum Kelengkapan  Waktu  Output  

Sub bid kurikulum membuat hasil notulensi 

dari hasil kegiatan suasana akademk 

 Laporan 

kegiatan 

akademik 

1 hari Rekapitulasi 

laporan 

kegiatan 

akademik 

Sub bid kurikulum membuat rencana 

tindak lanjut untuk kegiatan suasana 

akademik berikutnya 

 Rapat 1 hari RTL 

 

 

1 

2 
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PEDOMAN MONEV PEMBELAJARAN  

DAN PELAKSANAAN TINDAK  

LANJUT PEMBELAJARAN 
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Tujuan 1. Agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan 

kompetensinya.  

2. Mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya 

dengan kurikulum. 

3. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan  

perlu atau tidaknya  inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran 

Ruang 

Lingkup 

Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran ini mencakup dasar 

hukum, kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, 

hasil pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, pengelolaan 

pembelajaran, sarana dan prasarana, serta pembiayaan 

Definisi 1. Proses pembelajaran adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian proses dan hasil pembelajaran untuk 

setiap mata kuliah yang diselenggarakan pada program studi. 

2. Monitoring adalah pemantauan kesesuaian pelaksanaan 

pembelajaran antara sasaran mutu standard dan realisasi di 

lapangan. 

3. Evaluasi adalah penilaian dan analisis hasil monitoring yang 

digunakan sebagai bahan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti 

oleh pimpinan program studi dalam pengendalian dan peningkatan 

mutu proses pembelajaran. 

Pelaksana 1. Unit Penjaminan Mutu (UPM) program studi  

2. Direktur 

3. Pudir 1 

Pengguna Mahasiswa 

Prosedur 1. PD 1 Membentuk Tim monitoring dan evaluasi pembelajaran 

2. Persiapan dilaksanakan dengan mengidentifikasi hal-hal yang akan 

dievaluasi, variabel apa yang akan dievaluasi serta menggunakan 

indikator mana yang sesuai dengan tujuan program. 

3. melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran Program Studi 

(Prodi) 3(dua) kali dalam 1(satu) tahun pada semester ganjil dan 

genap.  

4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran 

terhadap kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses 

pembelajaran, hasil pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, 

pengelolaan pembelajaran, sarana dan prasarana, dan pembiayaan 

5. Mempelajari hasil monitoring dan evaluasi  

6. Mengolah hasil pemeriksaan dengan cara menbandingkan hasil 

monitoring dengan standar yang ditetapkan 

7. Melakukan rapat evaluasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi 

pembelajaran Program Studi (Prodi)  

8. Merekomendasikan hasil monitoring yang tidak sesuai dengan 

standar untuk ditindakanjuti   

Referensi  8. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

9. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

11. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

12. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

13. Renstra Akper Pemkab Ngawi 

14. Panduan KurikulumProdi 
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Kegiatan 
Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

UPM Pudir 1 Direktur Kelengkapan  Waktu  Output  

PD 1 Membentuk Tim monitoring dan evaluasi pembelajaran 

 

  
 

Daftar nama 

dosen 

3 hari Draft nama 

dosen 

Persiapan dilaksanakan dengan mengidentifikasi hal-hal yang akan dievaluasi, variabel 

apa yang akan dievaluasi serta menggunakan indikator mana yang sesuai dengan tujuan 

program. 

  

 

Laporan kegiatan 

pembelajaran 

3hari Evaluasi 

pembelajaran 

melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran Program Studi (Prodi) 3(dua) kali 

dalam 1(satu) tahun pada semester ganjil dan genap.  

   Laporan kegiatan 

pembelajaran 

4 hari Monitoring 

dan evaluasi 

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran terhadap kompetensi 

lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, hasil pembelajaran, dosen dan tenaga 

kependidikan, pengelolaan pembelajaran, sarana dan prasarana, dan pembiayaan 

  

 

Draft kompetensi 

lulusan 

2 hari Monitoring 

dan evaluasi 

Mempelajari hasil monitoring dan evaluasi    

 

Hasil monitoring 

dan evaluasi 

1 hari Mengolah 

hasil 

monitoring 

Mengolah hasil pemeriksaan dengan cara menbandingkan hasil monitoring dengan 

standar yang ditetapkan 

  

 

Hasil monitoring 

dan evaluasi 

1 hari Rekapitulasi 

hasil 

perbandingan 

dengan standar 

yang 

ditetapkan 

Melakukan rapat evaluasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran Program 

Studi (Prodi)  

  

 

Rekapitulasi hasil 

perbandingan 

dengan standar 

yang ditetapkan 

1 hari Rapat 

Merekomendasikan hasil monitoring yang tidak sesuai dengan standar untuk 

ditindakanjuti   

  

 

Daftar  

monitoring yang 

tidak sesuai 

standar 

1 hari RTL 

1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Tujuan Tujuan prosedur ini adalah sebagai pedoman penyusunan RAB 

di Akper Pemkab Ngawi 

Ruang Lingkup Penyusunan RAB di Akper Pemkab Ngawi  

Definisi RAB (Rencana Anggaran Biaya) adalah suatu acuan atau 

metode penyajian rencana biaya yang harus dikeluarkan dari 

awal pekerjaan dimulai hingga pekerjaan tersebut selesai 

dikerjakan 

Pelaksana 1. Direktur 

2. Pudir II 

3. Sub Bidang Keuangan 

Pengguna Sub Bidang Keuangan 

Prosedur 1. Anggota rapat menyusun anggaran untuk masing-masing 

unit  

2. Sub bidang keuangan membuat laporan evaluasi 

penerimaan dan pengeluaran bersama ketua yayasan, 

direktur, senat dalam rapat pembahasan RAB 

3. Pudir II mengajukan anggaran tahun berikutnya sesuai 

dengan evaluasi anggaran tahun lalu 

4. Direktur meneliti kembali rencana anggaran 

5. Setelah di teliti, direktur menyetujui dan mengesahkan 

anggaran dana yang diajukan ke ketua yayasan 

6. Pudir 3menyerahkan rencana anggaran biaya kepada sub 

bid keuangan untuk ditindaklanjuti 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Direktur Pudir II Sub Bid 

Keuangan 

Anggota 

rapat 

Kelengkapan  Waktu  Output  

Membuat laporan evaluasi 

penerimaan dan pengeluaran 

    Laporan 

evaluasi 

anggaran 

4 hari Laporan 

evaluasi 

anggaran 

Mengajukan anggaran dana tahun 

berikutnya sesuai dengan evaluasi 

tahun lalu 

  

 

 Rencana 

anggaran 

4 hari Draft rencana 

anggaran 

Mengusulkan anggaran dana     Rapat senat 1 hari Usulan 

anggaran 

Meneliti rencana anggaran   

 

 Rapat senat 1 hari Draft rencana 

anggaran 

Menyetujui dan mengesahkan 

anggaran dana 

  

 

 

 

Rapat senat 1 hari Persetujuan 

rencana 

anggaran 

Pudir 3menyerahkan rencana 

anggaran biaya kepada sub bid 

keuangan untuk ditindaklanjuti 

    Rapat senat 1 hari Persetujuan 

rencana 

anggaran 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGGUNAAN/REALISASI BIAYA 

OPERASIONAL LANGSUNG 
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Tujuan Tujuan prosedur ini adalah sebagai pedoman penggunaan biaya 

operasional langsung di Akper Pemkab Ngawi 

Ruang Lingkup Penggunaan/realisasi biaya operasional langsung di Akper 

Pemkab Ngawi  

Definisi Biaya operasi meliputi biaya pembayaran gaji para pendidik, 

tenaga kependidikan, bahan dan peralatan habis pakai yang 

terkait dengan pendidikan, serta biaya pendidikan lainnya baik 

terduga maupun tak terduga.. 

Pelaksana 1. Direktur 

2. Kaprodi 

3. Pudir II 

4. Sub Bidang Keuangan 

Pengguna Sub Bidang Keuangan  

Prosedur 1. Kaprodi mengajukan penggunaan biaya operasional 

langsungkepada Direktur  

2. Direktur menyetujui dan menugaskan koordinator 

pengelolaan keuangan (Pudir II) 

3. Pudir II melakukan persetujuan atau tidak atas usulan 

pengeluaran yang diajukan Kaprodi 

4. Pudir II meneruskan surat usulan yang disetujui kepada Sub 

Bid Keuangan untuk mencairkan dana sesuai besaran yang 

disetujui. 

5. Bendahara memberikan dana/ biaya operasional langsung 

kepada Kaprodi 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Direktur Pudir 

II 

Sub Bid 

Keuangan 

Kaprodi Kelengkapan  Waktu  Output  

Kaprodi mengajukan penggunaan 

biaya operasional langsung 

kepada Direktur 

 

  

  

Proposal dan 

anggaran 

biaya 

1 hari Pengajuan 

penggunaan 

biaya 

operasional 

Direktur menyetujui dan 

menugaskan koordinator 

pengelolaan keuangan (Pudir II) 

 

  

  

Surat 

persetujuan 

1 hari SK 

penggunaan 

biaya 

operasional 

Pudir II melakukan persetujuan 

atau tidak atas usulan pengeluaran 

yang diajukan Kaprodi 

    Surat 

persetujuan 

1 hari Persetujuan 

usulan 

pengeluaran 

Pudir II meneruskan surat usulan 

yang disetujui kepada Sub Bid 

Keuangan untuk mencairkan dana 

sesuai besaran yang disetujui. 

 

 

  

  

Surat usulan 1 hari Pencairan 

dana 

Bendahara memberikan dana/ 

biaya operasional langsung 

kepada Kaprodi 

  

  

 1 hari Pencairan 

biaya 

operasional 
 

1 1 

2 

3 

4 4 

5 5 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENERIMAAN DANA HIBAH 
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Tujuan Tujuan prosedur ini adalah sebagai pedoman penerimaan dana 

dari institusi luar 

Ruang Lingkup Penerimaan dana dari institusi luar di lingkunganAkper Pemkab 

Ngawi  

Definisi Institusi adalah setiap struktur atau mekanisme tatanan sosial 

dan kerjasama yang mengatur perilaku satu set individu dalam 

suatu komunitas manusia yang diberikan. Setiap institusi atau 

lembaga memiliki tempat atau wadah untuk melakukan 

aktifitasnya dan kegiatannya. tempat-tempat tersebut biasanya 

merupakan bangunan yang sepenuhnya milik pemerintah 

setempat 

Pelaksana 1. Direktur 

2. Institusi luar 

3. Pudir II 

4. Sub Bidang Keuangan 

Pengguna Sub Bidang Keuangan  

Prosedur 1. Institusi mengajukan proposal permohonan dana hibah 

kepada institusi terkait 

2. Proposal permohonan dana hibah harus melalui tahap 

seleksi 

3. Proses seleksi proposal permohonan dana hibah 

4. Proposal dana hibah yang lolos nantinya akan di gunakan 

untuk kehgiatan unit terkait 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan Pihak yang terlibat  Mutu Baku   

Direktur Pudir 

II 

Sub Bid 

Keuangan 

Institusi 

luar 

Kelengkapan  Waktu  Output  

mengajukan proposal 

permohonan dana hibah 

  

  

Proposal 3hari Pengajuan 

permohona

n dana 

hibah 

Proses seleksi proposal dana 

hibah 

  
 

 Proposal 3hari Proposal 

Proposal lolos seleksi     Proposal 1 hari Proposal 

Pengelolaan dana hibah untuk 

unit terkait 

   

 

Proposal 1 hari Pengelolaan 

dana hibah 

 

 

2 

1 1 

3 

4 
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Tujuan Tujuan prosedur ini adalah sebagai pedoman pengelolaan dana 

lain-lain 

 

Ruang Lingkup Pengelolaan dana lain-lain di lingkungan Akper Pemkab Ngawi  

Definisi pengelolaan dana adalah perencanaan pengorganisasian dan 

pengendalian sumber daya keuangan seperti pengadaan dan 

pemanfaatan dana yang diakhiri dengan pertanggungjawaban 

(pelaporan) 

Pelaksana 1. Pudir II 

2. Sub Bidang Keuangan 

3. Unit Kerja 

Pengguna Sub Bidang Keuangan  

Prosedur 1. Sub Bid Keuangan meminta setiap unit kerja yang berkaitan 

dengan urusan keuangan harus mengikuti mekanisme yang 

telah disepakati 

2. Dalam setiap transaksi penggunaan dana lain-lain harus 

selalu disertai bukti kuitansi 

3. Setiap pencairan keuangan harus melalaui mekanisme yang 

telah ditentukan 

4. Setiap penggunaan keuangan harus dicatat didalam Buku 

Kas  

5. Seluruh penggunaan keuangan untuk kegiatan harus disertai 

bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan 

6. Penanggungjawab kegiatan unit kerja yang berkaitan wajib 

membuat laporan penggunaan dana lain-lain dan diserahkan 

ke Sub Bid Keuangan 

7. Sub Bid Keuangan menyerahakan ke Pudir II untuk di 

periksa 

8. Laporan diarsipkan oleh Sub bid keuangan 

Referensi  1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. UU RI No. 13Tahun 2013tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2013tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Statuta Akper Pemkab  Ngawi 

6. Renstra Akper Pemkab Ngawi 
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Kegiatan Pihak yang terlibat  Mutu Baku  

Unit 

kerja 

Sub Bid 

Keuangan 

Pudir II Kelengkapan  Waktu  Output  

Sub Bid Keuangan meminta setiap unit 

kerja yang berkaitan dengan urusan 

keuangan harus mengikuti mekanisme 

yang telah disepakati 

  

 

  Mekanisme 

sesuai dengan 

yang 

disepakati  

Dalam setiap transaksi penggunaan dana 

lain-lain harus selalu disertai bukti 

kuitansi 

  

 

Kuitansi/bukt

i transaksi 

1 hari  Rekapitulasi  

Setiap pencairan keuangan harus melalaui 

mekanisme yang telah ditentukan 

   Proposal,surat 

persetujuan, 

dan kuitansi  

1 hari  Mekanisme 

sesuai dengan 

yang 

ditetapkan  

Setiap penggunaan keuangan harus 

dicatat didalam Buku Kas  

  

 

Kuitansi/bukt

i transaksi  

1 hari  Rekapitulasi 

buku kas  

Seluruh penggunaan keuangan untuk 

kegiatan harus disertai bukti-bukti yang 

dapat dipertanggungjawabkan 

  

 

Kuitansi/bukt

i transaksi 

1 hari  Rekapitulasi  

Penanggungjawab kegiatan unit kerja 

yang berkaitan wajib membuat laporan 

penggunaan dana lain-lain dan diserahkan 

ke Sub Bid Keuangan 

  

 

Laporan 

penggunaan 

dana  

1 hari  Draft laporan  

Sub Bid Keuangan menyerahakan ke 

Pudir II untuk di periksa 

  
 

Draft laporan  1 hari  Draft laporan  

Laporan diarsipkan oleh Sub bid 

keuangan 

  
 

Draft laporan  1 hari  Pengarsipan  

 

1 1 

2 

3 

4 

5 

6 6 

7 

8 


